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RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1. Kondisi Umum.
a. Pembangunan Pertahanan Negara.

Negara Indonezia yang terbentuk dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan nasional
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia 1945 yaitu melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan, kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan
sosial. Upaya pencapaian tujuan ini dilaksanakan pemerintah
melalui pembangunan nasional wyang dilaksanakan secara
bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka
menengah, dan jangka pendek.

Pertahanan negara merupakan segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Keszatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa
dari berbagai ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa
dan negara. Usaha ini menjadi salah satu fungsi pemerintahan
dalam mewujudkan suatu kesatuan pertahanan guna mencapai
tujuan nasional. Untuk merealisasikan wusaha tersebut maka
pengelolaan sistem pertahanan negara senantiasa berpedoman
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dirumuskan dalam kebijakan dan rencana strategis pertahanan
negara Kementerian Pertahanan. Pembangunan pertahanan
negara tetap berorientasi pada keterpaduan antara pertahanan
militer dan pertahanan nirmiliter sebagai wujud kesemestaan
dalam sistem pertahanan negara.

Sistem pertahanan mnegara sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yaitu pertahanan bersifat
semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan
sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh
pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah,
dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.
Untuk mewujudkan pertahanan yang  bersifat =emesta,
pemerintah dalam hal ini Kemhan merumuskan Rencana Strategis
Kemhan dan TNI sebagai produk kebijakan strategis
pembangunan pertahanan negara dalam rangka mewujudkan
kemampuan dan kekuatan pertahanan negara yang tangguh.
Peningkatan kemampuan dan kekuatan pertahanan merupakan
salah satu faktor yang memengaruhi stabilitas politik dan
keamanan. Semakin kuatnya pertahanan Indonesia ditunjukkan
dengan meningkatnya kekuatan Alutsista pada seluruh matra.
Dengan peningkatan tersebut, dituntut kesiapan Alutsista untuk
operasional dan tempur serta peningkatan profesionalisme
prajurit sebagai elemen utama kekuatan pertahanan.

Capaian Kinerja Kemhan.

Pembangunan bidang pertahanan dalam periode tahun
2010-2014 secara umum telah berhasil meningkatkan kemampuan
pertahanan negara dan terpeliharanya pelaksanaan pembangunan
nasional. Peningkatan kemampuan pertahanan tersebut dapat
diindikasikan dengan semakin banyaknya negara yang berminat
untuk melakukan kerja sama pertahanan/militer dengan Indonesia.
Hal ini ditunjukkan pula dengan meningkatnya kepercayaan dunia
internasional untuk melaksanakan sejumlah kegiatan berskala
internasional di Indonesia. Keberhasilan pembangunan pada periode
2010-2014 tersebut salah satunya karena sebagian pemenuhan
postur TNI pada skala Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential
Force/MEF) telah dapat ditunjang melalui industri pertahanan dalam
negeri. Sebagai implikasinya, Kemhan/TNI telah berhaszil
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mendatangkan dan membangun sejumlah Alutsista yang modern dan
memiliki daya penggentar tinggi. Sementara itu untuk Alatsista
strategis yang belum dapat dibuat oleh industri pertahanan dalam
negeri, Alutsista tersebut didatangkan dari industri pertahanan luar
negeri.

Pada awal tahun 2015, sejumlah peralatan militer modern yang
telah diterima oleh TNI akan menambah kelengkapan Alutsista TNL
Konsekuensi dengan adanya peningkatan kekuatan militer dan
kesiapan operasional maka kebutuhan penyediaan anggaran untuk
pemeliharaan, perawatan dan perbaikan Alutsista, dukungan Bahan
Bakar Minyak, maupun amunisi akan semakin meningkat.
Sehubungan dengan mayoritas pemenuhan MEF masih bersumber
dari industri pertahanan luar negeri karena masih terbatasnya
kemampuan teknologi industri pertahanan dalam negeri, maka dalam
rangka mengantizipasi keterbatasan itu, master plan Komite
Kebijakan Industri Pertahanan tahun 2015-2019 akan memfokuskan
pada pencapaian postur dan mengupayakan masa transisi kepada
industri pertahanan yang mencalup kemampuan untuk mendukung
terpenuhinya MEF, meningkatkan kemampuan kerja sama produksi,
serta meningkatkan pengembangan produk baru untuk Alutsista
yang masih belum dapat diproduksi sendiri. Dalam rangka
mencapai tujuan tersebut, industri pertahanan akan dilibatkan mulai
dari tahap produksi, operasional, perawatan, dan upgrade melalui
imbal dagang/offset, penyertaan kandungan lokal, maupun alih
teknologi.

Sementara itu, peningkatan profesionalisme sumber daya
manusia bidang pertahanan yang dibentuk melalui serangkaian
pelatihan dan penugasan operasi, baik militer maupun nonmiliter,
secara signifikan telah mampu meningkatkan persepsi internasional
terhadap kemampuan militer Indonesia, sehingga menjadikan
Indonesia semakin diperhatikan dalam kancah politik internasional.
Keberhasilan itu ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan
akan peran Indonesia dalam misi perdamaian dunia dalam operasi
militer, seperti yang saat ini telah beroperasi di Lebanon, Haiti,
Kongo, Sudan, dan Darfur, termasuk juga operasi pembebasan
sandera terhadap pembajakan kapal MV Sinar Kudus milik Indonesia
diperairan Somalia. Sedangkan dalam kegiatan operasi nonmiliter
yaitu untuk membantu evakuasi warga Indonesia yang mengalami
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persoalan keamanan di luar negeri seperti dari Mesir, Arab Saudi,
dan Malaysia. Upaya lain peningkatan profesionalisme sumber daya
manusia untuk peningkatkan kesejahteraan prajurit dengan
pemberian tunjangan kinerja yang diberikan sejak tahun 2010,
walaupun belum memadai namun terus diupayakan agar di masa
mendatang prajurit TNI semakin profesional dalam menjalankan
tugasnya.

Untuk mewujudkan kemampuan militer Indonesia yang disegani
maka pembangunan pertahanan tidak hanya diarahkan pada
pembangunan secara fisik seperti pembangunan Alutsista dan
profesionalitas sumber daya manusia bidang pertahanan, tetapi juga
pembangunan yang bersifat nonfisik, yaitu pembangunan yang lebih
ditujukan pada pembangunan mental cinta tanah air melalui
pembinaan kesadaran bela negara sesuai dengan yang dijabarkan
dalam agenda Trisakti dan Nawacita sebagai pedoman pelaksanaan
pembangunan pertahanan negara kedepan.

Isu Strategis.

Selama periode 2010-2014, pembangunan pertahanan telah
diupayakan dan berlangsung secara optimal. Upaya tersebut masih
terus ditingkatkan dalam rangka mencapai kemampuan pertahanan
negara yang tangguh dan disegani di kawasan. Untuk itu dalam
rangka penguatan sistem pertahanan periode 2015-2019, sesuai
RPJMN 2015-2019 Kemhan memiliki sasaran yang ingin
diwujudkan yaitu peningkatan kapasitas pertahanan nasional
melalui pembentukan TNI yang profesional dengan memenuhi
kebutuhan Alutsista, peningkatan kesejahteraan prajurit dan
peningkatan anggaran pertahanan hingga mengarah pemenuhan
1,5 % (satu koma lima persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB)
sehingga pembangunan kekuatan pertahanan tidak hanya untuk
memenuhi MEF, tetapi juga ditujukan untuk membangun TNI
sebagai kekuatan maritim regional yang disegani di kawasan Asia
Timur. Dengan adanya pemikiran strategis tersebut maka dalam
periode 5 (lima) tahun ke depan, Kemhan akan mengusung 2 (dua)
isu strategis yaitu peningkatan kapasitas pertahanan dan stabilitas
keamanan nasional. Adapun sub-sub isu strategis yang menjadi
prioritas yaitu:

1) Permasalahan alutsista TNI dan pemberdayaan industri
pertahanan.
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2) Kesejahteraan dan profesionalisme prajurit.

3) Intelijen dan kontra intelijen.

4) Gangguan dan pelanggaran hukum di laut, udara, dan wilayah
perbatasan darat.

3) Sistem keamanan nasional yang integratif.

Berdasarkan isu strategis dan dengan memperhitungkan
perkembangan lingkungan serta konteks strategis objektif yang selalu
berubah, maka pembangunan pertahanan diharapkan dapat
menghasilkan suatu kekuatan pertahanan yang mampu menyokong
visi Indonesia di masa mendatang, yaitu sebagai kekuatan poros
maritim dunia dan sebagai kekuatan maritim regional di kawasan
Asia Timur sebagaimana visi yang diamanatkan dalam Nawa Cita.

2. Potenzi dan Permasalahan
a. Dinamika perkembangan lingkungan dan konteks strategis.

Dalam 5 (lima) tahun ke depan pembanpunan pertahanan
akan dihadapkan pada ancaman dan tantangan sebagai akibat
dari terjadinya perubahan lingkungan dan konteks strategis baik
internal maupun eksternal secara terus menerus. Dalam dimensi
global, populasi dunia pada awal tahun 2015 mencapai 7,2 (tujuh
koma dua) miliar dan akan mencapai 8,1 (delapan koma satu)
milyar pada tahun 2025. Pertumbuhan ini memiliki distribusi
yang tidak merata yaitu 60 % (enam puluh presen) di Asia dan
15 % (lima belas presen) di Afrika tetapi jumlah penduduk Afrika
berkembang lebih dari 2 (dua) kali percepatan pertumbuhan
penduduk Asia. Semakin besarnya pertumbuhan penduduk dunia
akan terjadi peningkatan kebutuhan terhadap penggunaan
sumber daya alam yang semakin besar yang berarti peningkatan
akan energi, air dan makanan, dan lain-lain kebutuhan yang
diperlukan manusia. Akibatnya dapat terjadi perebutan
kepentingan yang asimetris setiap bangsa dan negara sehingga
menimbulkan gesekan, konflik, dan bahkan perang.

Hal ini merupakan fakta empiris bahwa  situasi
ketidakamanan dunia cenderung meningkat. Isu global yang
berpengaruh diantaranya adalah: kompetisi Amerika Serikat dan
Tiongkok; menipisnya energi fosil dan meningkatnya penemuan
energi shale oil/gas seiring dengan penemuan teknologi fracking
untuk mengeluarkan energi tersebut; keamanan non tradisional

seperti penyelundupan narkoba, manusia, dan persenjataan;
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persoalan keamanan lingkungan yang terutama ditandai
perubahan iklim dunia; terorisme internasional seperti
terbentuknya Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) yang berniat
membangun sebuah kekhalifahan; radikalisme yang berkembang
di Nigeria oleh organisasi teroris Boko Haram; konflik di Yaman
yang memperluas pertentangan Sunni-Syiah; konflik antara
Palestina-Israel; perkembangan =senjata pemusnah massal;
demokratisasi seperti Arab Spring yang justru menimbulkan
kekacauan kehidupan sosial politik seperti di Mesir, Libya,
Yaman, dan Suriah serta ancaman non konvensional seperti
serangan siber dalam konteks global yang dapat dirasakan secara
umum sejalan dengan kemajuan perkembangan teknologi dan
informasi.

Dalam dimensi regional, dengan bergesernya geoekonomi dan
geopolitik ke Asia, maka kawasan Asia Pasifik, khususnya di Asia
Timur, semakin mengalami peningkatan bobot strategis. Dari sisi
pertahanan, di kawasan Asia Pasifik terdapat kekuatan militer
terbesar seperti Tiongkok, Korea Utara, dan India, maupun
kekuatan militer termodern seperti Amerika Serikat (AS), Jepang,
Korea Selatan dan Singapura. Demikian juga di wilayah ini
memiliki potensi masa depan konflik yang berdampak pglobal
seperti Laut Tiongkok Selatan (LTS). Dari sekilas pandangan
tersebut, sejumlah perkembangan yang akan berpengaruh pada
stabilitas keamanan di kawasan dan bahkan dunia yaitu
kebijakan penyeimbangan kembali (rebalancing policy) AS ke Asia
yvang berakibat pada revitalisasi kerja sama pertahanan di
sejumlah negara Asia Tenggara, Australia, maupun India.

Kebijakan AS tersebut diimplementasikan dengan adanya
pergeseran aset militer strategis ke Asia dengan rasic 60:40 (enam
puluh berbanding empat puluh) yaitu 60 % [(enam puluh presen)
di Asia dan 40 % (empat puluh presen) di wilayah lain di dunia.
Dalam kaitan tersebut, Australia telah mengizinkan AS untuk
menempatkan 2.500 [dua ribu lima ratus) pasukan marinir hingga
tahun 2017 di Darwin dan sejumlah aset militer strategis laut dan
udara di Darwin, Cocos Island, dan wilayah lain di Australia
bagian utara. Kebijakan tersebut, Tiongkok menganggap bahwa
kebijakan AS tersebut justru telah mengakibatkan memburuknya

situasi keamanan di kawasan. Di =sisi lain, kebijakan



11 2018, No.1094

penyeimbangan AS dipicu karena kebangkitan ekonomi dan
militer Tiongkok yang dicerminkan dengan peningkatan presensi
dan penegasan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan seperti adanya
reklamasi di pulau-pulau yang dipersengketakan, pembangunan
fasilitas militer dan sarana pendukungnya, serta penerapan
kebijakan tertentu yang menimbulkan kontroversi bagi negara-
negara yang juga memiliki klaim yang sama terhadap kepulaunan
Spratly dan Paracel.

Di Laut Tiongkok Timur terjadi eskalasi ketegangan di antara
Tiongkok dengan Jepang karena perscalan pulau Senkaku dan
penerapan Air Defence Identification Zone (ADIZ) secara unilateral
oleh Tiongkok. Implikasi dengan peningkatan ekonomi Tiongkok
telah membuat kemajuan yang pesat dalam industri
pertahanan /militer yang ditandai dengan pembangunan kapal
induk kedua, rudal hipersonik, pesawat tempur siluman dan
pesawat tempur generasi terkini, serta pengembangan
kemampuan Anti-Access/Area Denial [A2/AD) dan pemanfaatan
ruang angkasa untuk kepentingan militer. Kemampuan militer
Tiongkok dikaitkan dengan konflik di Laut Tiongkok Selatan
berakibat pada situasi yang kurang kondusif di masa mendatang.
Sementara itu, di kawasan Asia Tenggara masih terjadi
permasalahan perbatasan negara, perscalan demokratisasi,
ataupun persoalan separatisme. Perkembangan Association of
South East Asia Nations (ASEAN) yang akan menjadi sebuah
komunitas ASEAN khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)|
pada tahun 2015 berpengaruh langsung terhadap Indonesia
dihadapkan pada tantangan keamanan di Asia Tenggara.

Dalam konteks nasional, sebagaimana yang diatur/dimuat
dalam Dekrit atau Deklarasi Juanda tahun 1957 yang
menegaskan Indonesia sebagai mnegara kepulauan, dimana
konstelasi geografi yang berada pada persilangan 2 (dua) benua
menjadikan perairan Indonesia sebagai jalur navigasi dan
transportasi laut dan udara bagi dunia internasional. Wilayah laut
yvang lebih luas dibandingkan dengan wilayah daratan menjadikan
Indonesia sebagai negara maritim. Dengan adanya visi Indonesia
sebagai poros maritim dunia dan Indonesia sebagai kekuatan
maritim di Asia Timur, menjadikan pemikiran geostrategi dan

geopolitik Indonesia menemukan kembali relevansinya karena
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Indonesia menjadi wilayah interaksi dalam aspek politik, ekonomi,
dan bahkan militer yang berarti menjadi ajang pertemuan
berbagai arus kepentingan negara-negara yang hadir di kawasan.

Dalam aspek pertahanan, kondisi tersebut mengakibatkan
wilayah Indonesia menjadi terbuka dan sebagai perlintasan
sehingga tidak hanya memberikan kekuatan dan bobot strategis
tetapi juga rawan terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan
gangguan. Indonesia memiliki perbatasan darat dengan
3 (tiga) negara dan berbatasan laut dengan 10 (sepuluh) negara,
menjadikan Indonesia rentan terhadap sengketa perbatasan
dengan negara tetangga dan ancaman keamanan yang dapat
mempengaruhi stabilitas keamanan dalam negeri dan di kawasan.

Sejumlah persoalan dalam dinamika sosial masih terjadi
vaitu degradasi ideologi Pancasila, pergeseran nilai sosial dan
budaya, situasi rawan narkoba karena saat ini di Indonesia
terdapat lebih dari 4 (empat) juta pengguna [pecandu), tantangan
politik nasional, pelemahan ekonomi dan pencurian sumber daya
alam, potensi konflik horisontal dan wvertikal karena berbagai
persoalan diantaranya seperti kesenjangan ekonomi antara
pendatang dan penduduk lokal, tanah adat/ulayat dihadapkan
pada kepentingan negara atau swasta, kesenjangan daerah dan
pusat, besarnya potensi bencana alam akibat salah kelola
lingkungan, penyalahgunaan teknologi yang dapat mengancam
eksistensi dan menggangpu kepentingan negara seperti serangan
siber.

Selain itu, sejumlah daerah di Indonesia masih memiliki
kerawanan dalam ekstrimisme, radikalisme, dan terorisme seperti
di wilayah Poso di Sulawesi Tengah yang dijadikan wilayah
persembunyian dan latihan teroris. Dengan semakin berkembang
potensi konflik, dapat dirasakan bahwa situasi pertahanan dan
keamanan dalam negeri juga sangat dipengaruhi oleh perubahan
situasi keamanan global dan regional. Disadari pula bahwa efek
globalizasi yang terjadi dalam konteks ideoclogi, politik, ekonomi,
sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. Dengan
adanya pengaruh globalisasi bersifat mengikis prinsip batas
teritorial suatu negara, bagi Indonesia dapat menimbulkan

hakikat ancaman dan tantangan tersendiri yang menjadi landasan
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pemikiran bagi pembangunan pertahanan 5 (lima) tahun ke

depan.

Hakikat Ancaman.

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam
negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman
merupakan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan
desain sistem pertahanan negara, dalam rangka mencegah dan
mengatasi ancaman baik yang bersifat aktual dan potensial.
Selanjutnya berdasarkan identifikasi terhadap hakikat ancaman
yang sangat dinamis, maka ancaman dapat digolongkan menjadi 3
(tiga) yaitu ancaman militer, ancaman nonmiliter, dan ancaman
hibrida.

1) Ancaman Militer. Merupakan ancaman yang menggunakan
kekuatan bersenjata dan terorganisasi serta dinilai mempunyai
kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan
wilayah MNegara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan
segenap bangsa. Ancaman — militer antara lain dapat berupa
ancaman militer agresi dan ancaman militer berbentuk bukan
agresi.

a] Ancaman Militer Agresi. Ancaman yang menggunakan
kekuatan bersenjata oleh negara lain untuk melakukan
aksi pendudukan sehingga mengancam kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman
militer agresi antara lain berupa invasi, pemboman,
blokade, serangan bersenjata negara lain, dan
keberadaan wunsur kekuatan bersenjata asing dalam
wilayah Indonesia yang bertentangan dengan perjanjian,
tindakan suatu negara yang mengizinkan wilayahnya
menjadi daerah persiapan, pengiriman kelompok
bersenjata, atau tentara bayaran. Berdasarkan
perkembangan lingkungan strategis tersebut ancaman
militer agresi dapat terjadi dikarenakan adanya
persengketaan dan klaim wilayah antar negara. Salah
satu bentuk agresi adalah keberadaan unsur kekuatan

bersenjata negara lain dalam wilayah Negara Kesatuan
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Republik Indonesia, yang  bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
perjanjian yang telah disepakati.

Ancaman Militer Bukan Agresi. Ancaman Militer Bukan

Apgresi merupakan ancaman yang dapat menggunakan

kekuatan senjata ataupun tidak, dilakukan oleh pihak

asing atau warga negara sendiri dan dapat
mempengaruhi kedaulatan negara, keutuhan wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan

segenap bangsa. Penerapan pertahanan negara dalam

menghadapi ancaman militer bukan agresi dilakukan
dengan pertahanan berlapis disesuaikan dengan skala
ancaman vyang dihadapi, dengan keterlibatan TNI
dilakukan melalui pengerahan kekuatan  militer
berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Ancaman militer bukan agresi antara lain:

(1) Pelanggaran Wilayah. Ancaman wilayah dapat
berbentuk pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh
negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun
pesawat nonkomersial termasuk  pelanggaran
wilayah perbatasan sebagai akibat kesepakatan
batas wilayah yang belum terselesaikan dengan
baik. Potensi pelanggaran wilayah perbatasan
tersebut dapat terjadi dengan negara tetangga
seperti Malaysia, India, Thailand, Papua New Guinea
[PNG), Vietnam, Timor Leste, Palau, dan Australia.

(2) Pemberontakan Bersenjata. Gerakan separatis
bersenjata di beberapa wilayah Indonesia yang
dilakukan oleh kelompok yang berkeinginan untuk
memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan cara melakukan eksploitasi
kelemahan dalam penyelenggaraan fungsi
pemerintahan masih berpotensi terjadi.

(3) Sabotase terhadap Objek WVital Nasional yang
bersifat Strategis. Ancaman terhadap objek wital
nasional yang bersifat strategis akan berdampak
pada keselamatan segenap bangsa dan mengganggu
kepentingan masyarakat. Objek vital nasional yang
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bersifat strategis merupakan kawasan, lokasi,
bangunan, instalasi danfatau usaha menyangkut
hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat
bangsa, serta kepentingan nasional yang apabila
terjadi ANCAMAN dan gangguan dapat
membahayakan  kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
keselamatan segenap bangsa. Objek wvital nasional
yang bersifat strategis antara lain: Istana
Presiden/Wakil Presiden, kediaman Presiden/Wakil
Presiden, bandar udara internasional, pelabuhan
internasional, eksplorasi/eksploitasi sumber daya
alam, instalasi nuklir, industri biologi dan kimia
skala besar, industri pertahanan, industri dan
badan keantariksaan, dan perusahaan umum
percetakan uang Republik Indonesia.

(4) Spionase. Ancaman spionase yang dilakukan oleh
negara lain masih akan tetap berpotensi terjadi
untuk mencari dan mendapatkan rahasia
pertahanan negara. Negara tersebut akan berusaha
mendapatkan informasi strategis untuk menjawab
hakikat ancaman dan tantangan  terhadap
kepentingan nasional.

(3) Terorisme. Aksi teror bersenjata dilakukan oleh
jaringan terorisme internasional yang bekerjasama
dengan terorisme dalam negeri bereskalasi tinggi
sehingga membahayakan  kedaulatan negara,
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa.

(6) Gangguan keamanan di laut dan/fataun udara.
Gangguan keamanan laut dan/atau udara yurisdiksi
nasional Indonesia yang dilakukan pihak tertentu
dapat berupa: pembajakan atau perompakan,
penyelundupan  senjata, amunisi dan bahan
peledak, serta bahan lainnya yang dapat
membahayakan keselamatan bangsa, penangkapan
ikan secara ilegal atau pencurian kekayaan di laut.

Sementara posisi geografi Indonesia yang berada
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pada wilayah pelintasan transportasi dunia,
membawa implikasi terhadap potensi pelanggaran
wilayah udara yang cukup tinggi.

(7) Konflik Komunal. Konflik komunal merupakan
ancaman yang berpontensi akan terjadi karena
heterogenitas =~ masyarakat Indonesia dengan
keragaman suku bangsa, agama, etnis, golongan,
dan kondisi sosial. Selain hal tersebut di Indonesia
masih terdapat sejumlah daerah tertinggal yang
sebagian besar dikategorikan daerah rawan konflik.
Konflik komunal juga dapat disebabkan oleh:
masalah sengketa lahan, tuntutan kenaikan upah
kerja dan ketidakpuasan masyarakat atas kebijakan
publik, serta ekses kegiatan politik yang tidak
bermartabat.

Ancaman Non Militer. Ancaman nonmiliter merupakan

usaha atau kegiatan tanpa bersenjata yang dinilai

mempunyai kemampuan membahayakan danfatan
berimplikasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
keselamatan segenap bangsa. Ancaman ini dapat berasal dari
luar negeri atau dapat pula bersumber dari dalam negeri.

Ancaman nonmiliter digolongkan ke dalam ancaman yang

berdimensi antara lain: ideologi, politik, ekonomi, =osial

budaya, keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.

a) Ancaman berdimensi Ideologi. Ancaman yang berdimensi
Ideclogi dapat berasal dari dalam dan luar negeri yaitu
penetrasi nilai-nilai individualisme dan materialisme
yang berusaha mendesak nilai-nilai komunalisme dan
spiritualisme serta sifat gotong-royong yang selama ini di
kenal oleh masyarakat. Ancaman berdimensi ideoclogi
antara lain kelompok yang mengklaim dirinya
pembaharu/perubahan yang lebih baik namun dengan
cara tidak konstitusional, kelompok penganut aliran
sesat, dan kelompok radikalisme wyang melakukan
tindakan anarkis dengan berlindung dibalik atribut

keagamaan.
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Ancaman berdimensi Politik. Ancaman berdimensi politik
dapat berasal dari dalam dan luar negeri. Ancaman yang
dilakukan oleh negara lain misalnya dengan melakukan
tekanan politik dan isu strategis regional dan global. Dapat
juga oleh aktor non negara dengan menggunakan isu
penegakan dan perlindungan Hak Azasi Manusia,
penyelamatan dan kerusakan lingkungan hidup, ataupun
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Sedangkan
ancaman dari dalam negeri misalnya menggerakkan dan
memobilisasi massa untuk menumbangkan pemerintahan
atau menggalang kekuatan politik yang bertujuan untuk
melemahkan kekuasaan pemerintah dan berbagai bentuk
ancaman yang berdimensi politik lainnya.

Ancaman berdimensi Ekonomi. Ancaman berdimensi
ekonomi dari luar negeri biza berupa embargo atau bentuk
penghalang nontarif (nontariff barriery, terhadap produk
perdagangan, baik untuk kebutuhan ekspor maupun impor
utamanya barang kebutuhan strategis. Sementara itu
ancaman berdimensi ekonomi dari dalam negeri antara lain
inflasi yang tinggi, pengangguran, infrastruktur yang tidak
mewadahi, ketimpangan pendapatan, terbatasnya sarana
dan prasana, distribusi ekonomi yang buruk, korupsi, dan
kolusi.

Ancaman berdimensi Sosial budaya. Ancaman berdimensi
sosial budaya dapat membahayakan kelangsungan hidup
bangsa misalnya: konflik horizontal seperti pertikaian suku,
agama, ras, dan antar polongan. Sedangkan pengaruh
teknologi  informasi yang tidak terkontrol terhadap
sublimasi nilai-nilai dari luar sehingga memicu terjadinya
benturan peradaban, termasuk dampak peredaran narkoba
dan zat adiktif lain yang mengancam generasi muda.
Ancaman berdimensi Keselamatan Umum. Ancaman
terhadap keselamatan umum sangat mungkin terjadi akibat
bencana, baik bencana alam maupun bencana buatan yang
belum dapat diketahui secara pasti. Penanganan terhadap
berbagai bencana sebagai rangkaian dalam kegiatan
penanggulangan ancaman yang berdimensi keselamatan

umum, memperlihatkan bahwa bencana alam dan bencana
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sosial merupakan tantangan dan resiko yang akan terus
dihadapi dan perlu diantisipasi. Indonesia sering
menghadapi berbagai bencana alam diantaranya seperti
tsunami, gempa bumi, banjir, angin puting beliung,
kekeringan, tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan
kebakaran hutan. Sementara bencana sosial yang terjadi
diantaranya seperti kerusuhan sosial, konflik sosial,
pencemaran lingkungan hidugp, dan kegagalan
infrastruktur.

fi Ancaman berdimensi Teknologi. Ancaman ini merupakan
dampak kemajuan teknologi di bidang informasi yang selalu
berorientasi terhadap bisnis dan mengabaikan aspek moral.
Diantaranya seperti program tayangan yang tidak memiliki
standar untuk acara yang layak ditonton anak-anak,
internet yang tidak dapat dikontrol secara penuh.
Sedangkan kejahatan yang memanfaatkan siber antara lain
seperti kejahatan perbankan, ekonomi, penyadapan, dan
pembajakan hak cipta.

gl Ancaman berdimensi Legislasi. Ancaman berdimensi
legislasi wyaitu ancaman yang terjadi dalam proses
pembentukan atau pemaknaan substansi suatu peraturan
perundang-undangan sehingga menyebabkan ancaman
terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap
bangsa. Wujud ancaman berdimensi legislasi antara lain
seperti adanya upaya pihak-pihak yang ingin mewujudkan
perundang-undangan di Indonesia sesuai  dengan
kepentingannya, dengan cara mengintervensi proses
penyusunan peraturan perundang-undangan, melemahkan,
tidak mengesahkan ataupun berupaya mencabut peraturan
perundang-undangan  yang  tidak  sesuai  dengan
kepentingannya.

Ancaman Hibrida. Hakikat ancaman hibrida adalah ancaman

yvang bersifat campuran yang menggabungkan ancaman

militer dan nonmiliter. Ancaman hibrida merupakan

kombinasi antara ancaman konvensional, asimetrik, teroris,

perang siber, serta kriminal yang beragam dan dinamis.

Ancaman hibrida juga dapat berupa keterpaduan serangan
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antara penggunaan senjata Kimia, Biologi, Radiasi, Nulklir,

dan Eksplosif (KBRNE) serta perang informasi.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis secara terbuka
telah menciptakan dimensi ancaman yang kompleks dan berubah-
ubah baik ancaman militer, nonmiliter, serta hibrida yang dihadapi
oleh setiap negara di dunia termasuk Indonesia sebagai konsekuensi
dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dimensi ancaman
tersebut dapat dikategorikan sebagai ancaman nyata dan ancaman
tidak nyata. Ancaman yang sedang dan sewaktu-waktu dihadapi
seperti terorisme dan radikalisme, separatisme dan
pemberontakan bersenjata, wabah penyakit, bencana alam,
pelanggaran perbatasan, perompakan, pencurian sumber daya alam,
serangan siber, spionase dan penyalahgunaan narkoba merupakan
ancaman nyata yang dapat berpengaruh langsung kepada ketahanan
nasional di bidang ideclogi, politik, ekonomi, sosial budaya,
pertahanan keamanan, dan teknologi.

Sementara, Konflik militer terbuka atau perang konvensional
yvang mengerahkan kekuatan angkatan bersenjata merupakan
ancaman belum nyata yang kemungkinan kecil akan terjadi, namun
berpotensi menjadi ancaman nyata tergantung eskalasi konflik dan
kepentingan nasional masing-masing negara khususnya kepentingan
ekonomi serta klaim kedaulatan atas teritorial. Namun demikian,
kehadiran ancaman ini harus senantiasa bisa diantisipasi dengan
kemampuan pertahanan negara yang handal serta adaptif terhadap
dinamika perkembangan lingkungan strategis yang sedang dan akan
terjadi. Dalam konteks kepentingan strategis nasional selanjutnya
dapat diidentifikasi potensi dan permasalahan sebagai berikut.
Potensi dan Peluang.

1) Posisi geografis. Posisi silang Indonesia antara 2 (dua) samudera
dan 2 (dua] benua seyogyanya dapat menjadikan Indonesia
sebagai suatu kekuatan yang dapat mengontrol lalu lintas laut
dan wudara demi kepentingan nasional apabila Indonesia
memiliki sebuah pertahanan yang memiliki daya tangkal yang
tinggi dan kredibel sehingga keamanan dan keselamatan lalu
lintas pelayaran dan penerbangan dapat dijamin dan dilakukan
oleh Indonesia. Dengan posisi strategis yang sangat terbuka dan
dengan sumber daya yang besar, maka strategi pertahanan
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dapat selalu dikembangkan secara adaptif sesuai dengan
dinamika lingkungan strategis yang berkembang.

Kebijakan negara tentang visi poros maritim dunia dan sebagai
kekuatan maritim di Asia Timur. Visi tersebut memiliki
keterkaitan yang erat antara kepentingan ekonomi dan
pertahanan. Keberadaan visi ini memberikan peluang untuk
membangun dan mengembangkan sistem pertahanan yang
mencakup kapasitas dan strategi pertahanan yang sesuai dan
memadai dalam mendukung terwujudnya wisi tersebut. Untuk
dapat menunjang wvisi tersebut diperlukan suatu sistem
pertahanan yang terpadu dan elemennya merupakan integrasi
dari kekuatan darat, kekuatan laut, kekuatan udara, serta
komunikasi dan informasi yang memanfaatkan ruang siber dan
ruang angkasa (satelit). Dengan memiliki perencanaan
pembangunan pertahanan secara integratif tersebut diharapkan
dalam 35 (lima) tahun mendatang, visi Indonesia sebagai
kekuatan maritim regional di Asia Timur telah memiliki fondasi
yvang kuat untuk dikembangkan lebih lanjut pada 5 (lima) tahun
berikutnya. Kebijakan ini akan memicu dan memacu pemikiran
strategis mengenai pertahanan secara lebih luas dihadapkan
pada lingkungan strategis yang selalu berubah-ubah.
Kebangkitan Industri Pertahanan Dalam Negeri. Pembangunan
kekuatan TNl sebagai komponen utama pertahanan negara
sangat membutuhkan kemandirian industri pertahanan untuk
memenuhi  kebutuhan Alutsistanya. Kebangkitan industri
pertahanan ditandai dengan diundangkan Peraturan Presiden
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan
Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan dan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
Undang-Undang ini mengamanatkan kepada seluruh pemanglu
kepentingan untuk secara sinergis mewujudkan kebangkitan
industri pertahanan melalui program nyata diberbagai
kementerian dan pemangku kepentingan. Salah satu kebijakan
penting sebagai modalitas utama bahwa setiap pembelian suatu
produk dari negara lain harus disertai program alih teknologi
dan penyertaan kandungan lokal untuk mempercepat
peningkatan kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Sejak
berlakunya Undang-Undang ini maka ada ketegasan  bahwa
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produk yang dihasilkan oleh industri pertahanan dalam negeri
akan digunakan untuk kebutuhan TNI. Dengan semakin
meningkatnya hubungan kerja sama pertahanan dengan
sejumlah negara dapat menjadi salah satu katalisator bagi
peningkatan produk hasil produksi pertahanan dalam negeri
melalui alih teknologi dan /atau offset.

Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan dukungan anggaran
pertahanan. Pada tahun 2014 persentase pertumbuhan
ekonomi Indonesia adalah sebesar 5,8% (lima koma delapan
prezen] dan menempati posisi kedua setelah Tiongkok dalam
konteks pertumbuhan  global, hal ini mengindikasikan
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik di dunia.
Dengan pertumbuhan ekonomi yang baik serta tuntutan untuk
memenuhi rasa aman dalam menjaga kepentingan nasional,
maka dalam 35 (lima) tahun mendatang anggaran pertahanan
Indonesia memiliki peluang ditingkatkan menjadi 1,5 % (satu
koma lima presen) dari PDE sejalan dengan rencana pemenuhan
anggaran pertahanan pada kabinet Kerja tahun 20135-2019. Saat
ini anggaran pertahanan Indonesia masih dibawah 1 % (satu
presen) dari PDB dan masih dibawah rata-rata anggaran
pertahanan negara-negara ASEAN. Dengan peningkatan
anggaran pertahanan tersebut maka dalam 35 (lima) tahun
kedepan, diharapkan Alutsista Indonesia dapat memenuhi
kebutuhan menuju MEF.

Peningkatan kerja sama internasional. Dengan pertumbuhan
ekonomi nomor 2 (dua) dalam G-20 setelah Tiongkok dan
dengan ditunjang sumber daya alam yang besar serta kondisi
demografi yang baik, Indonesia memiliki daya tarik yang besar
bagi negara-negara besar di dunia. Dalam situasi itu, Indonesia
memiliki kesempatan yang besar untuk bekerja sama dengan
negara lain, khususnya dengan negara adidaya seperti dengan
AS yang telah memiliki comprehensive partnership sejak tahun
2010, maupun dengan Tiongkok yang juga memiliki strategic
comprehensive partner ship sejak tahun 2013. Sebagai negara
dengan politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia
memiliki potensi untuk dapat mengelola hubungan strategis
negara-negara adi daya agar tidak terjebak dalam suatu
hubungan yang konfrontatif yang akan merugikan situasi

2018, No.1094



2018, No.1094

-22-

keamanan di kawasan. Sementara itu untuk mendukung
stabilitas keamanan yang kondusif di kawasan, Indonesia perlu
tetap meningkatkan peran sentral di ASEAN guna menghindari
terjadinya konflik bersenjata di Laut Tiongkok Selatan.
Keterlibatan Indonesia secara multilateral yang tidak bisa
diabaikan yaitu dengan adanya peran serta pasukan perdamaian
Garuda sebagai sebuah bentuk kontribusi global Indonesia
dalam menjamin perdamaian dunia.

d. Permasalahan dan Tantangan.

1)

2)

3)

Basis-basis kekuatan militer merupakan peninggalan masa
kolonial. Walaupun telah terjadi pembangunan sarana dan
prasarana pertahanan di seluruh Indonesia, namun dapat
diketahui bahwa hampir sebagian besar basis-basis utama/
pangkalan militer merupakan hasil peninggalan masa kolonial
yang dibangun dengan pertimbangan lingkungan strategis masa
tersebut. Dalam 5 (lima) tahun kedepan, lingkungan strategis
akan mengalami suatu perubahan yang cukup signifikan
terutama dalam mengantisipasi penerapan strategi militer oleh
pihak-pihak lawan. Dengan perubahan situasi keamanan
strategis tersebut maka diperlukan tinjauan strategis terhadap
disposisi kekuatan militer Indonesia.

Koherensi strategi dan  kebijakan pertahanan secara
komprehensif. Pertahanan negara mengenal ancaman militer,
ancaman non militer dan dengan perkembangan saat ini terjadi
ancaman hibrida yang merupakan kombinasi dari keduanya.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 para
pemangku kepentingan untuk jenis ancaman tersebut tidak
sama. Menyikapi dinamika ancaman yang berbeda-beda
tersebut diperlukan sebuah strategi dan kebijakan yang
koherensi. Koherensi strategi dan kebijakan antar berbagai
pemangku kepentingan masih menjadi sebuah persoalan besar
karena setiap pemangku kepentingan cenderung memiliki
prioritas yang berbeda dengan lainnya sehingga tujuan bersama
tidak tercapai dengan optimal.

Kapabilitas pertahanan dihadapkan pada letak geografis.
Wilayah Indonesia terdiri dari 2/3 (dua per tiga) perairan dan
sangat terbuka untuk dilintasi karena berada dalam perlintasan

2 (dua) benua dan jalur pelayaran. Kenyataan tersebut
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menjadikan wilayah Indonesia rentan kehilangan  potensi
ekonomi di laut dan kapabilitas pertahanan Indonesia belum
mampu mengontrol maupun menindak pelanggaran yang terjadi.
Demikian juga masih banyaknya kejahatan transnasional yang
terjadi melalui wilayah Indonesia disebabkan masih rendahnya
kehadiran komponen utama, baik dalam bentuk personel
maupun aset militer, di seluruh wilayah Indonesia dibanding
luas wilayah yang harus dijaga. Situasi ketidakhadiran dalam
sebuah wilayah ini dapat berkembang menjadi ungoverned
territory dan dipandang sebagai safe haven bagi para
teroris /separatis. Keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia
(ALKI) dapat menimbulkan kerawanan mana kala ada negara
yang tidak mengakui dan tidak meratifikasi United Nations
Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) 1982 dan
melakukan kegiatan yang bersifat provokatif, seperti insiden
Bawean tahun 2003.

Kesejahteraan prajurit dan profesionalisme. Peningkatan peran
TNI secara global dalam misi perdamaian dunia dan
meningkatnya ancaman dan gangguan keamanan khususnya di
perbatasan darat, laut, dan udara belum berbanding lurus
dengan kesejahteraan yang selayaknya melekat. Hadirnya
berbagai tuntutan tugas disertai dengan ragam misi yang
memiliki spektrum luas antara damai dan perang, prajurit TNI
membutuhkan  pendidikan dan  pelatthan wyang lebih
komprehensif dan mendalam agar dapat melaksanakan tugas
utama secara lebih profesional dan tugas lain di  luar
kompetensi utamanya. Sementara itu, pangkalan militer masih
belum bersifat ramah keluarga (family friendly) atau belum
memiliki sarana-prasarana sosial, kesehatan, dan pendidikan
yang memadai untuk ditinggali bagi sebuah keluarga demikian
pula sejumlah pos-pos perbatasan darat dan pos-pos di pulau-
pulau terluar belum dilengkapi dengan sarana prasarana yang
memadal seperti sarana transportasi, alat perhubungan, akses
jalan penghubung wuntuk pelaksanaan inspeksi, dan alat
penjernih air.

Ragam Alutsista dan Interoperabilitas. Alutsista TNI berasal
dari berbagai negara yang memiliki filosofi teknologi yang
berbeda sehingga berimplikasi pada aspek pemeliharaan,
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pengoperasian, efisiensi, dan efektifitas. Situasi tersebut
diantaranya mengakibatkan rendahnya derajat interoperabilitas
Alutsista. Akibat rendahnya interoperabilitas maka integrasi
Alutsista akan mengalami kendala, hal tersebut akan
mengganggu jalannya sebuah operasi militer gabungan atau
operasi trimatra terpadu.
Industri Pertahanan. Terbatasnya infrastruktur dasar industri
pertahanan dalam negeri khususnya dalam menunjang alih
teknologi Alutsista strategis seperti pesawat tempur, kapal
gselam, atau peluru kendali. Masalah lain adalah masih
rendahnya industri pertahanan dalam negeri melakukan
investasi dalam pengembangan riset ilmu-ilmu dasar untuk
menunjang industri pertahanan. Lokasi industri pertahanan
yvang saat ini berada terutama di Pulau Jawa juga merupakan
sebuah kerawanan karena dengan penempatan tipologi terpusat
seperti demikian, apabila dihancurkan, maka tidak akan ada lagi
industri pertahanan yang dapat menjamin kelanjutan jalannya
perang. Dengan menghadirkan industri pertahanan di wilayah
lain di Indonesia tidak saja akan berkontribusi dalam
peningkatan indeks pembangunan manusia di pulau-pulau lain,
tetapi juga akan meningkatkan swrvivabilifas industri
pertahanan dalam mendukung usaha memenangkan perang.

Intelijen, Penginderaan, Pengamatan dan Pengawasan.

Permasalahan pada bidang ini berakibat pada meningkatnya

pelanggaran di wilayah laut, udara, dan perbatasan darat.

Beberapa permasalahan diantaranya:

a) Dalam konteks penginderaan dan peringatan dini (early
warning) jumlah radar yang berbasis di darat (ground
based) yang tergelar saat ini 20 (dua puluh)] buah
sedangkan idealnya sebanyaknya 32 (tiga puluh dua) buah
untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia. Keterbatasan
radar penginderaan tersebut selayaknya dapat ditingkatkan
tidak saja dengan jumlah ideal tetapi dengan menempatkan
elemen sensor pada platform lain seperti kapal perang,
pezawat terbang, pesawat tak berawak, maupun satelit.

b) Operasi intelijen strategis masih belum secara efektif dapat
mencegah dan membendung terjadinya  persoalan
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keamanan nasional dan transnasional yang masuk ke
dalam negeri.

c) Masih lemahnya koordinasi antara komunitas intelijen dan
juga soal pembagian/tukar menukar data dan informasi
intelijen (data and information sharing). Selain itu masih
kurangnya integrasi antara intelijen manusia (human
intelligence), yang memanfaatkan teknologi seperti intelijen
sinyal (signal intelligence), intelijen elektronik (electronic
intelligence), maupun intelijen citra/gambar (imagery
intelligence) secara terkoordinasi dalam suatu kerangka
kerja bersama yang melibatkan intelijen di tiap angkatan
dan lembaga lainnya seperti persandian dan lembaga yang
memiliki kemampuan teknologi komunikasi dan informasi.
Integrasi diwujudkan terutama dengan pemanfaatan satelit
(komunikasi, remote sensing, radar); airborne system
(pesawat terbang, pesawat tak berawak yang membawa
platform ISR (Intelligence, Surveillance & Recognition); serta
sarana prasarana teknologi informasi/komunikasi (siber).

d) Ketiadaan sistem komunikasi militer secara mandiri
menjadi salah satu sebab utama masih rentannya informasi
jatuh kepada pihak yang tidak seharusnya dan kepada
pihak asing. Saat ini Kemhan dan TNI belum memiliki
satelit militer tersendiri dalam mendukung tugas dan
perannya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak
diinginkan, pembuatan satelit untuk kebutuhan khusus ini
seharusnya dapat dibuat secara mandiri oleh industri
pertahanan dalam negeri.

e) Terjadinya penyadapan informasi terhadap aktivitas
Presiden Republik Indonesia oleh pihak Australia
merupakan contoh masih lemahnya kualitas sistem
keamanan informasi dan kurangnya pemanfaatan lembaga
penyandian serta menunjukkan masih rendahnya
kewaspadaan akan proteksi terhadap keamanan informasi.

Dukungan energi dalam mendukung operasi. Dalam 15 (lima

belas) tahun terakhir konsumsi minyak Indonesia meningkat

dari sekitar 400.000 (empat ratus ribu) sampai dengan

500.000 (lima ratus ribu) barel per hari (bph) pada tahun

1990-an menjadi 1,5 (satu koma lima) juta bph. Sementara itu
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produksi minyak terus turun dari 1,6 (satu koma enam) juta bph
pada tahun 1990-an menjadi hanya sekitar 800.000 (delapan
ratus ribu) bph pada tahun 2014. Mulai tahun 2005 Indonesia
telah menyatakan diri sebagai importir minyak, dan menurut
Indonesian Petroleum Association (IPA), Indonesia akan menjadi
importir minyak terbesar dalam 5 (lima) tahun kedepan. Itu
dapat terjadi karena terjadi kesenjangan antara supply dan
demand yang dapat mencapai 2,4 (dua koma empat) sampai
dengan 2,5 (dua koma lima) juta bph. Cadangan minyak kita
hanya 0.5 % (nol koma lima presen) dari cadangan minyak
dunia.

Dengan semakin meningkatnya kuantitas peralatan tempur
TNI yang menggunakan BBM dan mendukung kebutuhan
operasi TNI dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya
maka kebutuhan energi juga semakin meningkat yang
berimplikasi kepada anggaran untuk operasional TNI akan
semakin tinggi. Dengan ketergantungan energi secara eksternal
(impor) akan mempengaruhi kapabilitas daya gerak dan menjadi
sebuah titik sensitif dalam rangkaian sistem pertahanan.
Dengan demikian strategi penggunaan energi alternatif (gas
alam, panas matahari, batu bara, bio diesel, kincir angina dan
gelombang laut) dan penghematan BBM dalam institusi militer
menjadi suatu hal yang krusial dalam masa yang akan datang.
Diplomasi luar negeri. Perkembangan lingkungan strategis global
menunjukkan bahwa konflik intra dan antar negara semakin
meningkat. Sementara di sisi lain sejumlah WNI juga ada yang
berdomisili di luar negeri. Dalam hal ini Kedutaan Besar
Republik Indonesia (KBRI) sebagai rumah WNI di luar negeri,
terutama KBRI di negara-negara yang rawan timbul konflik dan
peperangan seperti di Afrika, Timur Tengah saat ini belum
memiliki unsur militer yang dapat menjamin kedaulatan wilayah
di KBRI dan menjamin keselamatan para WNI yang bekerja di

negara rawan konflik tersebut.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI, VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

3. Tugas Pokok dan Fungsi.
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Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015, tugas pokok
dan fungsi Kemhan sebagai berikut:

a. Tugas Pokok. Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan
di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu
Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

b. Fungsi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di
atas, Kemhan dan TNI menyelenggarakan fungsi:

1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang
strategi pertahanan, perencanaan  pertahanan, potensi
pertahanan, dan kekuatan pertahanan.

2) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di
lingkungan Kementerian Pertahanan.

3) Pengelolaan barang milik negara/kekayaan negara yang menjadi
tanggung jawab Kementerian Pertahanan.

4) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian
Pertahanan.

5) Pelaksanaan pengelolaan sarana pertahanan.

6) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang
pertahanan.

7) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang pertahanan.

8) Pelaksanaan pengelolaan instalasi strategis pertahanan.

9) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.

10) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh
unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Visi.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019, telah menetapkan visi pembangunan nasional adalah

“ Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Kepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk merealisasikan visi tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) misi
pembangunan dan 9 (sembilan) agenda prioritas Pemerintah (Nawa Cita).
untuk lebih menajamkan pemahaman visi dan misi RPJMN dalam bidang
pembangunan pertahanan negara dalam rangka mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari berbagai ancaman serta
mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan maka visi,
misi Kementerian Pertahanan pada Revisi Renstra 2015-2019 mengacu
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pada Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/451/M/IV/2018,
tanggal 11 April 2018 tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019. Adapun visi pertahanan
negara adalah “Terwujudnya Pertahanan Negara yang Tangguh”.

5. Misi.
Upaya dalam mewujudkan visi pertahanan negara tersebut, misi
Kementerian Pertahanan, adalah:
“Mewujudkan dan mempertahanan seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan”.

6. Tujuan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Pertahanan Negara,
ditetapkan 3 (tiga) tujuan strategis yang ingin dicapai dalam 5 (lima)
tahun kedepan sesuai dengan peta strategis pertahanan negara, yaitu:

a. Menjaga dan melindungi kedaulatan negara.
b. Menjaga dan melindungi keutuhan wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

c. Menjaga dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari segala

bentuk ancaman.

7. Sasaran.

a. Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan dalam
pertahanan negara.

b. Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.
Terwujudnya kerja sama pertahanan dengan negara sahabat.
Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia diberbagai kawasan
sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia.

e. Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi
seluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan
lingkungan strategis nasional, regional,dan global.

f. Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi laut
dan udara yang bebas dari pelanggaran kedaulatan negara.

g. Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna pemenuhan alat
peralatan pertahanan (Alpalhan) dan mendukung produksi alat
peralatan yang menunjang perekonomian nasional dalam rangka
mendukung sistem pertahanan negara.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,KERANGKA REGULASI,
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DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

8. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.

Sesuai dengan penugasan yang diberikan Pemerintah pada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,
penyelenggaraan pertahanan negara diarahkan dalam upaya pencapaian
visi, misi, dan agenda pembangunan nasional dalam rangka tercapainya
tujuan nasional. Sasaran pokok pembangunan nasional untuk
pertahanan negara diarahkan pada tercapainya pemenuhan kekuatan
pokok Minimum Esential Force (MEF) dan kontribusi industri pertahanan
dalam negeri terhadap pemenuhan MEF. Dengan mengacu pada sasaran
tersebut, maka sasaran bidang pertahanan yang merupakan prioritas
yang hendak dicapai adalah untuk terpenuhinya Alutsista TNI yang
didukung industri pertahanan, meningkatnya kesejahteraan dalam
rangka pemeliharaan profesionalisme prajurit, menguatnya intelijen dan
kontra intelijen, menguatnya keamanan laut dan daerah perbatasan, dan
terbangunnya sistem keamanan nasional yang terintegrasi. Arah,
kebijakan, dan strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran
tersebut sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang

pertahanan tahun 2015-2019 maka arah kebijakan pembangunan

bidang pertahanan dengan:

1)  Terpenuhinya Alutsista TNI yang didukung industri pertahanan,

ditempuh dengan:

a) Melanjutkan pemenuhan MEF.

b) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan.

c) Meningkatkan kontribusi  industri pertahanan bagi
Alutsista TNI.

d) Peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi
industri pertahanan.

2) Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan

profesionalisme prajurit, ditempuh dengan:

a) Meningkatkan fasilitas perumahan dinas prajurit.

b) Meningkatkan kualitas serta kuantitas pendidikan dan
pelatihan prajurit TNIL

3) Menguatnya intelijen dan kontra intelijen, ditempuh dengan:

a) Pemantapan peran Intelijen TNI dan peningkatan koordinasi
antar institusi Intelijen Negara.
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b) Pemantapan efektivitas operasi intelijen melalui
peningkatan profesionalisme personel dan  modernisasi
peralatan Intelijen Negara.

4) Menguatnya keamanan laut, keamanan udara, dan daerah
perbatasan, ditempuh dengan:
a) Meningkatkan pengawasan dan  penjagaan, serta
penegakan hukum di laut, udara, dan daerah perbatasan.
b) Meningkatkan sarana dan prasarana pengamanan laut,
udara, dan daerah perbatasan.
c) Meningkatkan sinergitas pengamanan laut, udara, dan
daerah perbatasan.
5) Terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif,
ditempuh dengan:
a) Melakukan pendekatan keamanan yang komprehensif yang
diukur dengan indeks ketahanan nasional.
b) Meningkatkan koordinasi antar institusi pertahanan dan
keamanan dengan institusi lainnya.
Strategi.

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan bidang

pertahanan Tahun 2015-2019 maka strategi kebijakan pembangunan
bidang pertahanan yang akan dilaksanakan dengan:

1)

2)

Terpenuhinya Alutsista TNI yang didukung industri pertahanan,

dilaksanakan melalui:

a) Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan) TNL

b) Peningkatan kesiapan Alutsista TNI Tahun 2015-2019
(selaras dengan peningkatan jumlah Alutsista yang akan
tiba).

c) Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri
(produksi Alutsista dan pemeliharaan).

d) Peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta
perekayasaan antara  lembaga  Litbang Pemerintah -
Perguruan Tinggi — Industri.

Meningkatnya kesejahteraan dalam rangka pemeliharaan

profesionalisme prajurit, ditempuh melalui:

a) Peningkatan jumlah fasilitas perumahan prajurit.

b) Menetapkan regulasi tentang perumahan negara.
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c) Melakukan kerja sama antar Kementerian dengan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
terkait pembangunan fasilitas perumahan negara.

d) Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dan
latihan prajurit TNIL

3) Menguatnya intelijen dan kontra intelijen, dilaksanakan dengan:

a) Pengembangan sistem jaringan intelligence data sharing
antar institusi intelijen negara.

b) Peningkatan koordinasi fungsi intelijen TNI dengan
intelilen negara lainnya dalam memberikan layanan
data/informasi kepada Presiden.

c) Peningkatan profesionalisme personel dan modernisasi
peralatan intelijen.

4) Menguatnya keamanan laut, udara, dan daerah perbatasan,
ditempuh melalui kegiatan:

a) Meningkatkan sarana prasarana dan kegiatan operasi
pengamanan dan keselamatan di laut, udara, dan wilayah
perbatasan, termasuk peningkatan kapasitas peralatan
surveillance keamanan laut.

b) Menambah pos pengamanan perbatasan darat.

c) Memperkuat kelembagaan keamanan laut, termasuk
peningkatan koordinasi dan pemantapan Komando
Keamanan Laut.

d) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi keamanan dan
keselamatan di wilayah laut yurisdiksi nasional, termasuk
di area poros maritim dan tol laut.

5) Terbangunnya sistem keamanan nasional yang integratif,
dilaksanakan dengan cara:

a) Pembentukan Pertahanan Integratif.

b) Pembentukan Dewan Keamanan Nasional.

c) Pemutakhiran sistem informasi keamanan nasional.

d) Perumusan kebijakan keamanan nasional strategis, krusial,
dan mendesak.

e) Pengendalian dan pemantauan keamanan nasional.

f) Pendidikan bela negara.

Kementerian Pertahanan dalam penyelenggaraan pertahanan negara
berkomitmen mendukung program pemerintah dalam pembangunan
daerah untuk meraih kemajuan, meningkatkan kemandirian, dan
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memperkuat daya saing sebagaimana tertuang dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Hal ini

sebagai implementasi visi dan misi Presiden Republik Indonesia 2014-

2019, khususnya misi keempat: Mewujudkan kualitas hidup manusia

Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; misi kelima: Mewujudkan

bangsa yang berdaya saing; dan misi keenam: Mewujudkan Indonesia

menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan
kepentingan nasional.

Selain itu, komitmen wuntuk mengembangkan wilayah dan
memajukan daerah jupga dipertegas dalam agenda prioritas Pemerintah
atau Nawacita. Misi dan agenda prioritas tersebut menjadi dasar dalam
merumuskan arah kebijakan nasional bagi pengembangan wilayah yang
menjadi bagian integral dari agenda pembangunan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yang akan
dilaksanakan oleh Pemerintah melalui kementerian/lembaga (termasuk
Kementerian Pertahanan).

Pengembangan wilayah vyang terkait dengan bidang pertahanan
didasarkan pengembangan wilayah perbatasan dan pengembangan
kawasan strategi nasional di 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu:
Wilayah Papua (Jayapura), Wilayah Maliku (Saumlaki), Wilayah Nusa
Tenggara [(Atambua), Wilayah Sulawesi (Tahuna), Wilayah Kalimantan
(Entikong, Paloh, Nanga Badau, Tarakan, Nunukan), Wilayah Jawa-Bali
dan Wilayah Sumatra (Sabang, Ranail. Arah kebijakan dalam
pengembangan wilayah, khususnya kawasan perbatasan dengan
mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang
berdaulat, berdaya saing, dan aman.

Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilaksanakan
melalui pendekatan keamanan (security approach), dan pendekatan
peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach). Di bidang
pertahanan negara, strategi pengembangan kawasan perbatasan
dilaksanakan melalui:

1) Peningkatan kualitas dan kuantitas serta standarisasi sarana-
prasarana pengamanan perbatasan laut dan darat yang melibatkan
peran aktif masyarakat dalam mengamankan batas dan kedaulatan
negara;

2) Peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara tetangga dalam
pengamanan wilayah perbatasan.

9. Arah Kebijakan dan Strategi Kemhan dan TNI.
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Mengacu pada sasaran yang hendak dicapai dalam Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2015-2019 serta dengan
mempertimbangkan lingkungan strategis dan tantangan yang akan
dihadapi maka pembangunan pertahanan negara diselenggarakan dengan
tetap mengacu pada Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-
2019. Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019 diarahkan
dalam upaya memberdayakan seluruh kekuatan serta kemampuan
komponen bangsa secara konsisten dalam pertahanan negara guna
mewujudkan tercapainya tujuan nasional.

a. Pokok-pokok kebijakan umum Pertahanan Negara meliputi:

1) Kebijakan Pembangunan Pertahanan Negara.

Pembangunan pertahanan negara diperlukan wuntuk
membangun kekuatan pertahanan tangguh yang memiliki
kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara
maritim sehingga Indonesia memiliki posisi tawar dalam
menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.
Pembangunan pertahanan negara baik pertahanan militer
maupun pertahanan nirmiliter diselenggarakan secara terpadu
dengan mengacu pada sistem pertahanan negara yang bersifat
semesta yang diarahkan pada:

a) Pembangunan  postur pertahanan negara untuk

mewujudkan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter
menuju kekuatan maritim regional yang disegani di
kawasan Asia Timur dengan prinsip defensif aktif dalam
rangka menjamin kepentingan nasional. Usaha pertahanan
negara diselenggarakan melalui pembangunan postur
pertahanan negara secara berkesinambungan wuntuk
mewujudkan  kekuatan, kemampuan, dan  gelar.
Pembangunan postur pertahanan militer diarahkan pada
pemenuhan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential
Force, MEF) komponen utama dan menyiapkan komponen
pertahanan lainnya. Sedangkan pembangunan postur
pertahanan nirmiliter diprioritaskan pada peningkatan
peran K/L dalam menghadapi ancaman, dan kemampuan
pengelolaan sumber daya nasional serta sarana prasarana
nasional sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing
guna mendukung kepentingan pertahanan negara.
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Pembangunan sistem pertahanan negara yang terintegrasi
terdiri atas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter
diarahkan untuk mensinergikan dan meningkatkan
efektivitas serta efisiensi koordinasi dalam penyelenggaraan
pertahanan negara.

Pembangunan kelembagaan pertahanan militer maupun

pertahanan nirmiliter diselenggarakan guna mewujudkan

kekuatan yang terintegrasi dalam pengelolaan pertahanan
negara melalui penguatan, dan penataan ulang, serta
restrukturisasi kelembagaan, sebagai berikut:

(1) Pembentukan instansi vertikal Kementerian
Pertahanan di daerah, sebagai upaya dalam
membangun sumber daya nasional secara lebih
komprehensif dan lebih tertata untuk kepentingan
pertahanan negara.

(2) Menata kembali unsur Kementerian Pertahanan pada
Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan
organisasi internasional, dalam rangka optimalisasi
fungsi yang mampu menjalankan diplomasi
pertahanan negara secara luas dan terkoordinasi.

(3) Pembangunan sistem keamanan nasional yang
terintegrasi dengan sistem pertahanan negara dalam
rangka kapasitas pertahanan.

(4) Penguatan kapasitas lembaga intelijen dan kontra
intelijen untuk pertahanan negara, termasuk
pengembangan pertukaran informasi antar K/L dalam
rangka peningkatan kemampuan deteksi dini dan
cegah dini.

(3) Pembentukan lembaga lainnya yang terkait dengan
pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter
ditujukan untuk efektivitas, efisiensi, dan
responsibilitas  institusional dalam menghadapi
kemungkinan ancaman yang berimplikasi pada
stabilitas nasional.

Pembangunan wilayah pertahanan diarahkan untuk

mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan dan

negara maritim yang mandiri, maju, kuat dengan
berbasiskan pada kepentingan nasional. Pembangunan
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tersebut diselenggarakan secara terintegrasi antara unsur

pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui penataan

ruang wilayah nasional/daerah dengan tata ruang wilayah
pertahanan untuk mewujudkan ruang pertahanan negara
yang tangguh.

Pembangunan wilayah perbatasan dan pulau-pulan

kecil terluar/terdepan yang merupakan halaman depan

Negara Kesatuan Republik Indonesia, diarahkan pada

usaha pengembangan kawasan dan daerah tertentu yang

meliputi:

(1) Pengintegrasian peran dan fungsi K/L dan pemerintah
daerah dengan memaksimalkan peran Badan Nasional
Pengelola Perbatasan (BNPPF) dalam melaksanakan
penataan dan pengelolaan wilayah perbatasan negara
dan pulau-pulan  kecil terluar/terdepan secara
terpadu.

(2) Optimalisasi upaya diplomasi secara bilateral dan/atau
multilateral dengan mengedepankan penyelesaian
masalah perbatasan secara damai bersama negara
tetangga.

Pembangunan teknologi serta sistem informasi dan
komunikasi bidang  pertahanan  diarahkan untuk
meningkatkan kualitas sistem informasi pertahanan negara
termasuk pertahanan siber yang dilakukan secara
bertahap, berkesinambungan, dan terintegrasi dalam
pengelolaan pertahanan negara. Pengembangan teknologi
dilakukan melalui penelitian dan pengembangan serta alih
teknologi secara terpadu termasuk pemanfaatan teknologi
satelit nasional yang melibatkan lembaga penelitian dan
pengembangan pemerintah, perguruan tinggi, dan industri
yang terkait dengan bidang pertahanan negara.

Pembangunan di bidang kerja sama internasional

diarahkan pada peningkatan kerja sama pertahanan militer

dan pertahanan mnirmiliter secara bilateral maupun
multilateral, mengacu pada kebijakan politik luar negeri
yang bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara
kepulauan dan negara maritim. Bentuk kerja sama

internasional dikembangkan untuk membangun rasa saling
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pengertian [Confidence Building Measures/CBM],

pembangunan kapasitas (capacity building), ikut serta

dalam mewujudkan perdamaian dunia, pendidikan dan
pelatihan, serta upaya diplomasi sesuai dengan kebijakan
pemerintah.

h} Pembangunan industri pertahanan dilakukan wuntuk
mewujudkan industri pertahanan yang kuat, mandiri, dan
berdaya saing. Pembangunan tersebut ditujukan dalam
rangka mewujudkan kemandirian pertahanan negara guna
memenuhi kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan (Alpalhan)
dan mendukung produksi alat peralatan yang menunjang
perekonomian nasional. Kemandirian pertahanan negara
diwujudkan melalui pengembangan industri pertahanan
nasional dan diversifikasi kerja sama pertahanan serta
peningkatan kemampuan dan penguasaan teknologi
industri pertahanan. Untuk pengadaan Alpalhan dari luar
negeri, industri pertahanan dilibatkan melalui imbal dagang
alih teknologi, offset, dan/atan kandungan lokal.

ij Pembangunan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi
mental, diselenggarakan melalui pembinaan kesadaran dan
kemampuan bela negara bagi setiap Warga Negara
Indonesia wuntuk menyiapkan sumber daya manusia
pertahanan negara serta penguatan jati diri bangsa yang
berkepribadian dan berkebudayaan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Kebijakan Pemberdayaan Pertahanan Negara.

Pemberdayaan pertahanan negara diarahkan wuntuk
memelihara dan mengembangkan seluruh kekuatan dan potensi
pertahanan negara secara terpadu dan terarah yang melibatkan
seluruh warga negara, pemanfaatan seluruh sumber daya
nasional dan sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah
negara untuk selalu siap operasional. Pemberdayaan pertahanan
negara juga bertujuan wuntuk meningkatkan kesiapsiagaan
secara terintegrasi puna menghadapi situasi kontijensi dan
eskalasi ancaman sebagai dampak dari dinamika perkembangan
lingkungan strategis. Usaha pemberdayaan pertahanan negara
meliputi:
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a) Pemberdayaan Pertahanan Militer.

(1) Pemberdayaan pertahanan militer bertumpu pada
TNI sebagai komponen utama yang didukung oleh
komponen cadangan dan komponen pendukung.
Pemberdayaan tersebut diselenggarakan dengan
memantapkan kebijakan strategis, memelihara dan
meningkatkan kemampuan TNI, membina kekuatan
TNl secara proporsional, serta menata gelar TNI
secara seimbang. Penyelenggaraan disesuaikan
dengan karakteristik geoprafi Indonesia guna
menghadapi ancaman secara berkesinambungan
dalam kerangka Operasi Militer untuk Perang |OMP)
maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP)
dengan mengacu pada Trimatra Terpadu.

(2) K/L dan pemerintah daerah disiapkan dan ditata
untuk mendukung pertahanan militer.

b} Pemberdayaan Pertahanan Nirmiliter dilaksanakan
melalui:

(1) Peningkatan kapasitas, sinergi, dan peran K/L
sebagai unsur utama dalam menghadapi ancaman
nonmiliter, didukung K/L lainnya sesuai dengan
tugas dan fungsinya serta unsur lain dari kekuatan
bangsa.

(2) TNI dipersiapkan =sebagai unsur lain kekuatan
bangsa secara terpadu untuk mendukung K/L dan
pemerintah daerah dalam pertahanan nirmiliter.

c)] Pemberdayaan potensi pertahanan diselenggarakan
secara terpadu dengan menyinergikan fungsi K/L dan
pemerintah daerah dalam membina sumber daya
manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan,
sarana prasarana nasional, nilai-nilai, teknologi, dan
dana serta sinkronisasi penataan wilayah pertahanan
dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional
untuk disiapkan menjadi kekuatan pertahanan negara.

d] Pemberdayaan bidang kerja sama internasional
diarahkan bagi terwujudnya kawasan yang damai dan

stabil melalui kerja sama dengan negara tetangga dan
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upaya bersama antar negara yang memiliki pengaruh
penting bagi kawasan.

e) Pemberdayaan industri pertahanan diarahkan pada
pengembangan  industri nasional untuk memiliki
kemampuan dalam mendukung industri pertahanan
guna pemenuhan Alpalhan.

fi Peningkatan kesadaran bela negara di lingkungan K/L
dan pemerintah daerah, baik terhadap unsur utama
maupun unsur lain kekuatan bangsa, dilaksanakan
melalui peningkatan kapasitas dan sinergitas kekuatan
dalam menghadapi ancaman guna mendukung
pertahanan negara.

Kebijakan Pengerahan Kekuatan Pertahanan Negara.
Pengerahan kekuatan pertahanan negara yang meliputi

kekuatan pertahanan militer dan kekuatan pertahanan
nirmiliter, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dalam menghadapi ancaman
pertahanan negara dan kondisi tertentu untuk kepentingan
nasional, sebagai berikut:

a) Menghadapi ancaman militer, pengerahan kekuatan
pertahanan militer diselenggarakan dengan
menempatkan TNI sebagai komponen utama yang di
dukung komponen cadangan dan komponen pendukung.

b] Menghadapi ancaman nonmiliter, pengerahan kekuatan
pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan
menempatkan K/L di luar bidang pertahanan dan
pemerintah daerah sebagai unsur utama didukung oleh TNI
dan unsur lain dari kekuatan bangsa. Unsur utama
dimaksud adalah K/L dan pemerintah daerah wyang
menangani urusan bidang sesuai ancaman nonmiliter yang
berdimensi ideclogi, politik, ekonomi, sosial budaya,
keselamatan umum, teknologi, dan legislasi.

c)] Menghadapi ancaman hibrida, dihadapi dengan pola
pertahanan militer, dengan kekuatan pertahanan nirmiliter
yang diformasikan dalam komponen pendukung sesuai
dengan hakikat dan eskalasi ancaman hibrida yang timbul.

d] Pengerahan  kekuatan  pertahanan negara  dalam
melaksanakan tugas perdamaian dunia, diselenggarakan
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oleh TNI dan K/L sesuai dengan bidang tugas dan
fungsinya dalam misi perdamaian dunia berdasarkan
mandat dari Dewan Keamanan PBB atau lembaga
internasional sesuai dengan kebijakan politik luar negeri
Indonesia.

e] Pengerahan  kekuatan  pertahanan negara  dalam
menghadapi kondisi tertentu untuk kepentingan nasional,
diselenggarakan oleh TNI dan unsur pertahanan nirmiliter.

Kebijakan Regulasi.

Kebijakan regulasi di bidang pertahanan diarahkan
pada percepatan dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undangan yang selaras dalam Program Legislasi
MNasional melalui pengesahan rancangan undang-undang yang
didelegasikan oleh Undang-Undang tentang Pertahanan Negara
yaitu, Undang-Undang tentang  Tentara MNasional Indonesia,
Undang-Undang tentang Veteran, Undang-Undang tentang
Industri Pertahanan, dan Undang-Undang tentang Hukum
Disiplin Militer, maupun yang dibentuk karena kebutuhan,
termasuk undang-undang yang merupakan bagian dari daftar
kumulatif terbuka dalam rangka ratifikasi perjanjian
internasional bidang pertahanan.

Kebijakan Anggaran.

Kebijakan anggaran pertahanan negara diarahkan untuk
memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pertahanan negara
meliputi:

a) Peningkatan anggaran untuk pencapaian tujuan strategis
pertahanan negara mempedomani prioritas dan sasaran
bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan
rencana strategis pertahanan negara.

b) Dukungan anggaran pertahanan nirmiliter disediakan
masing-masing K/L dan pemerintah daerah yang
digunakan untuk pembanpunan, pemberdayaan, dan
pengerahan kekuatan pertahanan nirmiliter sesuai dengan
rencana strategis K/L dan pemerintah daerah yang selaras
dengan kepentingan pertahanan negara.

¢] Tersedianya anggaran di tingkat pusat dan tingkat daerah
untuk memenuhi kebutuhan penanganan keadaan darurat

dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

2018, No.1094
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6) Kebijakan Pengawasan.

Fungsi pengawasan diselenggarakan melalui pengawasan
internal dan eksternal baik dalam penyelenggaraan pertahanan
militer maupun pertahanan nirmiliter. Pengawasan
dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme serta
peraturan  perundang-undangan, yang diarahkan pada
pengawasan terhadap penyelenggaraan pertahanan negara
dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran
dan menjamin akuntabilitas pengelolaan anggaran.

Dalam 5 (lima) tahun mendatang, Kemhan dan TNI berkewajiban
mendukung pelaksanaan RPJMN Tahun 2015-2019 yang telah memuat
vizi dan misi Kabinet Kerja selaras dalam pencapaian sasaran
pembangunan nasional yang menjadi tugas dan tanggpung jawab
di bidang pertahanan. Dalam rangka mendukung agenda pembangunan
nasional yang dituangkan ke dalam RPJMN 2013-2019, Kemhan dan TNI
harus menjalankan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara fungsi
pertahanan negara dalam pemerintahan untuk mencapai sasaran
strategis yang telah ditetapkan. Sasaran strategis Kemhan dan TNI yang
ditetapkan, telah mencakup keseluruhan program dan kegiatan prioritas
nasional maupun bidang, termasuk program dan kegiatan yang menjadi
prioritas Kemhan dan TNI seperti: Penguatan  Sistem Pengamanan
Informasi Pertahanan Negara berbasis Pertahanan Siber, Kesadaran Bela
Negara dengan wawasan kebangsaan sebagai gerakan nasionaljrevolusi
mental dan moral di bidang pertahanan, konsep sabuk pengamanan
(security belt] secara terpadu dalam rangka peningkatan pengamanan
wilayah perbatasan darat, pengadaan Alutsista yang dapat digunakan
dalam menghadapi ancaman bencana alam seperti pengadaan helikopter
CH-47 Chinock, pesawat amphibi dan peralatan dalam rangka
penanggulangan pasca bencana dan penambahan kekuatan Peralatan
Satuan Zeni.

Berdasarkan sasaran maupun penugasan yang telah ditentukan,
selanjutnya ditetapkan arah kebijakan dan strategi pertahanan negara
dalam rangka pengelolaan seluruh sumber daya nasional wuntuk
kepentingan pertahanan negara dalam rangka mendukung perwujudan
keberhasilan agenda pembangunan nasional. Arah kebijakan dan strategi
yang tepat diharapkan dapat mewujudkan rencana pembangunan yang
berkualitas serta dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan
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nasional. Kebijakan pertahanan negara diarahkan pada pencapaian
pembangunan sistem pertahanan negara yang tangguh yang didukung
oleh kemandirian industri pertahanan serta semangat bela negara.
b. Arah Kebijakan dan Strategi
1) Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat digunakan
dalam pertahanan negara.
a) Arah kebijakan.

(1) Penguatan kapasitas pembinaan potensi sumber daya
nasional dalam rangka meningkatkan kemampuan dan
kesiapsiagaan yang terintegrasi dalam menghadapi
setiap ancaman.

(2) Pengembangan konsep pemberdayaan potensi sumber
daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara.

b) Strategi.

(1) Penyelenggaran pembinaan terhadap seluruh potensi
sumber daya nasional guna  meningkatkan
kemampuan pertahanan negara dalam menghadapi
ancaman.

(2) Menyusun RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya
Nasional Pertahanan Negara.

2) Terwujudnya sistem pertahanan negara yang terintegrasi.
a) Arah kebijakan.

(1) Meningkatkan tata kelola kelembagaan yang
diselenggarakan secara profesional dan didukung
dengan peralatan yang modern serta terintegrasi
dengan baik dan bersinegi dalam penyelenggaraan
pertahanan negara.

(2) Memantapkan efektivitas operasional dan
meningkatkan koordinasi antar institusi kelembagaan
dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

(3) Merumuskan kebijakan dalam pengelolaan dan
penyelenggaraan pertahanan negara guna mendukung
visi misi dan program prioritas pemerintahan kabinet
kerja (Nawacita).

(4) Terwujudnya sistem keamanan nasional yang
terintegrasi dengan sistem pertahanan negara guna
meningkatkan efektivitas dan efisiensi gelar kekuatan
TNL
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Strategi.

(1)

(2)

(3)

(4)

Peningkatan  profesionalisme dalam manajemen
kelembagaan yang mengikuti perkembangan ilmu
pengetahuan dan  teknologi  dalam  pengelolaan
kelembagaan.

Pengembangan sistem jaringan intelijen dan sistem
informasi yang akurat, terkini, dan real fime.
Penguatan Sistem Pengamanan Informasi Pertahanan
Megara berbasis pertahanan siber (cyber defence).
Percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang
[RUU) di bidang pertahanan negara, terutama RUU
Keamanan nasional, RUU Pengelolaan Sumber daya
Nasional Pertahanan Negara, RUU Rahasia Negara,
RUU TNI, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk menghadapi

gseluruh potensi ancaman yang bersumber dari perkembangan

lingkungan strategis nasional, regional, dan global.
Arah kebijakan.

a)

b)

(1)

Melanjutkan pemenuhan MEF.

(2) Meningkatkan upaya pemeliharaan dan perawatan.

Strategi.

(1) Penyelenggaraan pengadaan Alutsista MEF.

(2) Peningkatan kesiapan Alutsista TNI Tahun 2015-2019
(selaras dengan peningkatan jumlah Alutsista yang
akan tiba).

(3) Penambahan perumahan dinas dan peningkatan
fasilitas pelayanan kesehatan.

(4] Melakukan kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan ralkyat.

(3) Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan
pelatihan prajurit.

(6) Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung

keperluan Alutsista/Non Alutsista TNI.

Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah yurisdiksi

laut

dan udara memiliki batas yang jelas dan bebas dari

pelanggaran kedaulatan negara.
Arah kebijakan.

a)
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(1) Memperkuat penetapan garis batas wilayah melalui
survei, pemotretan, dan pemetaan.

(2) Meningkatkan pengawasan dan penjagaan serta
penegakan hukum di laut, udara nasional dan daerah
perbatasan.

(3) Meningkatkan kapasitas kekuatan pertahanan negara
dalam rangka peningkatan pengamanan maritim,
dirgantara dan pengamanan daerah perbatasan.

(4) Meningkatkan sinergitas antar institusi dalam
pengamanan daerah perbatasan.

b) Strategi.

(1) Menyelesaikan penataan garis batas maritim dan
wilayah udara nasional serta wilayah perbatasan darat
secara yang jelas dengan negara tetangga.

(2) Menyelenggarakan operasi pengamanan dan
keselamatan di seluruh wilayah perbatasan laut dan
darat serta wilayah udara dalam rangka mendukung
pembangunan security belt.

(3) Menambah maupun meningkatkan pos-pos perbatasan
darat maupun pulau-pulau kecil terluar (termasuk
pos-pos pengamanan laut).

(4) Intensifikasi dan ekstensifikasi operasi bersama.

5) Terwujudnya kerja sama pertahanan dengan negara sahabat.
a) Arah kebijakan.

(1) Menata kembali kerja sama pertahanan yang bebas
dan aktif yang dilandasi kepentingan nasional dan jati
diri sebagai negara maritim.

(2) Memperkuat diplomasi melalui kerja sama pertahanan
untuk kepentingan nasional dan untuk meningkatkan
kapasitas kemampuan pertahanan yang dibangun
dengan prinsip saling percaya dan saling pengertian.

b) Strategi.

(1) Evaluasi pelaksanaan kerja sama pertahanan dan
penyusunan Buku Biru kerja sama pertahanan yang
dilandasi kepentingan nasional dan jati diri sebagai
negara maritim dan pembenahan pelaksanaan
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kebijakan dalam kerja sama pertahanan yang saling
menjunjung hak dan kedaulatan masing-masing.

(2) Mendorong kerja sama pertahanan yang dapat
menumbuhkan saling percaya dan pengertian dengan
mengedepankan kepentingan nasional dan saling
menguntungkan dalam peningkatan kemampuan
pertahanan negara.

Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia di berbagai
kawasan sebagai wujud dalam menjaga perdamaian dunia.
a) Arah kebijakan.

- Meningkatkan peran dan kontribusi Indonesia dalam
misi pemeliharaan  perdamaian dunia melalui
pengiriman pasukan yang profesional dan didukung
perlengkapan serta sarana dan prasarana yang
memadai sesuai dengan kebutuhan dan permintaan
Perserikatan Bangsa-Bangsa.

b) Strategi.

(1) Pembentukan pasukan perdamaian melalui pendidikan
dan latthan wyang berlanjut melalui Pusat Misi
Pemeliharaan Perdamaian (PMPP|.

(2) Memberikan pelatihan kepada negara lain dan ikut
merumuskan penyelesaian konflik yang terjadi disuatu
kawasan.

Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri guna
pemenuhan  Alat  Peralatan Pertahanan (Alpalhan) dan
mendukung produksi alat peralatan yang menunjang
perekonomian nasional.

a) Arah kebijakan.

(1) Melanjutkan Pemenuhan MEF dengan memberdayakan
industri pertahanan.

(2) Meningkatkan kerja sama industri pertahanan baik
dalam negeri maupun luar negeri.

(3] Meningkatkan pengembangan teknologi industri
pertahanan.

(4] Meningkatkan pemanfaatan offset dan alih teknologi
pada setiap pengadaan Alpalhankam dari luar negeri.

b) Strategi.
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(1) Pengadaan Alpalhan TNI yang didukung industri
pertahanan.

(2) Pengadaan Alpalhan dari luar negeri yang tidak
mampu dipenuhi industri pertahanan dilakukan
dengan mengikutsertakan industri pertahanan dan
kewajiban dalam alih teknologi.

(3) Peningkatan produk prototipe alpalhan.

(4) Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri
(produksi Alutsista dan pmeliharaan).

Program dan Kegiatan.
Program dan Kegiatan Kemhan dan TNI dalam melaksanakan arah
kebijakan dan strategi terdiri atas 27 (dua puluh tujuh) program dan
200 (dua ratus) kegiatan terdiri atas:
1) Kemhan.

a) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainya Unit Organisasi Kemhan.

(1) Pengelolaan Sistem Informasi Pertahanan Negara
Pelayanan dan Pembinaan Keuangan Pertahanan.

(2) Pelayanan Bantuan Hukum Pertahanan.

(3) Pelayanan Rehabilitasi dan Perumahsakitan.

(4) Dukungan Pelayanan Umum Unit Organisasi Kemhan.

(5) Dukungan Peningkatan Sarpras Aparatur Unit
Organisasi Kemhan.

(6) Dukungan Pembinaan dan Pengelolaan Pegawai Unit
Organisasi Kemhan.

(7) Dukungan Perencanaan dan Penganggaran Program
Kerja Unit Organisasi Kemhan.

(8) Dukungan Administrasi dan Pelayanan Pimpinan Unit
Organisasi Kemhan.

(9) Pelayanan Komunikasi Publik.

b) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan.

(1) Pengelolaan Barang Milik Negara.

(2) Kelaikan Sarana Pertahanan.

(3) Kodifikasi Materiil Pertahanan.

(4) Pengadaan Jasa Konstruksi Pertahanan.

(5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertahanan di
Wilayah Perbatasan.

(6) Pengadaan Barang dan Jasa Militer PLN/KE.
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(a) Rupiah Murni Pendamping (uang muka KE).

(b) PLN/KE.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Baranahan Kemhan.

Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur
Kemhan.

(1)

2)
3)
(4)
(5)

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Itjen Kemhan.

Pengawasan Umum Kemhan /TNI.

Pengawasan Pengadaan Kemhan /TNI.

Pengawasan Keuangan Kemhan /TNIL.

Pengawasan Logistik Kemhan /TNI.

Penelitian dan Pengembangan Kemhan.

(1)
2)

3)
(4)

(5)

Penelitian dan Pengembangan Strategi Pertahanan.
Penelitian dan Pengembangan Alat Peralatan
Pertahanan.

Penelitian dan Pengembangan Iptek Pertahanan.
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya
Pertahanan.

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Balitbang Kemhan.

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemhan.

(1)
2)
(3

(4)
(5

(6)

Pendidikan dan Pelatihan Bahasa.

Pendidikan dan Latihan Manajemen Pertahanan.
Pendidikan  Pelatihan Teknis Fungsional dan
Pertahanan.

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas. Teknis
lainnya Badiklat Kemhan.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara.

Strategi Pertahanan.

(1)
2)

(3
4

Analisis Strategis.

Perumusan Kebijakan Strategis dan Kebijakan
Implementatif.

Kerja Sama Internasional.

Perumusan  Kebijakan  Pengerahan  Komponen
Pertahanan Negara.
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(3) Perumusan Legislasi Pertahanan Negara.
(6) Pengelolaan Wilayah Pertahanan.
(7) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Ditjen Strahan Kemhan.
gl Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan.
(1) Administrasi Pelaksanaan Anggaran.
(2) Pengendalian Program dan Anggaran.
(3) Perencanaan Pembangunan Pertahanan.
(4) Perencanaan Program dan Anggaran.
(3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Ditjen Renhan Kemhan.
h) Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan.
- Produksi Alutsista Dalam Negeri dan Pengembangan
Penak Industri Pertahanan.
[a) Rupiah Murni.
(b) Pinjaman Dalam Negeri (PDN).
ij Potensi Pertahanan.
(1) Pembinaan Keveteranan.
(2) Pembinaan Kesadaran Bela Negara.
(3) Pembentukan dan Pembinaan Komponen Cadangan.
(4] Penataan dan Pembinaan Komponen Pendukung.
(3) Pembinaan Potensi Teknologi dan Industri Pertahanan.
(6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Ditjen Pothan Kemhan.
jI  Kekuatan Pertahanan.
(1) Pembinaan Fasilitas dan .Jasa Pertahanan.
(2) Pembinaan Kesehatan Pertahanan.
(3) Pembinaan Materiil Pertahanan.
(4) Pembinaan Perzonel { Sumber Daya Manusia
Pertahanan.
(3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Ditjen Kuathan Kemhan.
k)] Pembinaan Instalasi Strategis Nasional.
(1) Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan.
(2) Pembinaan Pengembangan dan Kerja Sama.
(3) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya Pembinaan Instalasi Strategis Nasional.
2] Mabes TNI.
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a) Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif.

(1)

2)
(3)

(4)
(5)

Penyelenggaraan Administrasi dan Perawatan Personel
Integratif.

Penyelenggaraan Operasional Perkantoran.
Penyelenggaraan Pemeliharaan /Perawatan Perkantoran
Integratif.

Perawatan Sarana dan Prasarana.

Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Integratif.

b) Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif.

(1)
2)
(3
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Operasi Militer Untuk Perang (OMP).
Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi.

Operasi Intelijen Strategis.

Operasi SAR TNL

Operasi Bantuan TNI.

Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan.
Pemeliharaan Alutsista Integratif.

c) Modernisasi Alutsista/Non Alutsista/Sarpas Integratif.

(1)

2)
3)
(4)
(S)
(6)
(7)
(8)
9)

Pengadaan Kendaraan Taktis, Suku Cadang
Kendaraan Tempur, dan Suku Cadang Kendaraan
Taktis.

Pengadaan Non-Alutsista/Senjata.

Pengadaan Munisi Kaliber Kecil.

Pengadaan Munisi Khusus.

Pengadaan Materiil Khusus.

Pengadaan Munisi Kaliber Besar.

Pengadaan Senjata.

Pengadaan Non Alutsista.

Pembangunan Sarpras Pendukung.

d) Pendidikan Pertama Dikma Perwira TNI (Werving).

(1)
2)

3)
(4)
(S)

3) TNIAD.

Pendidikan Pengembangan /Spesialisasi.

Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Latgab/Latma
Internasional

Latihan Pembinaan Balakpus TNIL.

Latihan Pratugas Operasi.

Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme
Personel Integratif,
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a) Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat.
(1) Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat.
(2) Penggiatan Fungsi Matra Darat.
(3) Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat.
(4] Penyelenggaraan Pembinaan Hukum.
(3) Penyelenggaraan Administrasi Personel.
(6) Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional,
Fasilitas dan Sarpras Perkantoran.
{7) Penyelenggaraan  Administrasi  Perbekalan dan
Dukungan Bekal.
(8) Penyelenggaraan Penpas dan Penum.
(9) Penyelenggaraan Administrasi Umum.
(10) Penyelenggaraan Administrasi Pembinaan,
Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan.
(11) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan.
b) Dukungan Kesiapan Matra Darat.
(1) Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra
Darat.
(2) Kerjasama Internasional Matra Darat.
(3) Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan.
(4) Pemeliharaan/Perawatan Kendaraan Tempur.
(3) Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang.
(6) Pemeliharaan/Perawatan Alat Anglkut Air.
(7) Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan MunisifAlpal.
(8] Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista.
(9) Penyelenggaraan Kegiatan Teritorial Matra Darat.
(10) Pengembangan Sistem dan Ewvaluasi Kinerja Matra
Darat.
(11) Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra
Darat.
(12) Pemeliharaan dan Perawatan Kesatriaan dan Fasilitas
Latihan Tempur.
(13) Penyelenggaraan Pembinaan Potensi Nasional menjadi
Kekuatan Pertahanan.
(14) Penyelenggaraan OMSP
) Moedernisasi Alutsista dan Non Alutsista Matra Darat.
(1) Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur.
(2) Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang).



2018, No.1094
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(3
(4)
(5)
(6)
(7)

-50-

Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air.

Pengadaan /Penggantian Senjata dan Munisi.
Pengadaan /Penggantian Materiil Alutsista.

Pengadaan /Penggantian Materiil Non Alutsista.
Pengembangan Failitas Sarana dan Prasarana Matra

Darat.

Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat.

(1)
2)
3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

4) TNIAL.
Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut.

a)

b)

(1)
2)

(3)

(4)

(6)

(8)

9)

(10)

(11)

(12)

Latihan Matra Darat.

Latihan Bersama Internasional.

Penyelenggaraan Pertama Matra Darat.

Pendidikan Pembentukan Matra Darat.

Pendidikan Pengembangan Umum /Rutin Matra Darat.
Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat.
Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat.
Pembangunan Sarpras Profesionalisme Personel Matra

Darat.

Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Laut.
Pemeliharaan /Perawatan Peralatan Fungsional,
Fasilitas, dan Sarana Prasarana.

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum.

Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan,
Penganggaran, dan Keuangan.

Penyelenggaraan  Adiministrasi  Perbekalan dan
Dukungan Bekal Matra Laut.

Penyelenggaraan  Penerangan  Pasukan dan
Penerangan umum Matra Laut.

Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel
Matra Laut.

Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan
Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut.
Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Laut.

Dukungan Kesiapan Matra Laut.

(1)

Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan Hidrografi dan
Oseonografi (Rutin).
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(2) Pengembangan Sistem dan Ewaluasi Kinerja Matra
Laut.

(3) Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas
Matra Laut.

(4) Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek.

{5) Pemeliharaan/Perawatan  Peralatan Senlek dan
Amunisi.

(6) Pemeliharaan/Perawatan KRIf/Alpung dan Ranpur/
Rantis.

(7) Penyelenggaraan OMSP Matra Laut, Penegakan Hukum
dan Jaga Keamanan laut di Wilayah Laut Yurisdiksi
Nasional.

(8] Litbanghan Matra Laut.

(9) Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra
Laut.

(10) Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan
Laut.

(11) Pemeliharaan/Perawatan Pesud.

c¢] Modernisasi Alutsista dan Non  Alutsista serta

Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Hanneg Matra Laut.

(1) Peningkatan/Pengadaan Peralatan Surta Hidros.

(2) Peningkatan/Pengadaan Peralatan Komlek.

(3) Peningkatan/Pengadaan Senlek dan Amunisi.

(4) Peningkatan/Pengadaan KRIfAlpung dan Ranpur/
Rantis.

(3) Peningkatan/Pengadaan Peralatan Passusla dan
Materiil Non Alutsista Matra Laut.

(6) Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut.

(7) Peningkatan/Pengadaan Pesud.

d] Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut.

(1) Pendaftaran dan Seleksi.

(2) Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Profesionalisme
Matra Laut.

(3) Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut.

(4) Dikma, Dikbangum, Spesialisasi, Profesi, dan
Ketrampilan, serta Diktuk Matra Laut.

(3) Penyelenggaraan Psikologi Matra Laut .

5) TNIAU.
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Dukungan Kesiapan Matra Udara.

(1) Penyelenggaraan OMSP Matra Udara.

(2) Harwat Pesawat Udara, Senjata, dan Almatsus lainnya.

(3) Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan.

(4) Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra
Udara.

(3) Harwat Radar, Penangkis Serangan Udara, dan
Altmatsus Komlek lainnya.

(6) Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas
Matra Udara.

(7) Litbanghan Matra Udara.

(8) Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra
Udara.

(9) Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan
Matra Udara.

(10) Penyelenggaraan Surta.

Modernisasi Alutsista/Non Alutsista, Pengembangan

Fasilitas dan Sarpras Matra Udara.

(1) Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara.

(2) Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara dan
Dukungan Lainnya.

(3) Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras
Matra Udara.

(4) Peningkatan/Pengadaan Radar, PSU, dan Alat Komlek
Lainnya.

(3) Peningkatan/Pengadaan Senjata ringan/Senjara berat.

(6) Pengadaan Peralatan Non Alutsista.

Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara.

(1) Latihan Matra Udara.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara.

(3) Pembangunan Sarpras Kesejahteraan Personel Matra
Udara.

(4) Werving.

(5) Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara.

Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara.

(1) Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara.

(2) Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan.
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(3) Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional,
Fasilitas dan Sarpras, serta LTGA.

(4) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.

(35) Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan,
Penganggaran dan Keuangan.

(6) Penyelenggaraan Pembinaan Hukum.

(7) Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan Umum dan
Pemeliharan Perawatan Perkantoran.

(8) Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Udara.

(9) Penyelenggaraan Penpas dan Penum Matra Udara.

(10) Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara.

(11) Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Udara.

d. Quick Wins dan Program Lanjutan bidang Pertahanan.
1) Quick Wins.

a) Penyusunan Renstra Industri Pertahanan dengan sasaran
tersedianya Alutsista TNI dengan teknologi yang mampu
memenuhi kebutuhan.

b) Meluncurkan produk strategis pertahanan 2015-2019
dengan sasaran tersedianya Alutsista TNI dengan
teknologi yang mampu mengimbangi kekuatan sumber
ancaman.

c) Pembentukan Pertahanan Integratif (tahap awal) dengan
sasaran tersedianya kantor Pertahanan Integratif beserta
sarpras pendukungnya.

d) Peningkatan kesejahteraan prajurit dengan sasaran
membaiknya kesejahteraan prajurit TNI.

e) Membangun infrastruktur rumah  dinas TNI dengan
sasaran sebanyak 15.000 (lima belas ribu ) unit rumah
negara TNI AD, 7.500 (tujuh ribu lima ratus) unit rumah
negara TNI AL, dan 2.500 (dua ribu lima) unit rumah
negara TNI AU.

f) Menetapkan regulasi mengenai tata cara pengaturan dan
pembinaan rumah negara dengan sasaran tersusunnya
revisi peraturan/regulasi rumah dinas di lingkungan TNL

g) Melakukan kerja sama antar Kementerian dengan Menteri
Negara Perumahan Rakyat dan meningkatkan peran
yayasan yang mengurusi perumahan dengan sasaran

tersusunnya MoU kerja sama antar Kementerian antara
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Kemhan/TNI dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat.

Meningkatkan pendidikan dan latihan TNI dengan sasaran
meningkatnya frekuensi pendidikan dan latihan prajurit TNI
sebanyak 2 (dua) kali lipat.

2) Program Lanjutan.

a)

b)

d)

Bidang profesionalisme TNI dan kesejahteraan prajurit
dengan sasaran membaiknya kesejahteraan dan
profesionalisme prajurit TNL.

Meningkatkan pendidikan dan latihan TNI dengan sasaran
meningkatnya frekuensi pendidikan dan latihan prajurit TNI
sebanyak 2 (dua) kali lipat.

Bidang penguatan birokrasi dan koordinasi Industri
Pertahanan dengan sasaran terpenuhinya kebutuhan
operasionalisasi KKIP.

Bidang Pembangunan Kekuatan Pertahanan dan
Modernisasi Pertahanan dengan sasaran meningkatnya
kemampuan pertahanan (hanya sampai pemenuhan MEF
tahap II dan belum termasuk kebutuhan penguatan
kemampuan pertahanan yang disegani di Asia Timur

sebagaimana amanat visi misi Presiden dalam Nawa Cita).

10. Kerangka Regulasi.

Kerangka regulasi dikaitkan dokumen perencanaan dibutuhkan agar

dalam penyusunan peraturan perundang-undangan disusun sesuai

dengan kebutuhan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Kerangka
regulasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran strategis Kemhan
dan TNI pada tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Tabel Kerangka Regulasi Isu Strategis

Peningkatan Kapasitas Pertahanan Nasional

Nomor | Sasaran Strategis | Regulasi Terkait yang Kebutuhan Regulasi

Sudah Ada
1 Terselenggaranya |a. UU Nomor 3 Tahun |[a. RUU tentang
pemberdayaan 2002 tentang Pengelolaan Sumber
sumber daya Pertahanan Negara.] Daya Nasional
nasional dalam b. PP Nomor 68 Pertahanan Negara.

sistem pertahanan Tahun 2014 b. RUU tentang
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MNomor | Sasaran Strategis | Regulasi Terkait yang Kebutuhan Regulasi
Sudah Ada
negara. tentang Penataan Perubahan atas
Wilayah Undang-Undang
Pertahanan Negara Nomor 34 Tahun 2004
tentang TNI.
2 Pengintegrasian a. UU Nomor 2 . RUU tentang
manajemen Tahun 2002 Keamanan Nasional.

pertahanan negara
dalam mendukung
sistem pertahanan

negara.

tentang Polri.

b. UU Nomor 3
Tahun 2002
tentang
Pertahanan
Negara.

c. UU Nomor 34
Tahun 2004
tentang TNI.

d. UU Nomor 17
Tahun 2011

tentang Intelijen.

. RUU tentang

Perbantuan TNI
kepada Polri dalam

rangka Kamtibmas.

. RUU tentang Rahasia

Negara.

. RUU tentang

Perubahan atas
Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2004
tentang TNL

. RUU tentang

Pemasyarakatan
Militer.
RUU tentang KUHPM

. RUU tentang

Persandian.

. RUU tentang

Peradilan Militer.

RPP tentang Asuransi
Sosial Prajurit TNI,
Anggota Polri dan PNS
Kementerian
Pertahanan serta PNS
Polri.

EPP tentang
Perubahan atas PP No
67 tahun 2014 tentang
Pelakzanaan UU
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MNomor | Sasaran Strategis | Regulasi Terkait yang Kebutuhan Regulasi
Sudah Ada
Nomor 15 Tahun 2012
tentang Veteran
Republik Indonesia.
. K. Perpres tentang
Perubahan atas
Perpres Nomor 10
Tahun 2010 tentang
Susunan Organisasi
THNI.
R. Perpres tentang
Jabatan fungsional
TNL
3 Pembangunan a. UU Nomor 3 Tahun | a. RUU Perubahan Atas
Kekuatan Pokok 2002 tentang Undang-Undang
Minimum TNI Pertahanan Negara. Nomor 34 Tahun 2004
untuk menghadapi | b. UU Nomor 34 tentang TNL
geluruh potensi Tahun 2004 . R Perpres tentang
ANCAMAN Vang tentang TNI. Kebijakan Umum
bersumber dari c. Peraturan Presiden Pertahanan Negara
perkembangan Nomor 41 Tahun 2015-2019
lingkungan 2010 tentang
strategis nasional, Kebijakan Umum
regional dan Pertahanan Negara
global. Tahun 2010-2014
4 Seluruh wilayah a. UU Nomor 3 . RUU tentang
perbatasan darat Tahun 2002 Pengelolaan Ruang
serta wilayah tentang Udara Nasional
yuridiksi laut dan Pertahanan Negara | b. RPP tentang
udara memiliki b. UU Nomor 34 Pengamanan Wilayah
batas yang jelas Tahun 2004 Udara.
dan bebas dari tentang TNI . R. Perpres tentang
pelanggaran c. UU Nomor 43 Pengawasan Alur Laut
kedaulatan Tahun 2008 Kepulauan Terhadap
negara, serta tentang Wilayah Kapal-Kapal Asing.
memiliki daya Negara
tangkal yang d. UU Nomor 1
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Nomor | Sasaran Strategis | Regulasi Terkait yang Kebutuhan Regulasi
Sudah Ada
handal dalam Tahun 2009
menghadapi setiap tentang
ancaman. Penerbangan

. UU Nomor 32

Tahun 2014
tentang Kelautan
Peraturan
Pemerintah Nomor
68 Tahun 2014
tentang Penataan
Wilayah
Pertahanan

Negara.

Seluruh objek vital
nasional yang
bersifat strategis
dapat terjamin

keamanannya.

. UU Nomor 2

Tahun 2002
tentangPolri

. UU Nomor 3

Tahun 2002
tentang

Pertahanan Negara

. UU Nomor 34

Tahun 2004
tentang TNI

. Keppres Nomor 63

Tahun 2004
tentang
Pengamanan
Objek Vital

Nasional

R. Perpres tentang
Pengamanan Objek Vital
Nasional

Kekuatan laut yang
mampu
menjangkau pulau-
pulau kecil terluar
guna mengatasi
berbagai bentuk

pelanggaran

. UU Nomor 27 Tahui

2007 tentang
PengelolaanWilayah
Pesisir Pulau-Pulay
Kecil.

. UU Nomor 1 Tahun

2004 tentang

a. R. Perpres tentang
Pengawasan Alur Laut
Kepulauan terhadap
Kapal-Kapal Asing.

b. R. Perpres tentang

Pengamanan

Pelayaran.
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Nomor

Sasaran Strategis

Regulasi Terkait yang
Sudah Ada

Kebutuhan Regulasi

maritim di wilayah
laut yurisdiksi

nasional.

Perubahan atas UU
Nomor 27 Tahun
2007 tentang
Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan
Pulau -Pulau Kecil.
c. UU Nomor 32
Tahun 2014
tentang Kelautan.
d. PP Nomor 68 Tahun
2014 tentang
Penataan
Wilayah

Pertahanan.

c. RPP tentang
Perubahan Atas PP
Nomor 37 Tahun 2002
tentang Hak dan
Kewajiban Kapal dan
Pesawat Udara Asing
dalam melaksanakan
Hak Lintas Alur Laut
Kepulauan.

Kekuatan darat
yang mampu
menjangkau
daerah-daerah
terpencil, daerah
perbatasan darat
negara dan pulau-
pulau kecil terluar
serta menjaga
keamanan wilayah

daratan.

a. UU Nomor 3
Tahun 2002
tentang
Pertahanan
Negara.

b. UU Nomor 34
Tahun 2004
tentang TNI.

c. UU Nomor 43
Tahun 2008
tentang Wilayah
Negara.

d. Keppres Nomor 63
Tahun 2004
tentang
Pengamanan
Objek Vital

Nasional.

R. Perpres tentang
Kebijakan Umum

Pertahanan Negara
Tahun 2015-2019
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MNomor | Sasaran Strategis | Regulasi Terkait yang Kebutuhan Regulasi
Sudah Ada
a Kekuatan udara a. UU Nomor 3 . RPP Tentang
Vang mampl Tahun 2002 Pengamanan Wilayah
menjaga tentang Udara.
keamanan Pertahanan . RPP Tentang Pesawat
dirgantara di Negara. Udara Negara.
wilayah udara b. UU Nomor 34 . R. Perpres tentang
yurisdiksi nasional Tahun 2004 pendayagunaan
dan mendukung tentang TNIL. Bandar Udara untuk
pEngamAnan c. UU Nomor 1 Tahun Pertahanan Negara.
perbatasan darat 2009 tentang
dan laut wilayah Penerbangan.
NEKRI.
g9 Tergelarnya a. UU Nomor 3 . RUU tentang
keluatan darat, Tahun 2002 Keamanan Nasional.
laut, dan udara tentang . RUU tentang
yang sinergis dan Pertahanan Negara Perubahan Atas UU
terintegrasi. b. UU Nomor 34 Nomor 34 Tahun 2004
Tahun 2004 tentang TNI.
tentang TNL . R. Perpres tentang
Kebijakan Umum
Pertahanan Negara
Tahun 2015-2019.
10 Kerja sama a.UU Nomor 37 . RUU tentang

pertahanan
dengan
menjunjung tinggi
politik bebas altif
dan jati diri
sebagai Negara
maritime dengan
memperhatikan
prinsip-prinsip
kesetaraan hak
dan kedaulatan
masing- masing

negara

tahun 1999
tentang Hubungan
Luar Negeri.

b. UU Nomor 24
Tahun 200 tentang
Perjanjian
Internasional

c. UU Nomor 3 Tahun
2002 tentang
Pertahanan Negara

d. UU Nomor 16
Tahun 2012

tentang Industri

Pengesahan Nota
Kesepahaman antara
Kementerian
Pertahanan Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertahanan
Pemerintah Jerman
Mengenai Kerja Sama

di Bidang Pertahanan.

. RUU tentang

Pengesahan

Persetujuan Antara
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Pertahanan Pemerintah Republik

Indonesia dan
Pemerintah Republik
Rakyat Cina tentang
Kerja Sama Aktivitas
Dalam Bidang
Pertahanan.

c. RUU tentang
Pengesahan
Persetujuan Antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan
Pemerintah Republik
Polandia tentang Kerja
Sama di Bidang
Pertahanan.

d. RUU tentang

Pengesahan
Persetujuan Antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan
Pemerintah Republik
Islam Pakistan tentang
Kegiatan Kerja Sama
di Bidang Pertahanan.
e. RUU tentang
Pengesahan
Persetujuan Antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan
Pemerintah Republik
Demokratik Timor
Leste tentang Kerja
Sama di Bidang
Pertahanan.

f. RUU tentang
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Pengesahan Nota
Kesepahaman antara
Kementerian
Pertahanan Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertahanan
Pemerintah Bela Rusia

Bidang Pertahanamn.

g. RUU tentang
Pengesahan Nota
Kesepahaman antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan
Pemerintah Republik
Serbia tentang Kerja
Sama di Bidang
Pertahanan.

h. RUU tentang
Pengesahan Nota
Kesepahaman antara
Kementerian
Pertahanan Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertahanan Kerajaan
Spanyol tentang
Kegiatan Kerja Sama
di Bidang Pertahanan.

i. RUU tentang
Persetujuan antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan

Pemerintah Republik

Korea tentang Kerja
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Nomor

Sasaran Strategis

Regulasi Terkait yang
Sudah Ada

Kebutuhan Regulasi

Sama di Bidang
Pertahanan.

j. EUU tentang

Pengesahan
Persetujuan Kerja
Sama Pertahanan
antara Pertahanan
Republik Indonesia

dan Kementerian

Pemerintah Kerajaan

Arab Saudi.

k. RUU tentang

Pengesahan Nota
Kesepahaman antara
Kementerian
Pertahanan Republik
Indonesia dan
Kementerian
Pertahanan Kerajaan
Belanda tentang
Kerja Sama Terkait
Pertahanan.

RUU tentang
Pengesahan
Memorandum Saling
Pengertian antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan
Pemerintah Republik
Sosialis Vietnam
tentang Peningkatan
Kerja Sama antara
Pejabat Pertahanan
dan Kegiatan Bidang

Pertahanan Terkait.

m. RUU tentang
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Pengesahan
Persetujuan antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan
Pemerintah Kerajaan
Thailand tentang
Kerja Sama di Bidang
Pertahanan.

n. RUU tentang
Pengesahan
Persetujuan antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan
Pemerintah. Federasi
Rusia tentang Kerja
Sama di Bidang
Pertahanan.

o. RUU tentang
Pengesahan
Persetujuan antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan
Kabinet Menteri
Ukraina tentang Kerja
Sama di Bidang
Pertahanan.

p. RUU tentang
Pengesahan
Persetujuan antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan
Pemerintah Kerajaan
Swedia tentang Kerja
Sama dalam Bidang
Pertahanan.

q. RUU tentang
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Pengesahan
Persetujuan antara
Pemerintah Republik
Indonesia dan
Pemerintah Negara
Merdeka Papua
Nugini tentang
Kegiatan Kerja Sama
di Bidang
Pertahanan.

11 Pengiriman a. UU Nomor 37 a. RUU tentang TNI
pasukan Tahun 1999 b. R. Perpres tentang
perdamaian dunia tentang Hubungan Pengiriman Konga
di berbagai Luar Negeri. Satgas Heli Mi-17 TNI
kawasan sebagai b. UU Nomor 24 Minusma pada Misi
wujud Tahun 2000 Pemeliharaan Dunia Di
keikutsertaan tentang Perjanjian Mali.

c¢. UU Nomor 3 Tahun |c.

2002 tentang
Pertahanan Negara
d. UU Nomor 34
Tahun 2004 tentang
TNL

R.Perpres tentang
Kebijakan Umum
Pertahanan Negara
2015-2019.

Diplomasi
pertahanan yang
mampu
mendukung
kepentingan

nasional.

a.UU Nomor 37 a.

Tahun 1999 tentang
Hubungan Luar
Negeri.

b.UU Nomor 3 Tahun
2002 tentang
Pertahanan Negara.

c. UU Nomor 34
Tahun 2004 tentang
TNI.

R. Perpres tentang
Pengiriman Konga
Satgas Heli Mi-17 TNI
Minusma pada Misi
Pemeliharaan Dunia di
Mali.

. R. Perpres tentang

Kebijakan Umum
Pertahanan Negara
2015-2019.
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13 Mendorong a. Ul Nomor 16 . RUU tentang Senjata
tumbuhnya Tahun 2012 Api, Amunisi, dan
industri strategis tentang Industri Bahan Peledak.
nasional guna Pertahanan . R. Perpres tentang
mendukung b. PP Nomor 76 Program
kepentingan Tahun 2014 Pembangunan Kapal
pertahanan tentang Selam.

Mekanisme Imbal . RPP tentang

Dagang dalam Pengelolaan Industri

Pengadaan Alat Pertahanan.

Peralatan . R.Perpres tentang

Pertahanan dan Pengadaan Alat

Keamanan dari Peralatan Pertahanan

Luar Negeri. dan Keamanan Jangka
Panjang.

14 Memberdayakan a. UU Nomor 16 Tahurja. RUU tentang Senjata
industri 2012 Api, Amunisi dan
pertahanan dalam tentang Industri Bahan Peledak.
negeri guna Pertahanan . K. Perpres tentang
pemenuhan Alut b.PP Nomor 76 Program
sista dan Alat Tahun 2014 tentang] Pembangunan Kapal
Peralatan Mekanisme Imbal Selam.
Pertahanan Dagang dalam . RPP tentang
Keamanan (Alpal Pengadaan Alat Pengelolaan Industri
hankam)| dalam Peralatan Hankam Pertahanan.
rangka dari Luar Negeri . R.Perpres tentang
mendukung Pengadaan Alat
perekonomian Peralatan Pertahanan
nasional. dan Keamanan Jangka

Panjang.
15 Peningkatan dan |a. UU Nomor 16 . RUU tentang Senjata

penguasaan
teknologi, dalam
mendukung
pengembangan

Industri

Tahun 2012
tentang Industri
Pertahanan

b. Permenhan

Nomor 76 Tahun

Amunisi dan Bahan
Peledak

. R. Perpres tentang

Program
Pembangunan Kapal
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pertahanan. 2014 tentang Selam.
Mekanisme Imbal | c. RPP tentang
Dagang dalam Pengelolaan Industri
Pengadaan Alat Pertahanan
Peralatan d. R.Perpres tentang
Pertahanan dan Pengadaan Alat
Keamanan dari Peralatan Pertahanan
Luar Megeri. dan Keamanan Jangka
Panjang.

16 | Terbentuknya UU Nomor 3 Tahun RUU tentang Pengelolaan
kader bela negara | 2002 tentang Sumber Daya Nasional
yang tangguh Pertahanan Negara. Pertahanan Negara.
dalam mendukung
pertahanan
negara.

17 | Tersujudnya UU Nomor 3 Tahun a. RUU tentang
sistem pembinaan | 2002 tentang Pengelolaan Sumber
kesadaran bela Pertahanan Negara. Daya Nasional
negara dengan Pertahanan Negara.
melibatkan K/L, b. R. Perpres tentang
Pemerintah Kebijakan Umum
Daerah dan Pertahanan Negara
komponen bangsa Tahun 2015-2019.
lainnya.

18 | Terwujudnya SDM | a. UU Nomor 3 a. RUU tentang
sebagai komponen Tahun 2002 Perubahan Atas
pertahanan negara tentang Undang-Undang 34
dalam rangka Pertahanan Tahun 2004 tentang
mendukung sistem Negara. TNI.
pertahanan b. UU Nomor 34 b. RUU tentang
negara. Tahun 2004 Pengelolaan Sumber

tentang TNI Daya Nasional
Pertahanan Negara.
c. RUU tentang Prajurit
Wajib.
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Kerangka Kelembagaan.

Penguatan kerangka kelembagaan dimaksudkan untuk mewujudkan
kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, akuntabel, dan sinergis agar
mampu melaksanakan program pembangunan dengan efektif dan efisien.

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan
nasional, penguatan kerangka kelembagaan pemerintah akan difokuskan
untuk mendukung pencapaian agenda prioritas pemerintah yang tertuang
dalam Nawa Cita, sedangkan sasaran yang terkait dengan bidang
pertahanan, dengan:

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara:

1) Penguatan kelembagaan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi
laut nasional guna meningkatkan keterpaduan antar pemangku
kepentingan terkait dalam menjaga keamanan laut nasional;

2) Pembentukan Kantor Pertahanan Integratif guna meningkatkan
efektivitas dan efisiensi gelar pasukan dan alutsista serta
keterpaduan antar matra dalam rangka Command, Control,
Communication, Computer, Intelligence, Surveillence dan
Reconaissance (C4ISR).

Untuk mewujudkan penguatan kerangka kelembagaan dalam
Renstra Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019, kerangka kelembagaan
disusun kaidah pelaksanaan sebagai berikut.

a. Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintah untuk
menghindari multitafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan
kewenangan;

b. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal
untuk mengurangi fragmentasi organisasi dan meningkatkan
efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan pertahanan;

c. Penyempurnaan proses inter maupun antar lembaga agar tercipta
tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan,
sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;

d. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja
pengelolaan program prioritas pembangunan pertahanan.

Penguatan kelembagaan juga dilakukan dengan memperhatikan hal-

hal sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan, yang meliputi sasaran, arah

kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan, untuk
memastikan bahwa kelembagaan yang diperkuat danj/atau
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dibentuk sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan
yang efektif, efisien, dan akuntabel;

Transparan, efektif, dan efisien, untuk memastikan bahwa hasil
penataan kelembagaan akan memberikan manfaat yang lebih
besar dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan.
Sejalan dengan penguatan kelembagaan dalam mewujudkan

pokok minimum TNI
untuk menghadapi
seluruh potensi
ANCAMAN Yang
bersumber dari
perkembangan
lingkungan strategis
nasional, regional, dan

global.

THNI AL, dan TNI AL

sasaran strategis pertahanan dibutuhkan kerangka
kelembagaan sebagai berikut:
Tabel Kerangka Kelembagaan Isu Strategis
Peningkatan Kapasitas Pertahanan Nasional
Nomor Sasaran Strategis Kelembagaan Terkait Keranghka
yang Sudah Ada Kelembagaan
1. Terselenggaranya Pemda, Satuan Penguatan dan
pemberdayaan sumber Teritorial TMI, Intensifikasi
daya nasional dalam Lemhannas, Dewan Koordinasi antar
sistem pertahanan Ketahanan Nasional. Lembaga dalam
MNegara. Pengelolaan Sumber
Daya Nasional.
2. Pengintegrasian Mabes TNI, TNI AD, Pembentukan
manajemen pertahanan | THNI AL, dan TNI AL Pertahanan
Negara dalam Integratif dan
mendukung sistem Unsur-Unsur
pertahanan negara. Satuan Pendukung.
3. Pembangunan kekuatan | Mabes TNI, TNI AD, a. Pembentukan

Pertahanan
Integratif dan
UNSUr-unsur
satuan
pendukung.

b. Validasi
organisasi satuan
TNI dalam
mendukung
Pertahanan
Integratif.

c. Penguatan KKIP.

d. Penguatan
pengelola
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Nomor Sasaran Strategis Kelembagaan Terkait Kerangka
yang Sudah Ada Kelembagaan
perumahan
prajurit.

4. Seluruh wilayah BNPFP, Pemda, Kem- Penguatan Legislasi
perbatasan darat serta dagri, Kemenlu, TNI, dan Pemberdayaan
wilayah yurisdiksi laut dan KKP. Wilayah melalui
dan udara memiliki Lembaga Kewilayah-
batas yang jelas dan an dan Teritorial.
bebas dari pelanggaran
kedaulatan negara,
serta memiliki daya
tangkal yang handal
dalam menghadapi
setiap ancaman

5. Seluruh objek vital Intelijen THNL. Penguatan Intelijen
nasional yang bersifat THNI.
strategis dapat terjamin
keamanannya.

6. Keluatan laut yang KKP, Kemenlu, TNI, a. Penguatan
mampu menjangkan dan Kemenkumham. Badan
pulau-pulau kecil Penyelesaian
terluar guna mengatasi Pelanggaran
berbagai bentuk batas wilayah
pelanggaran maritim di lanat.
wilayah laut yurisdiksi b. Badan penectapan
nasional. batas Wilayah

Laut dan Hulkum
internasional.

7. Keluatan darat yang KKP, Kemenlu, TNI, a. Penguatan badan

mampu menjangkau
daerah-daerah terpencil,
daerah perbatasan darat
negara dan pulau -
pulau kecil terluar serta
menjaga keamanan

wilayah daratan.

dan Kemenkumham.

penyelesaian
pelanggaran
batas wilayah
laut.

b. Badan penctapan
batas wilayah
laut dan hukum

internasional.
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Nomor Sasaran Strategis Kelembagaan Terkait Kerangka
yang Sudah Ada Kelembagaan

B. Keluatan udara yang Kohanudnas, THI AU, a. Validasi
mampu menjaga dan KNKT. organisasi
keamanan dirgantara di b. Penguatan legis
wilayah udara lasi untuk
yurisdiksi nasional dan pelanggaran
mendukung wilayah udara.
PENEAMANAN
perbatasan darat dan
laut wilayah Negara
Kesatuan Republik
Indonesia.

9. Tergelarnya kekuatan Mabes TNI, TNI AD, a. Pembentukan
darat, laut, dan udara THNI AL, dan TNI AL Pertahanan
yang sinergis dan Integratif dan
terintegrasi. UNSUr-unsur

satuan
pendukung.
b. WValidasi
organisasi
satuan THNI
dalam
mendulung
Pertahanan
Integratif.

10. Kerja sama pertahanan KKP, Kemlu, TNI, a. Penguatan
dengan menjunjung Kemenkumham. Badan
tinggi politik bebas alktif penyelesaian
dan jati diri sebagai pelanggaran
negara maritim dengan batas wilayah
memperhatikan prinsip- laut.
prinsip kesetaraan hak b. Badan penetapan
dan kedaulatan masing- Batas Wilayah
masing negara. Laut dan Hukum

Internasional.

11. Pengiriman pasukan PMPP. Penguatan PMPP.
perdamaian dunia di
berbagai kawasan
sebagai wujud keikut-
sertaan dalam menjaga




-71-

2018, No.1094

Nomor Sasaran Strategis Kelembagaan Terkait Kerangka
yang Sudah Ada Kelembagaan
perdamaian dunia.

12. Diplomasi pertahanan Kemenlu dan Mabes Penguatan Atase
yang mampu TNL Pertahanan.
mendukung
kepentingan nasional.

13. Mendorong tumbuhnya KKIP. Penguatan KKIP.
industri strategis
nasional guna
mendukung
kepentingan
pertahanan.

14. Memberdayakan KKIP. Penguatan KKIP.
industri pertahanan
dalam negeri guna
pemenuhan Alutsista
dan Alat Peralatan
Pertahanan Keamanan
(Alpalhankam) dalam
rangka mendukung
perckonomian nasional.

15. Peningkatan dan BPPT, Balitbang a. Pengembangan
penguasaan teknologi, Kemhan, Balitbang penelitian dan
dalam mendukung TNI, BUMNIS pengembangan
pengembangan Industri | Pertahanan, Pothan terpadu bagi
pertahanan. Kemhan, dan Industri

Baranahan Kemhan. Pertahanan.
b. Penguatan kerja
sama dengan
Industri
Pertahanan
Nasional.
16. Terbentuknya kader Menwa, Pramuka, dan | Pembinaan dan

bela negara yang
tangguh dalam
mendukung pertahanan

negara.

FKPPIL.

Pemberdayaan
Organisasi massa
yang berafiliasi Bela
Negara.
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yang Sudah Ada Kelembagaan

17. Terwujudnya sistem KORPRI, Pemda. Penguatan
pembinaan kesadaran Pembinaan dan
bela negara dengan pemberdayaan Bela
melibatkan K/L, Negara di
Pemerintah Dacrah dan lingkungan
komponen bangsa Kementerian/
lainnya. Lembaga.

18. Terwujudnya SDM Kemenpora, Pengembangan
scbagai komponen Kemendagri, Pemda, Lembaga Pendidikan
pertahanan negara dan Kemhan (Pothan). tentang Bela Negara.
dalam rangka
mendukung sistem
pertahanan negara.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

12. Target Kinerja.

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kemhan dan TNI Tahun
2015-2019 telah ditetapkan 18 (delapan belas) sasaran strategis yang
hendak dicapai oleh Kemhan dan TNI. Pelaksanaan atas sasaran strategis
tersebut selanjutnya akan diwujudkan dalam pelaksanaan program
Kemhan dan TNI yang telah mencakup pelaksanaan program/kegiatan.
Keberhasilan pembangunan pertahanan negara sangat ditentukan dari
keberhasilan dalam memenuhi target kinerja yang ditetapkan baik pada
sasaran strategis, sasaran program (outcome}, maupun sasaran kegiatan
(output) setelah ditentukan indikator kinerja yang menjelaskan mengenai
hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja,
baik itu indikator kinerja sasaran strategis, indikator kinerja program, dan
indikator kinerja kegiatan.
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Target Kinerja menunjuk tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan
dicapai oleh organisasi dalam periode waktu yang telah ditetapkan.
Kriteria penyusunan target kinerja:

a. Target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang
akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran.

b. Penetapan target harus relevan dengan indikator kinerjanya, logis,
dan berdasarkan baseline data yang jelas.

Target kinerja dari tiap Program dan kegiatan Renstra Kemhan dan
TNI Tahun 2015-2019 disusun dalam bentuk Matrik Kinerja dan
Pendanaan seperti tertera dalam sublampiran.

Kerangka Pendanaan.

Indikasi pendanaan belanja prioritas Kemhan dan TNI Tahun
2015-2019 (di luar belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji, uang
makan, dan operasional perkantoran) direncanakan — sebesar
Rp 4.184.082 M (empat juta seratus delapan puluh empat ribu delapan
puluh dua miliar) yang dituangkan dalam matriks kinerja dan pendanaan
selanjutnya digunakan untuk mendanai Program dan Kegiatan Prioritas
termasuk Quickwins/Program lanjutan serta tugas dan fungsi Kemhan
dan TNL

Belanja aparatur (belanja gaji, tunjangan yang melekat pada gaji,
uang makan, dan operasional perkantoran) akan ditambahkan dalam
perencanaan tahunan sesuai dengan kebijakan belanja aparatur dan
rencana kebutuhan masing-masing Unit Organisasi Kemhan dan TNI.

Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan selanjutnya
dijabarkan dalam program Kemhan dan TNI yang terdiri atas 9 (sembilan)
program Generik dan 18 (delapan belas) program Teknis dengan kerangka
kebutuhan pendanaan yang bersumber dari Rupiah Murni (RM), Pinjaman
Dalam Negeri (PDN) dan Pinjaman Luar Negeri (PLN/KE). Sesuai dengan
sifat dari program yang akan dilaksanakan, pendanaan Rupiah Murni
merupakan sumber pendanaan yang umum, Pinjaman Luar Negeri hanya
diperuntukkan bagi pengadaan Alutsista TNI yang masih akan diadakan
dari luar negeri sedangkan pendanaan dalam negeri, diutamakan dalam
rangka meningkatkan upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional.
Selanjutnya kerangka pendanaan sesuai dengan program dan unit
organisasi pelaksana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel Kerangka Pendanaan Program
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

2018, No.1094
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Tahun 2015-2019

No Program Cuitcome Sumber | Pelaksana
dana
1 Dukungan manajemen | Terwujudnya manajemen yang RM Kemhan
dan pelaksanaan terintegrasi dan akuntabel
tugas teknis lainya UQ | berdasarkan data yvang terkini
Kemhan dan akurat di lingkungan
Kemhan
2 | Peningkatan sarana Terwujudnya sarana dan RM Kemhan
dan prasarana prasarana pertahanan yang PLMN
aparatur Kemhan memenuhi kebutuhan dan
standar mutu, sesuai dengan
kemajuan IFTEK serta
dikembangkan secara
mandiri.
3 | Pengawasan dan Meningkatnya kinerja dan RM Kemhan
peningkatan akuntabilitas aparatur
akuntahilitas aparatur | Kemhan.
Kemhan
4 | Penelitian dan Terwujudnya teknologi dan RM Kemhan
pengembangan sumber daya pertahanan
Kemhan sesuai dengan kemajuan
IFTEK dan mampu
dikembangkan secara
mandiri.
5 | Pendidikan dan Terlaksananya pendidikan RM Kemhan
Pelatihan Aparatur dan pelatihan Kemhan /TNI
Kemhan memenuhi standar mutu,
menerapkan kemajuan IPTEK
serta mampu menjawab
tantangan tugas untuk meng-
hasilkan.
6 | Strategi Pertahanan Terwujudnya kebijakan RM Kemhan
strategi pertahanan negara
yang terintegrasi dalam
menghadapi ancaman,
gangguan, hambatan,
tantangan dan peluang baik
nasional, regional, dan global.




_75-

2018, No.1094

No

Outcome

Sumber

dana

Pelaksana

Perencanaan Umum
dan Penganggaran

Pertahanan

Terwujudnya perencanaan
umum dan penanggaran
pertahanan yang terintegrasi,
akuntabel, tepat waktu, dan
mampu memenuhi

kebutuhan.

RM

Kemhan

Pengembangan
teknologi dan industri

pertahanan.

Meningkatnya kemandirian
Alutsista TNI produksi dalam
negeri dan pengembangan

Pinak Indhan

PDN
RM

Kemhan

Potensi Pertahanan

Scluruh masyarakat, sumber
daya alam/buatan dan
sarana/prasarana nasional
berdayaguna sccara optimal
dalam rangka
penyelenggaraan pertahanan

negara

RM

Kemhan

10

Kekuatan Pertahanan

Terwujudnya kekuatan
pertahanan negara yang
mampu mengidentifikasi,
menangkal, menindak
ancaman sccara terintegrasi

dan tepat waktu.

RM

Kemhan

11

Pembinaan Instalasi

Strategis Nasional

Terwujudnya pengelolaan,
pemeliharaan, pengembangan,
dan kerja sama kawasan
instalasi strategis nasional
dalam mendukung tertib
administrasi, kegiatan, dan

tata kelola kawasan.

RM

Kemhan

Penggunaan kekuatan

pertahanan integratif

Terwujudnya penggunaan ke-
kuatan pertahanan Intergratif
vang mampu
mengindentifikasi,
menangkal, menindak
ancaman sccara terintegrasi,

efektif, dan tepat waktu.

RM

Mabes
TNI
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No

Outcome

Sumber

dana

Pelaksana

13

Modernisasi Alutsista/
Non-Alutsista/

Sarpras Integratif.

Terwujudnya modernisasi
Alutsista/non Alutsista/Sar-
pras pertahanan yang me-
menuhi kebutuhan standar
mutu, sesuai dengan
kemajuan Iptek serta
dikembangkan secara

mandiri.

RM
PLN
PDN

Mabes
TNI

Profesionalisme

Prajurit Integratif

Meningkatnya profesionalisme
prajurit baik kemampuan mau
pun kekuatan dalam rangka
penggunaan kekuatan yang
scsuai standar mutu dan ke-

majuan Iptek.

RM

Mabes
TNI

15

Penyelenggaraan
administrasi dan
perawatan personel

integratif

Terlaksananya pemenuhan
hak-hak prajurit dan PNS TNI
berupa pembayaran gaji,
honorarium dan tunjangan
scrta lembur yang dapat
diterima secara tepat waktu
dan tepat jumlah sesuai
dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

RM

Mabes
TNI

16

Dukungan Kesiapan

Matra Darat

Tercapainya tingkat kesiapan
Alutsista dan fasilitas/sarpras
dalam rangka pencapaian
sasaran pembinaan kekuatan
dan kemampuan TNI AD
menuju MEF.

RM

TNI AD

Modernisasi Alutsista
dan Non-Alutsista,

Sarpras Matra Darat.

Terlaksananya modernisasi
dan peningkatan Alutsista
dan fasilitas/sarpras dalam
rangka pencapaian sasaran
pembinaan kekuatan serta
kemampuan TNI AD menuju

MEF.

RM
PLN
PDN

TNI AD
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No Program Outcome Sumber | Pelaksana
dana
18 | Peningkatan Terwujudnya profesionalisme RM TNI AD
Profesionalisme personel dan satuan dalam
Personcl Matra Darat. rangka pencapaian sasaran
pembinaan kekuatan dan
kemampuan TNI AD menuju
MEF.
19 | Penyclenggaraan Terwujudnya kekuatan dan RM TNI AD
Manajemen dan kemampuan TNI AD menuju
Operasional Matra MEF.
Darat
20 | Dukungan Kesiapan Kemampuan dan kekuatan RM TNI AL
Matra Laut TNI AL meningkat dan siap
operasional mendukung
pclaksanaan tugas sesuai
dengan standar dan
kebutuhan, dengan daya
dukung, daya tangkal, dan
daya gempur yang tinggi.
21 | Modernisasi Alutsista Kemampuan dan kekuatan RM TNI AL
dan non Alutsista TNI AL meningkat dan siap PLN
serta Pengembangan operasional mendukung PDN
Fasilitas dan Sarpras pclak-sanaan tugas scsuai
Pertahanan Negara dengan standar dan
Matra Laut kebutuhan, dengan daya
dukung, daya tangkal, dan
daya gempur yang tinggi.
22 | Peningkatan Profe - Kinerja organisasi semakin RM TNI AL
sionalisme Personel meningkat dan diawaki olch
Matra Laut. personcel yang berkualitas
sesual dengan SKP dan
dengan jumlah yang
mencukupi sesuai DSP.
23 | Penyelenggaraan Peningkatnya kedisiplinan RM TNI AL
manajemen dan dan profesionalisme personel
opecrasional Matra TNI AL, kelancaran
Laut. penyelenggaraan operasional
perkantoran serta
akuntabilitas dan optimalisasi
kerja.
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No Program Outcome Sumber | Pelaksana
dana
24 | Dukungan Kesiapan Tercapainya tingkat kesiapan RM TNI AU
Matra Udara Alutsista, non Alutsista,
organisasi, doktrin, fasilitas
dan Sarpras serta kekuatan
pendukung Matra Udara.
25 | Modernisasi Alutsista/ | Terlaksananya modernisasi RM TNI AU
Non Alutsista, Peng- dan peningkatan Alutsista PLN
embangan Fasilitas dan| dan Fasilitas/Sarpras dalam PDN
Sarpras Matra Udara. rangka pencapaian sasaran
pembinaan kekuatan serta
kemampuan TNI TN1I AU
menuju MEF.
26 | Peningkatan Terpenuhinya profesionalisme RM TNI AU
Profesionalisme personel matra udara sesuai
Personcl Matra Udara. | dengan DSP, peningkatan,
dan kesiapan personcl
27 | Penyelenggaraan Meningkatnya kedisiplinan RM TNI AU
Manajemen dan dan profesionalitas personcl
Operasional Matra TNI AU, kelancaran
Udara. penyelenggaraan operasional
perkantoran, akuntabilitas,
dan optimalisasi kinerja/
laporan.
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BABV
PENUTUP

14. Penutup.

Rencana Strategis Kemhan dan TNI Tahun 2015-2019 merupakan
panduan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kemhan dan TNI untuk 5
(lima) tahun kedepan. Diharapkan Renstra ini dapat dijadikan acuan bagi
masing-masing unit kerja dilingkungan Kemhan dan TNI dalam rencana
penyelenggaraan Pertahanan Negara. Keberhasilan pelaksanaan Renstra
Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,
ketatalaksanaan, dukungan data dan informasi, sumber daya manusia
dan sumber pendanaan, serta komitmen dari semua pihak untuk
menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan akuntabel.

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

RYAMIZARD RYACUDU
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SUBLAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERTAHANAN

NOMOR 08 TAHUN 2015 TENTANG
RENCANA STRATEGIS

KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN
TENTARA NASIONAL INDONESIA
TAHUN 2015-2019

MATRI®S KINERJA DAN FENDANAAN RENSTRA REMHAN DAN TR TARUN 2015-2019
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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA KEMHAN DAN TNI TAHUN 2015-2019

T
Sub _mm‘%?md I Peraturan Menteri Pertahanan
Nomor |
Tanggal
1

Program/Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)
Indikator

Target

Alokasi (dalam miliaran rupiah)

2015

2016

2017

2018

2019

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

Unit
Organisasi
pelaksana

PRIORITAS
N, B, K/L

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Terwujudnya sumber daya nasional yang dapat
digunakan dalam pertahanan negara.

- Persentase potensi sumber daya nasional yang
dapat diperdayakan menjadi kekuatan
pertahanan yang tangguh untuk mendukung
kepentingan pertahanan negara.

14%

21%

24%

28%

32%

2. Terwujudnya sistem pertahanan negara yang

terintegrasi.

- Persentase satuan kerja yang menerapkan
manajemen yang terintegrasi, akuntabel dan
akurat dilingkungan Kemhan dan TNI.

86%

87%

88%

89%

100%

3. Terwujudnya kekuatan pokok minimum TNI untuk

menghadapi seluruh potensi ancaman yang
bersumber dari perkembangan lingkungan strategis
nasional, regional dan global

- Persentase kekuatan pokok minimum (MEF) TNI
meliputi aspek alutsista, profesionalisme,
sarana dan prasarana serta kesejahteraan yang
di bangun.

16%

20%

20%

23%

25%

4. Terwujudnya wilayah perbatasan darat serta wilayah

yurisdiksi laut dan udara memiliki batas yang jelas
dan bebas dari pelanggaran kedaulatan negara

"1. Persentase wilayah perbatasan negara darat,

laut, udara yang memiliki batas yang jelas.

2. Persentase penurunan pelanggaran wilayah
perbatasan dan daerah rawan.

25%

20%

15%

10%

5%

5. Seluruh objek vital nasional yang bersifat strategis

aman

- DPersentase obyek vital nasional bersifat
strategis yang dinyatakan aman.

100%

100%

100%

100%

100%

6. Kekuatan laut yang mampu menjangkau wilayah

perbatasan, pulau-pulau kecil terluar/terdepan dan
mengatasi berbagai bentuk pelanggaran maritim di
wilayah laut yurisdiksi nasional.

"'1. Persentase kekuatan laut yang mampu

mengamankan pulau-pulau kecil terluar dan
wilayah laut yuridiksi nasional.

100%

100%

100%

100%

100%

2. Persentase penurunan pelanggaran hukum dan
gangguan keamanan wilayah laut yurisdiksi
nasional.

20%

17%

14%

11%

8%
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7.

Kekuatan darat yang mampu menjangkau daerah-
daerah terpencil, daerah perbatasan darat negara
dan pulau-pulau kecil terluar/terdepan serta
menjaga keamanan wilayah daratan

4

1. Persentase kekuatan darat yang mampu
mengamankan pulau-pulau di daerah terpencil,
daerah perbatasan darat negara dan pulau-
pulau kecil terluar serta menjaga keamanan
wilayah daratan

90%

90%

90%

90%

90%

2. Persentase penurunan pelanggaran hukum dan
gangguan keamanan wilayah perbatasan darat
negara dan pulau-pulau kecil terluar.

25%

20%

15%

10%

5%

Kekuatan udara yang mampu menjaga keamanan
dirgantara di wilayah udara yurisdiksi nasional dan
mendukung pengamanan perbatasan darat dan laut
wilayah NKRI

4

1. Persentase kekuatan udara yang mampu
mengamankan wilayah udara yurisdiksi
nasional dan mendukung pengamanan
perbatasan darat dan laut.

75%

80%

85%

85%

90%

2. Persentase penurunan pelanggaran hukum
wilayah udara yurisdiksi nasional.

5%

3%

2%

1%

Tergelarnya kekuatan darat, laut, dan udara yang
sinergis dan terintegrasi

- Persentse gelar kekuatan darat, laut, dan udara
yang sinergis dan terintegrasi.

75%

80%

85%

90%

95%

10.

Terwujudnya kerjasama pertahanan dengan negara
sahabat.

- Persentase kerjasama pertahanan yang
mengacu pada politik bebas aktif dan jati diri
sebagai negara maritim di forum internasional.

11%

22%

33%

44%

55%

11.

Keikutsertaan dalam pasukan perdamaian dunia di
berbagai kawasan sebagai wujud dalam menjaga
perdamaian dunia

- Persentase pengiriman pasukan perdamaian
dunia sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan, dalam rangka mewujudkan
keikutsertaan untuk menjaga perdamaian
dunia.

11%

16%

20%

24%

29%

12.

Diplomasi pertahanan yang mampu mendukung
kepentingan nasional

- Persentase kegiatan diplomasi pertahanan yang
mampu mendukung kepentingan nasional

20%

20%

20%

20%

20%
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13. Terwujudnya industri strategis nasional guna
mendukung kepentingan pertahanan

Persentase peningkatan pertumbuhan industri
strategis nasional di bidang Pertahanan

20%

20%

20%

20%

20%

14. Terwujudnya industri pertahanan dalam negeri
guna pemenuhan Alat Peralatan Pertahanan
(Alpalhan) dan mendukung produksi alat peralatan
yang menunjang perekonomian nasional.

persentase peningkatan pemenuhan Alutsista
dan Alpalhankam melalui pemberdayaan
industri pertahanan dalam negeri.

10%

21%

22%

23%

24%

15. Terwujudnya penguasaan teknologi dan kualitas
SDM untuk mendukung pengembangan Industri
Pertahanan.

Persentase kualitas SDM yang mampu
menguasai teknologi untuk mendukung
pengembangan industri pertahanan.

54%

55%

57%

60%

70%

16. Terbentuknya kader bela negara yang tangguh dalam
mendukung pertahanan negara.

Persentase kader bela negara yang terbentuk
di lingkungan pendidikan, pemukiman dan
pekerjaan yang memiliki kemampuan bela
negara

70%

80%

85%

90%

100%

17. Terwujudnya sistem pembinaan kesadaran bela
negara dengan melibatkan Kementerian/Lembaga
(K/L), Pemerintah Daerah dan komponen bangsa
lainnya

Persentase pembangunan sistem pembinaan
kesadaran bela negara dengan melibatkan K/L,
Pemda dan komponen bangsa lainnya.

30%

40%

50%

60%

70%

18. Terwujudnya SDM sebagai komponen pertahanan
negara dalam rangka mendukung sistem pertahanan
negara

Persentase SDM pertahanan negara yang telah
memilki kemampuan bela negara.

16%

30%

40%

50%

60%

1. KEMHAN

23,220.8

36,007.1

32,571.7

37,161.2

21,740.1

150,701.0

o1
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainya UO

Kemhan

528.9

780.1382

733.0

766.1

802.4

3,469.4

Sekretaris
Jenderal

Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan
akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat
di lingkungan UO. Kemhan.

- Persentase satker yg menerapkan manajemen
yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan
data yang terkini dan akurat di lingkungan UO
Kemhan
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1354 Pengelolaan sistem informasi pertahanan negara

232.7

202.7

216.8

238.4

261.1

1,151.7

Pusat Data

- Meningkatnya satuan kerja menerapkan teknologi
informasi yang handal, aman dan terintegrasi dalam
sistem informasi pertahanan negara.

dan Informasi

- Persentase satker Kemhan yang menerapkan
teknologi  informasi dan komunikasi yang
handal, aman dan terintegrasi dalam sistem
informasi pertahanan negara.

60%

70%

80%

90%

100%

232.7

202.7

216.8

238.4

261.1

1,151.7

1355 Pelayanan dan pembinaan keuangan pertahanan

2.3

9.9

10.9

12.0

13.2

48.3

Pusat Keuangan

- Meningkatnya pelaksanaan, pengendalian dan
pelaporan keuangan pertahanan yang berdasarkan
data yang terkini, terintegrasi, akuntabel dan tepat
waktu.

¥

1. Jumlah Laporan Keuangan sesuai dengan SAI
dan SAKPA yang diselesaikan tepat waktu.

28 dok

28 dok

28 dok

28 dok

28 dok

2.3

9.9

10.9

12.0

13.2

48.3

. Jumlah Laporan Keuangan yang diselesaikan
tepat waktu.

27 lap

27 lap

27 lap

27 lap

27 lap

0.5

6.8

7.5

8.3

32.3

1357 Pelayanan bantuan hukum pertahanan

6.6

7.7

8.0

8.2

8.7

39.3

Biro Hukum

Meningkatnya pelayanan bantuan hukum yang
akuntabel.

- Persentase penyelesaian perkara hukum.

100%

100%

100%

100%

100%

6.6

7.7

8.0

8.2

8.7

39.3

1358 Pelayanan rehabilitasi dan perumahsakitan

14.1

24.6

27.1

29.8

32.7

128.2

Pusat

1 Meningkatnya penyandang disabilitas Kemhan dan
TNI memperoleh pelayanan rehabilitasi hingga
mandiri .

Rehabilitasi

§ Persentase penyandang disabilitas Kemhan dan
TNI yang memperoleh rehabilitasi hingga
mandiri.

100%

100%

100%

100%

100%

14.1

24.6

27.1

29.8

32.7

128.2

1359 Dukungan pelayanan umum UO Kemhan

0.3

15.8

4.6

7.8

9.1

37.4

Biro Umum

- Tercapaiannya standar pelayanan prima dalam
bidang  pengamanan, kerumahtanggaan  dan
poliklinik.

1 Persentase pelayanan bidang Pengamanan,
kerumahtanggaan dan poliklinik yang sesuai
standar.

100%

100%

100%

100%

100%

0.3

15.8

4.6

7.8

9.1

37.4

2 Persentase jumlah pengadaan perbekalan dan
sarana perlengkapan perkantoran sesuai
dengan kebutuhan

3 Persentase BMN yang tercatat dalam sistem
secara tepat waktu dan akurat

1360 Duk peningkatan Sarpras aparatur UO Kemhan

90.0

145.0

78.9

83.7

88.6

486.2

- Terpenuhinya sarana dan prasarana dan
Terpenuhinya sarana, dan prasarana perbekalan dan
fasilitas bangunan U.O Kemhan sesuai kebutuhan,

- Persentase Sarpras dan bangunan yang telah
direnovasi sesuai dengan kebutuhan dan
standar mutu

34 paket

33 paket

16 paket

20 paket

24 paket

90.0

145.0

78.9

83.7

88.6

486.2
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1361 Dukungan p

binaan dan p lolaan pegawai UO. Kemhan

9.5

5.8

12.4

10.8

10.9

49.5

- Terwujudnya pegawai Kemhan yang memenuhi
kualifikasi dan kompetensi berdasarkan merit
system

Biro
Kepegawaian

- Persentase pegawai yang lulus uji kompetensi
dibidangnya

60%

65%

70%

75%

80%

9.5

5.8

12.4

10.8

10.9

49.5

1362 pukungan perencanaan dan penganggaran program kerja UO Kemhan

169.9

363.5

369.2

369.3

372.0

1,502.8

Biro
n

- Terwujudnya perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian program dan anggaran jangka pendek
dan menengah, penataan ketatalaksanaan dan
kelembagaan U.O Kemhan yang akurat, terintegrasi,
akuntabel, dan tepat waktu.

¥,

1. Persentase dokumen Satker/ Subsatker U.O
Kemhan dengan kualitas perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian anggaran baik

100%

100%

100%

100%

100%

98.2

344.8

349.2

349.1

353.2

1,494.4

Persentase dokumen Satker/ Subsatker U.O
Kemhan dengan penataan ketatalaksanaan dan
kelembagaan yang efektif dan efesien

100%

100%

100%

100%

100%

1.7

1.7

1.7

1.7

1.7

8.3

1363 Dukungan administrasi dan pelayanan Pimpinan UO Kemhan

1.2

1.2

1.3

1.5

1.8

6.9

- Terselenggaranya pelayanan tugas pimpinan dan tata
usaha kementerian yang sinergis, akuntabel dan
tepat waktu.

Biro Tata
Usaha

Persentase dukungan administrasi dan
- pelayanan tugas pimpinan yang diselesaikan
tepat waktu dan sesuai SOP.

100%

100%

100%

100%

100%

1.2

1.2

1.3

1.5

1.8

6.9

1365 Pelayanan komunikasi publik

24

4.0

3.7

4.7

4.3

19.1

Meningkatnya citra positif Kemhan/TNI di
masyarakat, dan forum internasional

Pusat
Komunikasi
Publik

FETSEIASE TESPONUETT yallg Puas (eI Iauap
Layanan Informasi Pertahanan Negara yang
dipublikasikan secara actual, akurat dan tepat
waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

2.4

4.0

3.7

4.7

4.3

19.1

02 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemhan

18,504.7

26,903.4

23,985.0

28,066.7

13,114.6

110,574.3

1. Terwujudnya sarana dan prasarana pertahanan yang
memenuhi kebutuhan dan standar mutu, sesuai
kemajuan IPTEK serta dikembangkan secara

- Persentase sarana dan prasarana pertahanan
yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu
sesuai kemajuan Iptek sereta dikembangkan
secara mandiri.

2. Meningkatnya Alutsista produksi dalam negeri

terpenuhi secara bertahap

Badan Sarana
Pertahanan

Persentase Alutsista produksi dalam negeri
terpenuhi secara bertahap.
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1366 Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

25.1

60.2

56.7

54.4

60.0

256.3

- Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara
Kemhan/TNI yang terkini, akurat, terintegrasi,
akuntabel dan tepat waktu.

- Jumlah aset (BMN Kemhan /TNI) yang tercatat
secara update dan tepat waktu

76%

78%

80%

81%

83%

25.1

60.2

56.7

54.4

60.0

256.3

Pusat Barang
Milik Negara

1367 Kelaikan sarana pertahanan

4.4

8.0

6.3

8.5

7.2

34.4

- Tersedianya sarana prasarana pertahanan yang
memenuhi standar mutu.

- Jumlah Alutsista/Non Alutsista serta kualifikasi
penyelenggara kelaikan militer yang lolos uji
(memenuhi standar mutu)

54 Paket

152 Paket

75 Paket

73 Paket

60 Paket

4.4

8.0

6.3

8.5

7.2

34.4

Pusat Kelaikan

1368 Kodifikasi materiil pertahanan

2.5

4.5

3.1

5.1

3.7

18.8

Tersusunya jumlah kode NSN yang terintegrasi
- secara nasional dan internasional dengan
dokumentasi yang akuntabel.

Pusat
Kodifikasi

4

1 Jumlah kodefikasi materiil pertahanan yang

terintegrasi secara nasional

2.400 item

2.400 item

2.400 item

2.400 item

2.400 item

1.5

2.5

2.1

3.1

2.0

11.2

Jumlah kodefikasi materiil pertahanan yang
terintegrasi secara internasional.

34.200 item

34.200 item

34.200 item

34.200 item

34.200 item

1.0

2.0

2.0

1.7

7.7

1369 Pengadaan jasa konstruksi pertahanan

498.1

1,545.0

847.6

900.9

494.7

4,286.3

- Terwujudnya pembangunan konstruksi kekuatan
pertahanan yang terintegrasi, tepat waktu dan
akuntabel.

Pusat
Konstruksi

- Jumlah bangunan konstruksi pertahanan yang
dibangun

1370 Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah

186.2

1,606.8

1,414.7

1,155.2

1,102.0

5,464.8

- Meningkatnya jumlah sarana prasarana pertahanan
wilayah perbatasan.

Jumlah sarana dan prasarana pertahanan
diwilayah perbatasan yang di bangun.

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

186.2

195.5

205.2

215.5

226.3

1,028.6

Pusat
Konstruksi

1371 Pengadaan ba

rang dan jasa militer

17,787.3

23,674.0920

21,652.2

25,937.6

11,441.4

100,492.6

1 Terwujudnya Alutsista dan peralatan pendukung
Alutsista serta alat kesehatan dalam rangka
pembangunan kekuatan pertahanan.

Pusat
Pengadaan

- Jumlah pengadaan Alutsista dan peralatan
pendukung Alutsista serta alat kesehatan
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1372 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan
Ranahan Kemhan

1.2

4.8

4.4

5.0

5.6

21.0

dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang
terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel
dan tepat waktu di lingkungan Badan Sarana

Pertahanan

1  Persentase perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pelaporan Satker dengan
kategori baik

100%

100%

100%

100%

100%

1.2

4.8

4.4

5.0

5.6

21.0

Sekretariat
Baranahan
Kemhan

Tingkat keselarasan perenca-naan dengan
penganggaran

Persentase Satker dengan capaian kegiatan
100%

4  Persentase Satker dengan pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu

03  Ppengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemhan

3.8

4.6

5.1

7.8

6.0

27.2

Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan kinerja
aparatur Kemhan yang bersih, akuntabel, efektif dan
efisien

v,

1. Opini Auditor Ekternal terhadap laporan
keuangan Kemhan dan TNI

2. Persentase Satker yang bebas dari temuan
material

Inspektorat
Jenderal
Kemhan

3 Persentase rekomendasi audit yang
ditindaklanjuti

4 Tingkat maturitas Sistim Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP)

1373 Dukungan manajemen & pelaksanaan tugas teknis lainnya Itjen

Kemhan

1.4

1.3

1.3

3.6

1.2

8.6

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang
terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel
dan tepat waktu di lingkungan Itjen Kemhan.

1  Persentase perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pelaporan Satker dengan
kategori baik

100%

100%

100%

100%

100%

1.3

3.6

1.2

8.6

Sekretariat
Inspektorat
Jenderal
Kemhan

2  Tingkat keselarasan perenca-naan dengan
penganggaran

3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan
100%

4  Persentase Satker dengan pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu

1374 Pengawasan umum Kemhan/TNI

0.6

0.9

1.1

1.1

1.2

4.78

Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur
Kemhan di bidang kelembagaan, SDM, dan peraturan
perundang-undangan.

- Persentase kegiatan bidang pengawasan umum
yang bebas temuan material

60%

65%

70%

75%

80%

0.2

0.2

0.2

0.2

1.0

1.8

Inspektorat
Umum
Kemhan
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Inspektorat

1375 Pengawasan pengadaan Kemhan/TNI 0.6 0.9 0.9 1.0 1.2 4.6
Pengadaan
- Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Kemhan
Kembhan di bidang pengadaan.
- Persentase kegiatan bidang pengawasan
pengadaan yang bebas temuan material 35% 30% 25% 20% 15% 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0
Inspektorat
1376 Pengawasan keuangan Kemhan/TNI 0.6 0.7 1.0 1.2 1.2 4.6 Keuangan
Kemhan
- Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur
Kemhan di bidang keuangan.
" pengawasan keuangan yang bebas temuan 35% 30% 25% 20% 15% 0.2 0.2 0.3 0.4 0.4 1.5
material
1377 Pengawasan logistik Kemhan/TNI 0.6 0.9 1.0 1.0 1.2 4.6 Inspektorat
- Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Logistik
Kemhan di bidang logistik. Kemhan
" |pengawasan logistik yang bebas temuan 30% 25% 20% 15% 10% 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 1.2
material
Badan
04 Penelitian dan pengembangan Kemhan 1,539.4 2,186.0 2,526.0 2,557.2 2,231.8 11,040.37 | pepelitian dan
- - Pengembangan
- Terwujudnya teknologi dan sumber daya pertahanan
sesuai kemajuan IPTEK dan mampu dikembangkan
secara mandiri.
- Persentase penerapan hasil produk Litbang
sesuai kemajuan Iptek dan mampu 54% 55% 57% 60% 70%
dikembangkan secara mandiri.
1378 Penelitian dan pengembangan strategi pertahanan 3.5 3.8 4.2 4.8 5.3 21.6 Pusat
peng 14 g1 p! . : - . ) " | Penelitian dan
- Tersusunnya pemetaan terhadap potensi ancaman, Pengembangan
gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik Strategi
nasional, regional maupun global. Pertahanan
- Jumlah rekomendasi terhadap potensi
ancaman, gangguan, hambatan, tantangan dan |6 rekomendasi|6 rekomendasi |6 rekomendasi |6 rekomendasi |6 rekomendasi 3.5 3.8 4.2 4.8 5.3 21.6
peluang baik nasional, regional dan global.
1379 Penelitian dan pengembangan alat peralatan pertahanan 41.6 49.0 69.5 71.5 101.2 332.8 Pusat
T TETWUUUIIya TIOUET UaTl] dtatl ProtUtIpe arat PETTatalr Penelitian dan
pertahanan matra darat, matra laut dan matra udara Pengembangan
yang sesuai kemajuan IPTEK dan mampu Alat Peralatan
Hu._ Fhtielir Rroaer Rt et ProTOTIPE aTat Pertahanan
peralatan matra darat, laut dan udara yang
sesuai kemajuan Iptek dan mampu 6 prototipe 6 prototipe 8 prototipe 6 prototipe 3 prototipe 41.6 49.0 69.5 71.5 101.2 332.8
dikembangkan secara mandiri menjadi produk
1380 Penelitian dan pengembangan IPTEK pertahanan 1,290.2 2,126.6 2,444.9 2,474.7 2,118.1 | 10,454.5 Pusat
Penelitian dan
" Terwujudnya inovasi teknologi dan model alat Pengembangan
peralatan pertahanan yang sesuai kemajuan IPTEK Ilmu
serta mampu dijadikan prototipe. Pengetahuan
o Felarobosi
h Jumlah rekomendasi inovasi teknologi dan 10 Pertahanan
model alat pertahanan yang sesuai kemajuan |7 rekomendasi rekomendasi 8 rekomendasi | 8 rekomendasi | 9 rekomendasi 1,290.2 2,126.6 2,444.9 2,474.7 2,118.1 10,454.5

IPTEK serta mampu dijadikan prototipe.
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1381 Penelitian dan pengembangan sumber daya pertahanan

Pusat

sesuai jabatan

202.3 3.2 3.9 4.5 5.0 218.8 s
Penelitian dan
- Tersusunnya pemetaan sumber daya pertahanan Pengembangan
yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan Sumber Daya
sesuai kemajuan IPTEK. Pertahanan
" Jumlah rekomendasi sumber daya pertahanan
yang mampu memenuhi kebutuhan pertahanan |7 rekomendasi| 6 rekomendasi | 6 rekomendasi | 6 rekomendasi | 6 rekomendasi 202.3 3.2 3.9 4.5 5.0 218.8
sesuai kemajuan IPTEK.
1382 Dule j dan pelak ¢ telnis lain, Sekretariat
an manajamen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya .
g P e 4 1.9 3.4 3.5 17 2.2 12.7| Balitbang
Balitbang Kemhan
Kemhan
- Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang
terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel
dan tepat waktu di lingkungan Balitbang Kemhan.
1  Persentase perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pelaporan Satker dengan 100% 100% 100% 100% 100% 1.9 3.4 3.5 1.7 2.2 12.7
lzat. i hail
2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan
penganggaran
Persentase Satker dengan capaian kegiatan
3 100%
Persentase Satker dengan pelaksanaan
4 kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu
05 Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kemhan 1149 322.2 63.1 67.6 75.0 642.8 Badan
- Tersedianya lulusan pendidikan dan pelatihan Pendidikan
Kemhan/TNI memenuhi standar mutu. dan Pelatihan
- Persentase peserta diklat yang lulus standar
fessional lifikasi
WEE yang pro Nmm_osm dengan kua ifikasi 80% 85% 90% 03% 96%
Baik/memuaskan” dan mampu menjawab
tantangan tugas
didikan dan pelatihan bah; Pusat
1383 Pen an dan pelatihan bahasa 9.0 10.2 11.2 12.3 13.5 56.2 Pendidikan
- dan Pelatihan
Tersedianya lulusan yang memiliki kemampuan dan Bahasa
keterampilan berbahsa.
- Persentase peserta diklat yang memenuhi
standar kompetensi guna mendukung 80% 83% 86% 89% 92% 9.0 10.2 11.2 12.3 13.5 56.2
pelaksanaan tugas kedinasan
Pendidikan dan latih: j rtah 5 Pusat
1384 Pen an dan latihan manajemen pertahanan 8.2 9.0 9.9 10.9 12.0 0.0 Pendidikan
- Tersedianya lulusan yang mampu menjawab dan m&m:wms
tantangan tugas di bidang manajemen pertahanan. Manajemen
- Manajemen Pertahanan sesuai standar, guna Pertahanan
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 80% 83% 86% 89% 92% 8.2 9.0 9.9 10.9 12.0 50.0
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1385 Pendidikan pelatihan teknis fungsional dan pertahanan 6.9 7.6 8.4 9.2 10.1 42.3 Pusat
- X Pendidikan
©  Tersedianya Ilulusan yang mampu menjawab dan Pelatihan
tantangan tugas di bidang fungsional pertahanan. Teknis
- Persentase peningkatan kompetensi lulusan Fungsional
Tekfunghan yang sesuai standar, guna 80% 83% 86% 89% 92% 6.9 7.6 8.4 9.2 10.1 4p.3 | Pertahanan
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
sesuai jabatan
1386 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Pertahanan 88.1 292.5 30.4 31.6 35.5 478.1 | Universitas
" Tersedianya lulusan pendidikan tinggi bidang Pertahanan
pertahanan  sesuai  standar  nasional dan
internasional
- Persentase peningkatan kompetensi lulusan
Universitas Pertahanan (Unhan) sesuai standar 80% 83% 86% 89% 92% 88.1 292.5 30.4 31.6 35.5 478.1
nasional dan internasional
Sekretariat
1387 Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bela Negara 2.7 2.9 3.2 3.5 3.9 16.2 Badiklat
- Tersedianya lulusan yang memiliki sikap dan Kemhan
perilaku yang berjiwa nasionalisme dan patriotisme
guna menjalankan hak dan kewajiban Bela Negara
- Persentase Peningkatan kompetensi lulusan
diklat Bela Negar yang berjiwa nasionalisme
dan patriotisme sesuai dengan nilai nilai dasar 100% 100% 100% 100% 2.7 2.9 3.2 3.5 3.9 16.2
Bela Negara
1550 Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badiklat
Kemhan
- Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran
pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat
waktu dan mampu memenuhi kebutuhan.
- Persentase perencanaan dan penganggaran
pertahanan negara yang terintegrasi, akuntable
dan tepat waktu.
) Direktorat
06 Strategi Pertahanan 49.0 64.4 67.8 67.0 69.5 317.7 Jenderal
- Terwujudnya kebijakan strategi pertahanan negara Strategi
Pertahanan

yang terintegrasi dalam menghadapi ancaman,
gangguan, hambatan, tantangan dan peluang baik
nasional, regional dan global.

Jumlah kebijakan pertahanan negara yang
mampu memenuhi kebutuhan nasional dan
tantangan global serta diimplementasikan
secara sinergis lintas sektor.
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Direkt
1388 Analisis Strategis 7.1 9.4 0.7 8.7 2.6 44,5 | Direktorat
Analisa
" Tersusunya prediksi ancaman, gangguan, hambatan, Strategis
tantangan dan peluang baik nasional, regional
maupun global secara tepat waktu dengan data yang
terkini dan akurat.
) Jumlah produk Analisa Strategis yang
dimanfaatkan/dijadikan dasar 16 kajian 11 kajian 8 kajian 6 kajian 7 kajian 7.1 9.4 9.7 8.7 9.6 44.5
kebijakan/ditindaklanjuti
1389 Perumusan kebijakan strategis dan kebijakan implementatif 6.7 6.5 7.1 6.0 6.9 33.2 | Direktorat
Kebijakan
" Tersusunnya kelengkapan kebijakan pertahanan mnqhﬂm gis
negara yang mampu memenuhi kebutuhan nasional
dan tantangan global serta diimpliementasikan
secara sinergis lintas sektor.
1. Jumlah Kebijakan Strategis yang
diimplementasikan 13 dokumen 13 dokumen 9 dokumen 7 dokumen 9 dokumen 4.2 6.5 7.1 6.0 6.9 30.7
1390 Kerjasama Internasional 12.6 15.5 17.2 17.9 18.8 81.9 | Direktorat
Kerjasama
- Terwujudnya Keberhasilan pencapaian kepentingan Internasional
nasional dalam bidang pertahanan di forum
internasional.
© Jumlah Kerj bid: tah d
i crjasama ang pertahanan dengan 22 negara 22 negara 22 negara 22 negara 22 negara 12.6 15.5 17.2 17.9 18.8 81.9
negara sahabat.
1391 Perumusan kebijakan pengerahan komponen Pertahanan Negara 6.3 7.8 8.0 8.3 8.1 38.4 Direktorat
B Pengerahan
Tersusunnya rumusan kebijakan pengerahan
komponen pertahanan negara dalam menghadapi
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik
nasional, regional maupun global secara terintegrasi.
1. Jumlah kebijakan pengerahan komponen
pertahanan negara yang diimplementasikan 8 dokumen 8 dokumen 5 dokumen 4 dokumen 5 dokumen 2.8 3.6 5.1 3.2 5.0 19.7
1392 Perumusan hukum strategi pertahanan negara 9.3 10.6 10.0 8.7 7.0 45.6 Direktorat
- Tersusunnya peraturan perundang-undangan bidang mcw:B.
pertahanan negara. _ mz,mﬁmmu
1. i
Jumlah peraturan perundang-undangan bidang 12 RUU 20 RUU 12 RUU 7 RUU 6 RUU 5.8 8.3 8.6 6.4 5.5 34.5
pertahanan negara yang ditindaklanjuti
1393 Pengelolaan wilayah pertahanan 4.8 10.4 11.5 12.4 13.6 52.8 Direktorat
- Terwujudnya wilayah pertahanan yang memiliki Wilayah
batas yang jelas, tata ruang serta survey dan Pertahanan
pemetaan yang terintegrasi, akuntabel, dan terkini
"I.  Persentase penanganan batas wilayah dengan
data batas tata ruang dan survei pemetaan yang 3 kajian 13 kajian 7 kajian 7 kajian 7 kajian 0.8 5.0 1.9 1.9 2.1 11.7

terintegrasi dan terkini
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1394

Duk manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Ditjen Strahan

Kemhan

2.2

4.4

5.0

5.5

21.3

Sekretariat
Ditjen Srahan
Kemhan

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang
terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel
dan tepat waktu di lingkungan Strahan Kemhan.

1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pelaporan Satker dengan
kategori baik

100%

100%

100%

100%

100%

2.2

4.4

5.0

5.5

21.3

2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan
penganggaran

Persentase Satker dengan capaian kegiatan
100%

4 Persentase Satker dengan pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu

07 Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan

18.9

24.8

23.4

25.7

28.9

121.8

Terwujudnya perencanaan umum dan penganggaran
pertahanan yang terintegrasi, akuntabel, tepat
waktu dan mampu memenuhi kebutuhan.

Direktorat
Jenderal
Perencanaan
Pertahanan

Persentase perencanaan dan penganggaran
pertahanan negara yang terintegrasi, akuntable
dan tepat waktu.

1395 Administrasi Pelaksanaan Anggaran

1.5

2.0

2.2

2.4

10.1

Tersusunnya administrasi pelaksanaan anggaran
yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.

v

1. Prosentase penyelesaian dokumen pelaksanaan
anggaran yang terintegrasi dan tepat waktu

Direktorat
Administrasi
Pelaksanaan

Anggaran

2. Persentase penyelesaian administrasi
pengadaan Alutsista melalui fasilitas pinjaman
dalam negeri dan luar negeri yang tepat waktu

13 wilayah

13 wilayah

13 wilayah

13 wilayah

13 wilayah

0.4

0.5

0.5

0.5

0.6

2.5

3. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan anggaran
terpusat LTGA/BMP

4 Lap

4 Lap

4 Lap

4 Lap

4 Lap

0.4

0.6

0.6

0.7

0.7

3.0

4. Jumlah Evaluasi Pelaksanaan anggaran
Ditminlakgar

3 Lap

3 Lap

3 Lap

3 Lap

3 Lap

0.2

0.2

0.2

0.3

0.3

1.1

5. Jumlah Kompilasi Data Intake TNI di
Lingkungan Kemhan dan TNI

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

1 Lap

0.2

0.3

0.3

0.4

0.3

1.5

6. Jumlah Peraturan Dirjen yang disusun

2 peraturan

2 peraturan

2 peraturan

2 peraturan

2 peraturan

0.3

0.4

0.4

0.5

0.5

2.2

1397 Pengendalian Program dan Anggaran

4.7

4.3

4.4

4.3

4.7

22.4

Tersusunya pemetaan faktor keberhasilan dan
ketidakberhasilan Unit Organisasi dalam
pelaksanaan program dan anggaran

v

1. Jumlah Unit Organisasi yang dinilai berhasil
dalam pelaksanaan program dan anggaran

5U.0

u.0

u.o

5
u.0

5
u.0

1.7

1.7

1.7

1.8

8.5

Direktorat
Pengendalian
Program dan

Anggaran

2. Jumlah Peraturan Menteri Pertahanan dan
peraturan Dirjen Renhan Kemhan yang

5 dok

5 dok

5 dok

5 dok

5 dok

1.4

0.9

1.0

0.8

5.1

3. Jumlah wilayah yang menerima Bimbingan
Teknis penyusunan LAKIP

7 wilayah

7 wilayah

7 wilayah

7 wilayah

7 wilayah

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

1.7

4. Jumlah Unit Organisasi yang menerima
pelatihan Monev

5UO.

5UO.

5UO.

5UO.

5 UO.

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3
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5. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentang

Rencana penyusunan RKA PNBP 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah 9 wilayah 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 1.3
6. Jumlah kegiatan administrasi dalam rangka
penyusunan PNBP 5U0. 500. 5U0. 5U0. 500. 09 09 09 09 09 43
1398 Perencanaan Pembangunan Pertahanan 5.0 6.6 7.3 8.0 8.8 35.6 | Direktorat
i Perencanaan
Tersusunnya perencanaan pembangunan Pembangunan
pertahanan jangka menengah dan jangka pendek Pertahanan
yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu.
. Persentase dokumen perencanaan jangka
menengah dan jangka pendek yang diselesaikan|  100% 100% 100% 100% 100% 0.8 19 21 23 2.5 9.6
tepat waktu.
". Bahan pidato kenegaraan Presiden RI
‘“W. X
%HWN Peraturan Menterl Pertahanan YA 3 pe venban | 1 Permenhan | 2 Permenhan | 3 Permenhan | 4 Permentan 05 03 0.3 03 0.4 18
4, Jumlah Keputusan Menteri Pertahanan yang
disusun (renbang) 1 Kepmenhan | 3 Kepmenhan | 3 Kepmenhan | 3 Kepmenhan | 5 Kepmenhan 0.2 0.3 0.3 0.4 0.4 1.5
5. Jumlah Peraturan Dirjen Renhan yang disusun 2 Perdirjen N . . . 03 . . ) . 03
', Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi| 13 wilayah . - - . 0.4 . . . . 0.4
7. Jumlah wilayah yang menerima bimnis| 13 wilayah - - - - 0.4 0.5 0.5 0.6 0.7 2.7
8. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentang| 20 wilayah | 20wilayah | 20wilayah | 20wilayah | 20 wilayah 08 0.9 1.0 1.1 1.2 48
9, Penyelenggaraan Rapim Kemhan (sismet) 1 giat - - - - 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4
0. Jumlah Bvaluasi pelaksanaan evaluasi Renja| 1 dokumen - - - - 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
1. Jumlah kegiatan Workshop Defense Strategy
Plan Mapping and workshop Kemhan data 5 giat ) ) ) N 06 ; B - - 0.6
management using Focis
2. Laporan kegiatan Litbanghan 1lap 1lap 1lap 1lap 1lap 0.1 04 04 0.5 0.5 1.9
3. Penyerasian proposal kegiatan Litbanghan 1lap 1lap 1lap 1lap 1lap 0.1 0.2 0.2 0.2 0.3 1.0
4. Rakor Litbenghan 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 1 giat 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 15
'15. Road Map Litbanghan 1 Peraturan - - - - 0.1 - - - - 0.1
6. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi
Permenhan tentang Litbanghan dan Asnik| 8 wilayah - - - - 0.2 - - - - 0.2
Litbanghan
17. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi - 13wilayah | 13wilayah | 13wilayah | 13wilayah 0.0 0.5 0.5 0.6 0.7 23
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1399 Pr dan A 6.0 7.5 8.3 9.1 10.9 41.8 Direktorat
z : Perencanaan
Tersusunya hasil perencanaan program dan
. R Program dan
anggaran tahunan unit organisasi Kemhan, Mabes A
TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang terintegrasi, nggaran
akuntabel dan tepat waktu.
"I.  Persentase dokumen rencana kerja dan
anggaran (RKA) dan DIPA yang diselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 6.9
tepat waktu.
"2, Jumlah Ped P P d
umia cdoman Perencanaan Program dan| g qolumen | 19 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 19 dokumen 2.0 2.2 2.7 3.0 4.1 14.0
Anggaran yang disusun
"3. Jumlah kegiatan Bimbingan Teknis Revisi . . . . . . -
‘Anggaran yang dilaksanakan 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat 4 giat o. o. 0.8 0.9 1.0 4.0
"4, Jumlah wilayah yang menerima Monev tentang
Standar Biaya Khusus Bidang Hukum, Anggaran Havah davah tavah Havah s
Belanja Pegawai dan Belanja Ops Kemhan dan - 13 wilayal 13 wilaya 13 wilayal 13 wilayal - 0.4 0.4 0.5 o. 1.8
TNI serta PNBP 4
75.7 Jumlah wilayah yang menerima Monev tentang
Anggaran Belanja Pegawai dan Belanja Ops - 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah 13 wilayah - 0.4 0.4 0.5 0.5 1.8
Kemhan TNI
6. Jumlah Evaluasi Program dan Anggaran yang 4 lap 4 lap 4 lap 4 lap 4 lap 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 2.7
disusun
7 mwﬂ,ﬁﬂ Evaluasi RKA-KL/DIPA Revisi yang 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.3
"8.  Jumlah Kegiatan Bimbingan Teeknis RKA KL
yang dilaksanakan 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 0.7 1.0 0.9 0.9 1.0 4.6
9. Sumbangan Bahan Nota Keuangan 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.6
10. Jumlah Peraturan Dirjen yang disusun 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen 1 Perdirjen 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1
"11. Jumlah wilayah yang menerima Monev tentang
1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 1 Wilayah 0.1 0.1 0.1 0.1 0.4
Indhan
"127 Jumlah wilayah i M tent
uman wilayah yang menerima Vonev tentang - 3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah 3 Wilayah - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.5
Pamtas dan Pamrahwan
"13. Review Baseline RKA KL Kemhan dan TNI yang
di 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.9
isusun
"14. Arsitektur dan informasi kinerja yang disusun 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 0.9
"15. Penataan ulang Satker dan penetapan akun
satker daerah 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 1 lap 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 1.3
1400 “u r ; wanpera Tagas TAINNYa DICyen 1.7 4.5 1.5 2.0 2.2 11.8 Sekretariat
- Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang
terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel
dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Renhan
Kemhan.
1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pelaporan Satker dengan 12 bin 12 bln 12 bin 12 bln 12 bln 1.7 4.5 1.5 2.0 2.2 11.8
kategori baik
2  Tingkat keselarasan perenca-naan dengan
penganggaran
Persentase Satker dengan capaian kegiatan
3 100%
4 Persentase Satker dengan pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu
8 knologi dan industri pertahanan 2,100.0 5,109.3 4,703.8 5,089.5 4,597.4 21,600.0
- Terpenuhinya jumlah kebutuhan Alutsista Produksi
dalam Negeri secara bertahap dan terwujudnya hasil
pengembangan teknologi (First Article) Alpalhankam
- Persentasi pemenuhan kebutuhan Alutsista
Produksi dalam Negeri secara bertahap dan
terwujudnya hasil pengembangan teknologi
(First Article) Alpalhankam
1401 -\ne“—:hn T aara aar penar * 2,100.0 5,109.3 4,703.8 5,089.5 4,597.4 21,600.0
- Meningkatnya jumlah kebutuhan Alutsista produksi
dalam negeri terpenuhi secara bertahap
- Jumlah Alutsista yang diadakan dari industri
dalam negeri
a. Rupiah Murni (RM) 35 Paket 600.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 6,600.0
b. Pinjaman Dalam Negeri (PDN) 60 Paket 1,500.0 3,609.3 3,203.8 3,589.5 3,097.4 15,000.0

Meningkatnya kemandirian Alutsista TNI produksi
dalam negeri dan pengembangan Pinak Indhan.

- Jumlah pengadan Alutsista produksi dalam
negeri.
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09 Potensi Pertahanan

293.9

445.8

336.5

382.8

687.1

2,146.2

CUTTSETUr U A Syarakat; SUneT daya alaiiy vt dan

arana/nrasarana.nasinnal. berdavasuna.secara.

Direktorat
Jenderal

Potensi

- Persentase kebijakan pemberdayaan
masyarakat dan sumber daya alam/buatan dan
sarana/prasarana nasional yang mendukung
pertahanan Negara.

1402 Pembinaan keveteranan

9.6

124

12.6

11.7

57.9

Direktorat

Terwujudnya komunikasi sosial, pelayanan serta
pendataan dan dokumentasi Keveteranan RI yang
akuntabel dan tepat waktu.

Veteran

"I Persentase Veteran RI yang memperoleh

pelayanan secara akuntabel dan tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

2. Jumlah kebijakan keveteranan RI.

4 Jak

4 Jak

4 Jak

4 Jak

4 Jak

0.6

0.2

0.2

0.3

0.3

1.6

3. Jumlah wilayah yang menerima
sosialisasi/bimnis meliputi UU Nomor 15 tahun
2012, bimnis penyelesaian administrasi hak-hak
veteran, bimnis dan verifikasi pendataan
veteran RI

12 wilayah

12 wilayah

12 wilayah

12 wilayah

12 wilayah

9.0

12.2

12.4

11.3

11.4

56.3

1403 Pembinaan kesadaran bela negara

66.5

14.6

16.0

17.4

184

132.9

Direktorat

Terwujudnya penerapan nilai-nilai bela negara pada
pada lingkup pendidikan, masyarakat dan pekerjaan.

V.

1. Jumlah wilayah yang
pembentukan kader bela negara.

melaksanakan

47 Wil

48.0

48.0

2. Jumlah buku pedoman penataan dan pembinaan
kesadaran bela negara

2 ped

1 ped

1 ped

1 ped

1 ped

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

1.5

3. Jumlah wilayah yang menerima bimnis,
aktualisasi, implementasi, revitalisasi
pembinaan kesadaran bela negara

16 daerah

27 daerah

26 daerah

26 daerah

26 daerah

17.3

14.3

15.7

17.1

18.1

82.5

4. Jumlah FGD dengan negara sahabat

2 negara

0.9

0.9

1404 Pembentukan

dan pembinaan komponen cadangan

13.3

9.5

12.0

65.3

191.9

291.9

- Terbentuknya komponen cadangan sesuai postur
pertahanan.

Direktorat
Komponen
Cadangan

¥

1.  Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaan
komponen cadangan.

22 wilayah

11.4

11.4

¥,

2. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi
tentang pengelolaan SDN untuk Hanneg yang
dilaksanakan

25 wilayah

27 wilayah

33 wilayah

33 wilayah

8.1

10.5

11.9

42.4

3. Jumlah kebijakan pembentukan dan pembinaan
komponen cadangan

4 kebijakan

9 kebijakan

7 kebijakan

1.9

1.4

4.8

4. Jumlah komponen cadangan yang dibentuk

1.000 orang

3.000 orang

53.4

162.0

215.4

5. Pembinaan lanjutan komponen cadangan

1.000 orang

18.0

18.0

1405 Penataan dan

pembinaan komponen pendukung

10.7

7.2

7.3

7.8

8.4

41.3

- Tertata dan terbinanya komponen pendukung secara
terintegrasi.

Direktorat
Komponen
Pendukung
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1. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi
komponen pendukung meliputi bidang SDM,
SDAB dan Sarpras nasional

13 wilayah

12 wilayah

11 wilayah

10 wilayah

10 wilayah

4.5

3.7

2.0

3.7

4.6

18.6

2. Jumlah kebijakan penataan dan pembinaan
komponen pendukung

11 kebijakan

10 kebijakan

17 kebijakan

11 kebijakan

3 kebijakan

1.6

2.0

3.7

2.4

2.0

11.6

3. Jumlah wilayah yang dilaksanakan pendataan
meliputi bidang SDM, SDAB dan Sarpras
nasional

15 wilayah

16 wilayah

18 wilayah

15 wilayah

10 wilayah

1.3

1.4

1.9

7.9

4. Jumlah kebijakan pengembangan sistem
pertahanan siber

3 kebijakan

0.6

0.6

5. Jumlah kerjasama nasional dan internasional
pertahanan siber

3 paket

1.5

6. Jumlah wilayah yang menerima sosialisasi dan
bimnis pertahanan siber

13 Kodam

1.3

1406 Pembinaan potensi teknologi dan industri pertahanan

192.2

335.7

222.5

214.3

386.0

1,350.6

Tersedianya teknologi industri pertahanan sesuai
kebutuhan pengguna yang mengikuti perkembangan
kemajuan IPTEK yang diupayakan dapat

1. Jumlah kebijakan pengembangan industri
pertahanan sesuai kemajuan Iptek yang
dikembangkan secara mandiri.

7 kebijakan

8.9

7.2

7.5

8.5

Direktorat
Teknologi dan
Industri
Pertahanan

2. Persentase pemenuhan kebutuhan Operasional
KKIP

100%

100%

100%

100%

62.8

62.8

62.8

66.5

254.9

Jumlah pedoman penataan dan pembinaan
teknologi dan industri pertahanan

4 ped

3 ped

3 ped

3 ped

3 ped

1.4

0.8

0.8

0.8

0.8

4.4

¥,

4. Jumlah pelaksanaan TOT meliputi penguasaan

teknologi kapal selam, Rudal C-705, medium
tank dan PTTA mision sistem

4 paket

3 paket

4 paket

3 paket

2 paket

180.9

264.9

151.4

142.6

310.2

1,050.0

Kemhan

1407 Duk manajemen dan pe

1.7

3.7

3.4

3.6

4.2

Sekretariat

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang
terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel
dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan
Kemhan.

1 Persentase perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pelaporan Satker dengan
kategori baik

100%

100%

100%

100%

100%

1.7

3.7

3.4

3.6

4.2

16.5

2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan

penganggaran

3 Persentase Satker dengan capaian kegiatan
100%

4  Persentase Satker dengan pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu

10. Kekuatan Pertahanan

64.3

126.6

120.5

122.6

118.3

552.3

Terwujudnya kebijakan kekuatan pertahanan negara
yang mampu mengidentifikasi, menangkal, menindak
ancaman secara terintegrasi dan tepat waktu.

.

1. Jumlah kebijakan dibidang kekuatan
pertahanan yang mampu mengidentifikasi,
menangkal, menindak ancaman secara
terintegrasi dan tepat waktu.

Direktorat
Jenderal
Kekuatan
Pertahanan
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1408 Pembinaan Fasilitas dan Jasa Pertahanan

4.9

92.0

91.1

90.9

90.8

369.6

Direktorat

- Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam
pengembangan sisem pertahanan negara di bidang
fasilitas dan jasa.

Fasilitas dan
Jasa

v

1.

Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidang
fasilitas dan jasa dengan pemetaan yang terkini
dan akurat.

8 Naskah

6 Naskah

2 Naskah

3 Naskah

0.7

0.9

0.2

0.4

2.2

¥

2.

Jumlah Peraturan tentang pembinaan fasilitas
dan jasa pertahanan yang disosialisasikan

9 Peraturan

7 Peraturan

6 Peraturan

5 Peraturan

3 Peraturan

0.8

1.8

1.3

0.4

5.2

¥,

3.

Jumlah laporan tentang verifikasi, coklit,
herregistrasi, monitoring dan evaluasi, rapat,
pengembangan Jarsiskomta, Roadmap dan
pemetaan

22 Laporan

19 Laporan

18 Laporan

19 Laporan

20 laporan

3.1

89.1

89.6

89.5

90.3

361.6

Jumlah dokumen MoU, PKS dan Kajian bidang
fasilitas dan jasa

3 Dokumen

5 Dokumen

0 Dokumen

0 Dokumen

1 Dokumen

0.2

0.3

0.6

1409 Pembinaan kesehatan pertahanan

18.3

12.7

14.2

108.2

Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam
pengembangan sistem pertahanan negara di bidang
kesehatan.

Direktorat
Kesehatan

V.

1.

Jumlah kebijakan pertahanan negara di bidang
kesehatan dengan pemetaan yang terkini dan
akurat.

2 Naskah

6 Naskah

8 Naskah

5 Naskah

5 Naskah

0.24

0.72

1.12

0.73

0.79

3.60

Jumlah Peraturan tentang kesehatan yang
disosialisasikan

9 Peraturan

8 Peraturan

10 Peraturan

9 Peraturan

7 Peraturan

0.94

6.18

1.39

1.59

1.31

11.41

Jumlah laporan tentang Rapat, Sosialisasi,
Inventarisasi, Bimtek, Pendataan, Bimnis dan
Bangpuan, Verifikasi, Workshop, Roadmap dan
Supervisi serta Bhakti Kesehatan

15 Laporan

15 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

10 Laporan

1.81

9.75

10.05

11.16

12.10

44.87

N

Jumlah dokumen MoU, PKS, Kajian dan Naskah
Akademis bidang Kesehatan

5 Dokumen

9 Dokumen

1 Dokumen

2 Dokumen

0 Dokumen

0.32

2.77

Jumlah pengadaan Alkes Cellcure Cellular

1 Unit

30.00

30.00

Jumlah kegiatan penyelenggaraan International
Congress Military Medicine (ICMM)

1 Giat

15.00

15.00

Jumlah kegiatan penyelenggaraan Sail Bahari

1 Giat

0.35

0.35

1410 Pembinaan materiil pertahanan

4.0

12.5

13.9

14.7

10.6

55.712

- Tersususnnya kebijakan dan implementasinya dalam
pengembangan sistem pertahanan negara di bidang
materiil.

Direktorat
Materiil

¥

1.

Jumlah kebijakan di bidang materiil pertahanan
dengan pemetaan yang terkini dan akurat.

10 Naskah

5 Naskah

6 Naskah

7 Naskah

2 Naskah

1.17

1.05

1.25

1.80

0.65

5.92

1/

2.

Jumlah Peraturan tentang materiil yang
disosialisasikan

4 Peraturan

16 Peraturan

11 Peraturan

10 Peraturan

9 Peraturan

0.56

4.10

4.15

7.57

3.93

20.31

¥,

3.

Jumlah laporan tentang Rapat, Inventarisasi,
Monitoring, Verifikasi, Evaluasi, Workshop, FGD,
Studi Kelayakan, Akselerasi dan Roadmap

10 Laporan

13 Laporan

13 Laporan

11 Laporan

12 Laporan

1.96

6.53

6.69

3.33

3.85

22.36

¥

4.

Jumlah dokumen MoU, PKS dan Kajian bidang
Materiil

3 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

4 Dokumen

0.31

0.82

1.81

2.00

2.17

7.11
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1412 Pembinaan personel/sumber daya manusia pertahanan

2.2

2.0

1.5

1.7

1.3

8.8

Tersusunnya kebijakan dan implementasinya dalam
pengembangan sistem pertahanan negara di bidang
SDM.

Direktorat
Sumber Daya
Manusia

¥,

1.

Jumlah kebijakan bidang SDM komponen
utama dipetakan yang terkini dan akurat.

4 Naskah

1 Naskah

1 Naskah

2 Naskah

2 Naskah

0.6

0.3

0.1

0.2

0.2

1.4

Jumlah Peraturan tentang SDM pertahanan
yang disosialisasikan

3 Peraturan

3 Peraturan

5 Peraturan

3 Peraturan

3 Peraturan

0.3

0.5

0.7

0.7

3.1

Jumlah laporan tentang Rapat, Pendidikan,
Evaluasi, Pembekalan, FGD, Roadmap, dan

Sunervisi

7 Laporan

4 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

2 Laporan

0.8

0.8

0.4

0.8

0.4

3.3

Jumlah dokumen MoU, PKS, Kajian dan Naskah
Akademis bidang SDM

5 Dokumen

1 Dokumen

0.3

0.4

0.7

Jumlah kegiatan penyelenggaraan Sail Bahari

1 Giat

0.2

0.2

Jumlah kegiatan Hari Nusantara

1 Giat

0.1

0.1

1413 ungan mas
K

than Ke

4.2

1.7

1.4

1.4

1.4

10.1

Sekretariat

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang
terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel
dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan
Kemhan.

1

Persentase perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pelaporan Satker dengan
kategori baik

100%

100%

100%

100%

100%

4.2

1.4

1.4

10.0

Tingkat keselarasan perenca-naan dengan
penganggaran

Persentase Satker dengan capaian kegiatan
100%

Persentase Satker dengan pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu

27 Pembinaan Instalasi Strategis Nasional

3.0

40.0

7.5

8.3

9.1

67.8

Terwljudnya pengelolanan, pemelinaraarn,

pnengembangan. dan keriasama kawasan_istalasi

Bainstranas
Kemhan

Persentase sarana dan prasarana pertahanan
yang memenuhi kebutuhan dan standar mutu
sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembang-
kan secara mandiri

80%

80%

80%

80%

80%

Persentase Pengembangan dan Kerjasama
Kawasan yang terintegrasi

5364 Pembinaan Pengamanan dan Pemeliharaan

1.5

23.5

4.6

5.2

5.2

40.0

Terwujudnya pengamanan dan pemeliharaan
kawasan istalasi strategis nasional di Sentul.

Pusat Pamhar
Bainstranas
Kemhan

Persentase pengamanan dan ketertiban yang
Kondusif, terpeliharanya sarana dan prasarana
kawasan serta Pengelolaan keprotokolan di
kawasan instalasi strategis nasional di Sentul

30%

30%

30%

30%

30%

1.5

23.5

4.6

5.2

5.2

40.0
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5365 Pembinaan Pengembangan dan Kerjasama

0.9

1.6

1.6

1.7

7.3

Terwujudnya pengembangan dan kerjasama kawasan
istalasi strategis nasional di Sentul.

Pusat Kerma
Bainstranas
Kemhan

- Persentase pengembangan dan kerja sama
antar Kementerian/Lembaga di kawasan
Instalasi Strategis Nasional di Sentul yang
memenuhi standar sesuai tuntutan tugas

60%

60%

60%

60%

60%

0.9

1.6

1.6

1.7

7.3

5366 Dukungan Ma:

najemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

0.6

15.0

1.3

1.4

1.5

19.9

Seluruh perencanaan, pelaksanaan, pengendalian
dan pelaporan dilaksanakan berdasarkan data yang
terkini dan akurat secara terintegritas, akuntabel
dan tepat waktu di lingkungan Ditjen Pothan
Kemhan.

Sekretariat
Bainstranas
Kemhan

1  Persentase perencanaan, pelaksanaan,
pengendalian dan pelaporan Satker dengan
kategori baik

100%

100%

100%

100%

100%

0.6

15.0

1.3

1.4

1.5

19.9

2 Tingkat keselarasan perenca-naan dengan
penganggaran

Persentase Satker dengan capaian kegiatan
3 100%

4 Persentase Satker dengan pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan anggaran tepat waktu

II.

MABES TNI

7,476.6

7,290.5

9,622.7

11,759.0

12,441.9

48,590.7

11.

Penggunaan kekuatan pertahanan integratif

65%

8%

9%

9%

9%

1,889.4

2,314.1

3,077.2

3,636.7

3,745.9

14,663.3

Terwujudnya kedaulatan negara, keutuhan wilayah
NKRI dan keselamatan bangsa dari ancaman nyata.

- Persentase pencapaian tugas TNI sesuai
prediksi ancaman TNIL

1414 Operasi Militer untuk Perang (OMP).

1,361.1

1,432.1

1,924.4

2,116.8

2,172.7

9,007.1

Terwujudnya pencapaian tugas OMP secara efektif

1 Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMP

6 Sat

6 Sat

6 Sat

6 Sat

6 Sat

Staf Umum
TNI

¥

2. Jumlah Pelaksanaan OMP (4 giat)

4 giat

4 giat

4 giat

4 giat

4 giat

1415 Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

418.9

758.7

1,002.6

1,353.5

1,402.0

4,935.7

Terwujudnya pencapaian tugas OMSP secara efektif

1. Jumlah satuan yang siap melaksanakan OMSP

21 Sat

21 Sat

21 Sat

21 Sat

21 Sat

Staf Umum
TNI

2. Jumlah pelaksanaan OMSP

10 giat

10 giat

10 giat

10 giat

10 giat

3  Bekal awal OMSP

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

4. Bekal kesehatan OMSP

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket
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1416 Ops Gaktib dan Ops Yustisi.

23.0

24.2

33.5

38.6

39.8

159.1

Terwujudnya ketaatan prajurit TNI terhadap hukum,
disiplin dan tata tertib

Staf Intelijen

¥

1. Jumlah Satker yang melaksanakan operasi

24 satker

24 satker

24 satker

24 satker

24 satker

2. Jumlah Satker yang melaksanakan operasi

20 satker

20 satker

20 satker

20 satker

20 satker

Staf Khusus
Polisi Militer

1417 Operasi intelij

en strategis.

39.7

41.7

43.7

45.7

47.8

218.6

- Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasi
dan personel yang aman dan intelijen yang up date

V.

1. Penerapan sistem diteksi dini konflik

100%
pemetaan
wilayah

D121

100% FGD di
wilayah konflik

30% sosialisasi
sistem deteksi
dini konflik

60% Habituasi
deteksi dini
konflik

100% wilayah
konflik, bebas
konflik

2. Persentase data intelijen yang dapat digunakan
dalam rangka menangkal ATHG Hanneg.

80%

80%

80%

90%

90%

¥

3. Jumlah operasi intelijen yang dilaksanakan

5 giat

5 giat

5 giat

5 giat

5 giat

1418 Operasi SAR TNIL

7.0

7.4

10.1

11.7

8.9

45.1

- Terwujudnya pencapaian tugas operasi SAR TNI
secara efektif.

Staf Operasi

- Persentase operasi pencarian dan penyelamatan
kecelakaan bencana sesuai Peraturan
Pemerintah.

100%

100%

100%

100%

100%

1419 Operasi Bantuan TNI

12.2

13.2

18.2

21.0

37.6

102.2

- Terwujudnya pencapaian tugas operasi Bantuan TNI
secara efektif.

Staf Operasi

¥

1. Persentase pencapaian tugas operasi Bantuan
TNI yang dilaksanakan.

100%

100%

100%

100%

100%

2. Jumlah Satuan wilayah Pasukan Reaksi Cepat
Penanggulangan Bencana (PRCPB)

2 Satwil

2 Satwil

2 Satwil

2 Satwil

2 Satwil

1420 Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

10.0

18.4

25.4

29.2

16.1

99.1

Terwujudnya ruang alat dan kondisi juang
pertahanan yang efektif.

- Persentase Kotama Ops yang melaksanakan
operasi pemberdayaan wilayah pertahanan

100%

100%

100%

100%

100%

Staf Teritorial

1421 Pemeliharaan

Alutsista Integratif

11.0

11.6

12.1

12.7

13.2

60.6

- Terwujudnya kesiapan Alut integratif

Persentase kesiapan Alut integratif

20%

20%

20%

20%

20%

Staf Logistik

1422 Pemeliharaan

non Alutsista Integratif

6.5

6.8

7.2

7.5

7.8

35.8

Staf Logistik

- Meningkatkan Kualitas Pemeliharaan
Randis/Ransus, Alkom, K4I, Alpalsus, Alkes,
Alkomputer, mesin stationer, dan Alsintor.

Komunikasi
dan
Elektronika

- Jumlah Randis, Ransus, Alkom, K4I, Alpalsus,
Alkes, Alkomputer, mesin stationer, dan

Alsintor yang dipelihara

9 Paket

9 Paket

9 Paket

9 Paket

9 Paket

Pusat
Kesehatan
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12.

Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif

26%

18%

19%

19%

19%

1,287.2

2,406.7

1,569.8

1,663.2

1,743.9

8,670.8

Terpenuhinya kebutuhan alutsista/non-alutsista/
sarpras Integratif untuk siap melaksanakan operasi
sesuai dengan kebutuhan MEF.

- Persentase alutsista/non-alutsista,/sarpras
integratif yang siap melaksanakan operasi
sesuai dengan kebutuhan MEF.

UO Mabes TNI

1423

Pengadaan Rantis, Sucad Ranpur dan Sucad Rantis.

121.1

Terpenuhinya kebutuhan Rantis, Sucad Ranpur dan
Sucad Rantis yang sesuai DSPP

1

1. Jumlah pengadaan Rantis.

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Staf Logistik

¥

2. Jumlah pengadaan Sucad Rantis.

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

v

3. Jumlah pengadaan Sucad Ranpur

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1424

Pengadaan Non-Alutsista/Senjata.

45.4

47.7

50.1

52.3

54.6

250.1

- Terpenuhinya kebutuhan non-Alutsista/Senjata yang
sesuai DSPP

- Jumlah pengadaan materiil non Alutsista.

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

3 Paket

Staf Logistik

1425

Pengadaan MKK

106.9

110.1

113.4

116.2

119.8

566.4

- Terpenuhinya kebutuhan bekal pokok MKK

- Jumlah pengadaan MKK.

17 paket

17 paket

17 paket

17 paket

17 paket

Staf Logistik

1426

Pengadaan Munisi Khusus

25.0

26.3

27.6

28.8

30.1

137.8

- Terpenuhinya kebutuhan bekal pokok munisi khusus

- Jumlah pengadaan munisi khusus.

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

Staf Logistik

1427

Pengadaan Materiil Khusus

279.8

288.2

296.8

303.2

312.4

1,480.4

- Terpenuhinya kebutuhan Matsus untuk latihan dan
bekal pokok

_ - Jumlah pengadaan materiil khusus.

10 paket

10 paket

10 paket

10 paket

10 paket

Staf Logistik

1428

Pengadaan MKB

626.4

657.7

690.6

721.7

754.1

3,450.5

- Terpenuhinya kebutuhan MKB untuk latihan dan
bekal pokok

- Jumlah pengadaan MKB non Dagri

45 paket

45 paket

45 paket

45 paket

45 paket

Staf Logistik

1429

Pengadaan Senjata

39.3

41.3

43.4

45.4

47.4

216.8

- Terpenuhinya kebutuhan Senjata sesuai kebutuh-an
TOP/DSPP

- Jumlah pengadaan senjata

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

Staf Logistik

1430

Pengadaan Non Alutsista

73.7

77.4

81.3

85.0

88.8

406.2

- Terpenuhinya Alpalsus dan Alkom sesuai kebutuhan

- Jumlah pengadaan Alpalsus dan Alkom

13 Paket

13 Paket

13 Paket

13 Paket

13 Paket

Staf Logistik
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1431 Pembangunan Sarpras Pendukung

68.7

1,134.9

242.4

285.3

310.2

2,041.5

- Terlaksananya renovasi dan pembangunan fasilitas
pendukung operasi, fasilitas lembaga pendidikan,
sarpras, dan fasilitas pendukung lainnya.

V.

1. Jumlah renovasi dan pembangunan fasilitas
pendukung operasi, fasilitas lembaga
pendidikan, sarpras, dan fasilitas pendukung

8 paket

8 paket

8 paket

8 paket

7 paket

1,134.9

242.4

285.3

310.2

1,972.8

Staf Logistik

Pembangunan Pertahanan Integratif I

164.3

164.3

Pembangunan Pertahanan Integratif II

221.1

221.1

Pembangunan Pertahanan Integratif II

295.7

295.7

o] AT wl Y

Sarpras Pendukung

454.0

242.4

285.3

310.2

1,291.8

(o)}

Pembangunan Kekuatan TNI Tanjung Datu

1432 Pengadaan Alutsista Strategis Integratif (tidak ada lokasi)

1,000.0

9,573.4

116.9

152.0

124.9

10,967.2

- Terpenuhinya jumlah Alutsista Strategis Integratif
sesuai kebutuhan

Staf Logistik

- Persentase Alutsista Strategis Integratif yang
dapat terpenuhi.

13. Profesionalisme Prajurit Integratif

11%

12%

19%

25%

33%

372.6

403.2

617.8

819.9

1,095.4

3,308.9

- Terwujudnya profesionalisme prajurit integratif
untuk melaksanakan OMSP dan OMP

UO Mabes TNI

- Persentase capaian profesionalisme prajurit
integratif untuk melaksanakan OMSP dan OMP

1433 Pendidikan Pertama Dikma Perwira TNI (Weruving)

170.6

150.0

206.8

248.2

285.4

1,061.0

Terpenuhinya kebutuhan personel TNI/PNS dari
masyarakat sipil yang memenuhi prasyarat Dikma.

¥,

1. Jumlah Pendidikan Pertama

5 dik

5 dik

5 dik

5 dik

5 dik

Staf Personel

¥

2. Jumlah Werving

5 dik

5 dik

5 dik

5 dik

5 dik

¥

3. Pengadaan Sarpras Pendidikan

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1434 Pendidikan pengembangan/spesialisasi

77.2

95.6

112.8

135.4

155.7

576.7

- Terpenuhinya kebutuhan personel TNI dari hasil
Dikbangspes

- Jumlah pendidikan spesialisasi

17 dik

17 dik

17 dik

17 dik

17 dik

Staf Personel

1435 Latihan kesiapsiagaan Ops/Latgab/Latma Internasional

51.0

88.1

152.2

263.0

456.2

1,010.5

- Menguji kemampuan unsur-unsur TNI dalam rangka
tugas OMP dan OMSP.

1. Persentse porsi dan jenis kesiapsiagaan yang
sesuai standar

20%

20%

20%

20%

20%

2. Jumlah latihan gabungan

8 giat

8 giat

8 giat

8 giat

8 giat

Staf Operasi

3. Jumlah latihan kesiapsiagaan

11 giat

11 giat

11 giat

11 giat

11 giat

4. Jumlah latihan bersama dengan negara lain

7 giat

7 giat

7 giat

7 giat

7 giat
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1436 Latihan Pembinaan Balakpus TNI

7.3

7.7

8.0

8.4

8.8

40.2

- Terpeliharanya kemampuan personel di tingkat
Balakpus TNI

- Jumlah latihan pembinaan Balakpus

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

Staf Operasi

1437 Latihan Pratugas Operasi

4.2

4.4

4.6

4.8

5.1

23.1

-~ Terpenuhinya kebutuhan Latihan Pratugas Operasi
bagi unsur TNI yang akan melaksanakan tugas
Operasi

- Jumlah satuan yang melaksanakan latihan
pratugas

26 satuan

26 satuan

26 satuan

26 satuan

26 satuan

Staf Operasi

1438 Pembangunan

Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif

62.3

57.4

133.4

160.1

184.2

- Terpenuhinya kebutuhan Sarpras untuk
peningkatan Profesionalisme Personel Integratif

Staf Logistik

- Jumlah pembangunan Sarpras integratif

14 paket

14 paket

14 paket

14 paket

14 paket

Staf Personel

23. Penyelenggaraan mana dan op

1 integratif

3,927.4

2,166.5

4,357.9

5,639.2

5,856.7

21,947.7

- Terwujudnya manajemen yang terintegrasi dan
akuntabel berdasarkan data yang terkini dan akurat
di lingkungan TNI.

sas 2a/

- Persentase Satker yang menerapkan
manajemen yang terintegrasi dan akuntabel
berdasarkan data yang terkini dan akurat di

UO Mabes TNI

1439 Penyelenggaraan administrasi dan perawatan personel integratif

1,853.2

1,835.7

2,425.5

2,537.1

2,537.1

11,188.6

- Terpenuhinya hak-hak Prajurit dan PNS yang
diterima tepat waktu, tepat jumlah dan tepat

Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit dan
PNS yang diterima tepat waktu, tepat jumlah
dan tepat sasaran

100%

100%

100%

100%

100%

Staf Personel

1440 Penyelenggaraan operasional perkantoran

1,803.3

1.2

1,494.7

2,212.1

2,407.2

7,018.5

- Terlaksananya kegiatan dalam rangka mendukung
tugas-tugas TNIL.

- Jumlah kegiatan yang dilaksankan dalam
rangka mendukung tugas-tugas TNI

11 paket

11 paket

11 paket

11 paket

11 paket

Staf Umum TNI

1441 Penyelenggaraan pemeliharaan/perawatan perkantoran integratif

245.4

297.8

395.3

790.6

810.4

2,539.5

Terpenuhinya kebutuhan perkantoran Integratif yang
siap pakai

Staf Logistik

- Jumlah pemeliharan gedung perkantoran

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

1442 Perawatan sarana dan prasarana

22.7

21.8

29.1

72.8

74.7

221.1

- Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana yang
siap pakai

- Jumlah sarana dan prasarana satker yang
dipelihara

34 satker

34 satker

34 satker

34 satker

34 satker

Staf Logistik
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1443 Pengembangan sistem dan evaluasi kinerja integratif 2.8 10.0 13.3 26.6 27.3 80.0
Staf Kebijakan
- Peningkatan pengembangan sistem dan evaluasi Strategi dan
kinerja, administrasi perencanaan, penganggaran, Kebijakan
dan keuangan. Umum
- Jumlah produk sistem dan evaluasi kerja, 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
administrasi perencanana, penganggaran dan Inspektorat
keuangan yang disusun Jenderal
III TNIAD 44,154.0 54,748.7 65,844.5 70,468.8 73,851.0 309,067.1
14. Dukungan Kesiapan Matra Darat 2,580.9 3,789.9 4,144.3 4,386.5 4,757.4 19,658.8 UO TNI AD
- Terwujudnya kesiapan operasional TNI AD
- Persentase satuan TNI AD yang siap operasi 59.00% 60.30% 58.20% 100.00% 100.00%
1444 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat 264.1 421.4 440.0 455.0 471.7 2,052.2 Staf
Pengamanan
- Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasi 264.1 421.4 440.0 455.0 471.7 2,052.2
dan personel yang aman dan intelijen yang up date
di TNI AD
- Persentase materiil, kegiatan, dokumen, 94.03% 94.05% 94.09% 94.23% 94.37%
informasi dan personel yang dapat diamankan
1446 Penyelenggaraan Survei dan Pemetaan 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 22.5| Direktorat
Topografi
- Tersedianya informasi kondisi geografi wilayah darat 4.2 4.4 4.5 4.6 4.8 22.5
NKRI untuk mendukung tugas pokok Matra Darat
- Persentase ketersediaan informasi aktual 95.00% 118.00% 113.00% 48.00% 41.00%
tentang kondisi geografi wilayah darat NKRI
1447 Pemeliharaan/Perawatan Ranpur 150.0 172.5 198.4 228.1 262.4 1,011.4 | Direktorat
Peralatan
- Terwujudnya Ranpur yang siap mendukung operasi, 150.0 172.5 198.4 228.1 262.4 1,011.4
latihan dan pendidikan.
- Persentase kesiapan Ranpur untuk mendukung 85.00% 87.00% 90.00% 92.00% 95.00%
operasi, latihan dan pendidikan.
1448 Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang 330.0 529.5 573.9 479.3 478.2 2,391.0 Pusat
Penerbangan
- Terwujudnya kesiapan pesawat terbang untuk 330.0 529.5 573.9 479.3 478.2 2,391.0
mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
- Persentase kesiapan pesawat udara untuk 44.00% 50.00% 56.00% 62.00% 65.00%

mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
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1449 Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air 40.0 61.2 67.3 74.1 81.5 324.1 Direktorat
- . - Pembekalan
- Terwujudnya kesiapan alat angkut air untuk 40.0 61.2 67.3 74.1 81.5 324.1 Angkutan
mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
- Persentase kesiapan alat angkut air untuk 89.00% 90.00% 95.00% 97.00% 100.00%
mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
1450 Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Alpal 1,264.5 1,779.4 1,957.4 2,153.1 2,368.4 9,522.7 Direktorat
Peralatan
- Terwujudnya kesiapan senjata dan munisi/alpal 1,264.5 1,779.4 1,957.4 2,153.1 2,368.4 9,522.7
untuk mendukung operasi, latihan dan pendidikan.
- Persentase kesiapan senjata dan munisi/alpal 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52%
untuk mendukung operasi, latihan dan
pendidikan.
1451 Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista 512.8 805.4 885.9 974.5 1,071.9 4,250.5 Direktorat
Peralatan,
- Terwujudnya kesiapan materiil Non Alutsista untuk 512.8 805.4 885.9 974.5 1,071.9 4,250.5 Zeni, Perhubu-
mendukung operasi, latihan dan pendidikan. ngan,
Kesehatan,
Topografi,
Pembekalan
T o - Angkutan,
- Persentase kesiapan materiil non alutsista 93.24% 95.00% 96.00% 97.00% 100.00% Arudan
untuk mendukung operasi, latihan dan Qmw— deral
pendidikan. Penelitian dan
Pengem-
bangan
1453 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat 15.3 16.1 16.9 17.7 18.6 84.5 |Staf Perencana
- Terwujudnya Sistem yang berbasis teknologi 15.3 16.1 16.9 17.7 18.6 84.5 Dinas
informasi dalam rangka mendukung kinerja dan Informasi dan
evaluasi satuan yang efektif, efisien dan bermanfaat Pengolahan
Data
- Persentase pembangunan/pengembangan 39.58% 45.83% 51.03% 57.28% 62.49%
sistem informasi yang tergelar dan siap
operasional
15. Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista, Sarpras Matra Darat 4,645.0 14,118.5 17,333.3 17,554.9 18,351.9 72,003.5
- Terpenuhinya kebutuhan alutsista, non-alutsista,
fasilitas, dan sarpras TNI AD untuk siap
melaksanakan operasi sesuai dengan standarisasi
TNI AD
- Persentase Alut/Non Alut/ Sarpras Matra Darat 69.82% 74.82% 79.82% 84.82% 89.82%
yang modern
1458 Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur 247.4 1,972.8 2,006.1 2,148.1 2,190.1 8,564.7 | Staf Logistik
- Terpenuhinya jumlah Ranpur yang sesuai kebutuhan 247.4 1,972.8 2,006.1 2,148.1 2,190.1 8,564.7 Direktorat
TOP/DSPP Peralatan
- Prosentase Ranpur untuk memenuhi TOP/DSPP 26.45% 41.45% 56.45% 71.45% 86.45%
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1459 Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang) 275.3 330.3 396.4 475.7 570.8 2,048.5 | Staf Logistik
- Terpenuhinya jumlah pesawat terbang (Sabang) yang 275.3 330.3 396.4 475.7 570.8 2,048.5 Pusat
sesuai kebutuhan TOP/DSPP Penerbang
- Persentase pesawat terbang (Sabang) untuk 62.50% 75.00% 85.16% 92.00% 95.00%
memenuhi TOP/DSPP
1460 Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air 146.5 241.3 218.2 242.2 268.8 1,117.0
- Terpenuhinya jumlah alat angkut air yang sesuai 146.5 206.1 228.7 253.9 281.8 1,117.0 | Staf Logistik,
kebutuhan TOP/DSPP Direktorat
Pembekalan
- Persentase alat angkut air untuk memenuhi 93.24% 95.00% 96.00% 97.00% 100% Angkutan
TOP/DSPP
1461 Pengadaan/Penggantian Senjata, Munisi dan Optik 328.1 986.4 1,142.1 1,322.7 1,532.3 5,311.6
- Terpenuhinya jumlah senjata dan munisi yang 328.1 986.4 1,142.1 1,322.7 1,532.3 5,311.6 | Staf logistik,
sesuai kebutuhan TOP/DSPP Direktorat
Peralatan
"l. Persentase senjata dan munisi untuk 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52%
memenuhi TOP/DSPP
2. Persentase Aloptik untuk memenuhi TOP/DSPP 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52%
1462 Pengadaan/Penggantian Materiil Alutsista 110.3 1,034.2 1,160.5 1,308.5 1,475.2 5,088.7 | Staf Logistik,
Direktorat
- Terpenuhinya jumlah materiil Alutsista yang sesuai 110.3 1,034.2 1,160.5 1,308.5 1,475.2 5,088.7 | peralatan,Perh
kebutuhan TOP/DSPP ubungan, Zeni,
Pembekalan
- Persentase pengadaan / penggantian materiil 93.24% 95.00% 96.00% 97.00% 100.00% Angkutan
Alutsista untuk memenuhi TOP/DSPP
1463 Pengadaan/Penggantian Materiil Non Alutsista 745.7 2,652.0 3,023.4 3,300.8 3,550.2 13,272.2 | Staf Logistik,
Direktorat
- Terpenuhinya jumlah materiil non Alutsista yang 745.7 2,652.0 3,023.4 3,300.8 3,550.2 13,272.2 | Kesehatan,
sesuai kebutuhan TOP/DSPP Peralatan,
Zeni
- Persentase pengadaan / penggantian materiil 83.52% 86.52% 88.52% 91.52% 98.52%
Non Alutsista untuk memenuhi TOP/DSPP
1464 Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Matra Darat 869.1 4,099.7 4,653.4 5,637.2 6,658.9 21,918.3 | Staf Logistik,
Direktorat
Zeni
- Tersedianya sarpras yang dibangun sesuai 869.1 4,099.7 4,653.4 4,637.2 7,658.9 21,918.3

kebutuhan DSPP
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- Persentase pengadaan fasilitas perkantoran, 26.23% 48.11% 54.88% 65.00% 72.50%
fasilitas pendukung, fasilitas umum,
pembangunan perumahan serta sarana dan
prasarana pangkalan untuk memenuhi DSPP
. . Staf Logistik,
1465 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat 1,922.5 2,801.8 4,733.2 3,119.6 2,105.5 14,682.6 .
Direktorat
- Terpenuhinya Alutsista Strategis Matra Darat sesuai 1,922.5 2,801.8 4,733.2 3,119.6 2,105.5 14,6826 | Feralatan,
kebutuhan DSPP Perhubu-ngan,
Zeni
- Persentase pentahapan pengadaan Alutsista 62.30% 79.65% 91.64% 98.74% 99.45%
Strategis Matra Darat
16. Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat 1,404.2 1,496.1 1,594.8 1,700.8 1,814.7 8,010.6 UO TNI AD
- Terwujudnya profesionalisme personel TNI AD untuk
melaksanakan OMP dan OMSP
- Persentase capaian profesionalisme personel 82.41% 76.33% 80.21% 90.00% 90.00%
TNI AD sesuai Daftar Susunan Personel dan
Peralatan (DSPP) untuk melaksanakan OMP dan
OMSP
1466 Latihan Matra Darat 433.9 477.2 525.0 577.5 635.2 2,648.8 [Staf Operasi
- Terwujudnya profesionalisme prajurit tingkat 433.9 477.2 525.0 577.5 635.2 2,648.8 [Komando
perorangan sampai dengan kecabangan satuan Matra Pembinaan
Darat Doktrin
Pendidikan
-~ Persentase prajurit yang memenuhi persyaratan|  89.41% 90.23% 92.03% 100.00% 100.00% dan Latihan
kelulusan Lator
- Persentase latihan antar kecabangan yang 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%
memenuhi tujuan penyelenggaraan latihan dan
sasaran latihan
1467 Latihan Bersama Internasional 30.4 31.9 33.5 35.2 37.0 168.1 | Staf Operasi
- Terwujudnya kerja sama militer dengan negara 30.4 31.9 33.5 35.2 37.0 168.1
sahabat Matra Darat
- Persentase terwujudnya kerja sama militer dan 75.00% 92.85% 85.71% 100.00% 100.00%
hubungan bilateral yang kondusif dengan
negara sahabat Matra Darat
1468 Pendidikan Pertama Matra Darat 487.5 511.9 537.5 564.4 592.6 2,693.9 |Komando
Pembinaan
- Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil 487.5 511.9 537.5 564.4 592.6 2,693.9 |Doktrin
Dikma Pendidikan
- Persentase lulusan Dikma dalam memenuhi 99.80% 61.70% 67.90% 100.00% 100.00% dan Latihan

kebutuhan personel TNI AD dari hasil Dikma
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1469 Pendidikan Pembentukan Matra darat 167.0 175.4 184.2 193.4 203.0 922.9 |Komando
Pembinaan
- Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil 167.0 175.4 184.2 193.4 203.0 922.9 |poktrin
Diktuk Pendidikan
- Persentase lulusan Diktuk dalam memenuhi 96.10% 93.20% 101.30% 100.00% 100.00% dan Latihan
kebutuhan personel TNI AD dari hasil Diktuk
1470 Pendidikan Pengembangan Umum/Rutin Matra Darat 53.3 56.0 58.8 61.7 64.8 294.5 |Komando
Pembinaan
- Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil 53.3 56.0 58.8 61.7 64.8 294.5 Uowﬂw_w
. . Pendidikan
Dikbang Umum/ Rutin |
dan Latihan
- Persentase lulusan Dikbangum/rutin dalam 67.80% 85.10% 93.70% 100.00% 100.00%
memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari
hasil Dikbangum/rutin
1471 Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Matra Darat 100.3 105.3 110.6 116.1 121.9 554.3 |Komando
Pembinaan
- Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil 100.3 105.3 110.6 116.1 121.9 554.3 |Doktrin
Dikbangspes Pendidikan
. dan Latihan
- Persentase lulusan Dikbangspes dalam 101.40% 60.50% 93.20% 100.00% 100.00%
memenuhi kebutuhan personel TNI AD dari
hasil Dikbangspes
1472 Pendidikan Profesi dan Keahlian Matra Darat 96.8 101.6 106.7 112.0 117.6 534.7 |Komando
Pembinaan
- Terpenuhinya kebutuhan personel TNI AD dari hasil 96.8 101.6 106.7 112.0 117.6 534.7 |Doktrin
pendidikan profesi dan keahlian Matra Darat. Pendidikan
dan Latihan
- Persentase lulusan pendidikan profesi dan 94.60% 79.70% 68.30% 100.00% 100.00%
keahlian Matra Darat dalam memenuhi
kebutuhan personel TNI AD dari hasil
pendidikan profesi dan keahlian Matra Darat
1473 Pembangunan Sarana-Prasarana Profesionalisme Personel Matra Darat 35.0 36.8 38.6 40.5 42.5 193.4 |Staf Personel,
Staf Logistik
: T dan Direktorat
- Terpenuhinya kebutuhan sarpras pendidikan 35.0 36.8 38.6 40.5 42.5 193.4 Zeni
personel Matra Darat
- Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras 100% 100% 100% 100% 100%
pendidikan personel Matra Darat
24. Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat 35,523.9 35,344.2 42,772.2 46,826.7 48,927.1 209,394.1 UO TNI AD
- Terwujudnya tatakelola sumber daya TNI AD secara
efektif dan efisien agar siap melaksanakan OMP dan
OMSP
- Persentase tingkat efektifitas organisasi 7.33% 13.52% 68.22% 22.80% 28.09%
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1474 Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Darat

28,870.6

30,649.3

30,916.3

30,916.3

29,752.3

151,104.8

Darat.

- Meningkatnya dukungan perawatan personel Matra

28,870.6

30,649.3

30,916.3

30,916.3

29,752.3

151,104.8

Staf Personel

- Persentase pemenuhan hak-hak Prajurit dan
PNS yang diterima tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

1475 Penggiatan Fungsi Matra Darat

448.7

489.7

539.1

1,539.1

3,847.4

6,864.0

Darat.

- Meningkatnya dukungan penggiatan fungsi Matra

448.7

489.7

539.1

1,539.1

3,847.4

6,864.0

Seluruh Satker

- Persentase penyelesaian administrasi

100%

100%

100%

100%

100%

1476 Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Darat

2.2

10.1

16.2

20.2

23.0

71.7

personel TNI AD.

- Meningkatnya penyelesaian hukum dan disiplin

2.2

10.1

16.2

20.2

23.0

71.7

dan disiplin personel TNI AD.

- Persentase penyelesaian pelanggaran hukum

100%

100%

100%

100%

100%

Pusat Polisi
Militer

1477 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum

7.2

20.8

29.4

31.4

49.4

138.2

personel TNI AD.

- Meningkatnya pembinaan dan bantuan hukum bagi

7.2

20.8

29.4

31.4

49.4

138.2

¥,

hukum

1. Persentase perkara yang mendapatkan bantuan

100%

100%

100%

100%

100%

Direktorat
Hukum

hukum

2. Persentase satker yang menerima penyuluhan

100%

100%

100%

100%

100%

1478 Penyelenggaraaan Administrasi Personel

134.4

248.7

285.3

285.2

193.4

1,147.0

Darat.

- Meningkatnya dukungan administrasi personel Matra

134.4

248.7

285.3

285.2

193.4

1,147.0

Seluruh Satker

tepat waktu.

- Persentase PNS yang menerima uang makan
dan penambahan daya tahan tubuh PNS yang

100%

100%

100%

100%

100%

1479 Pemeliharaan/perawatan peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras

Perkantoran

793.6

726.6

3,473.2

5,891.4

6,868.6

17,753.4

Perkantoran.

- Meningkatnya kesiapan operasional secara kualitatif
Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras

793.6

726.6

3,473.2

5,891.4

6,868.6

17,7534

yang di pelihara.

- Jumlah bangunan gedung dan rumah dinas

5.203 KK/ Unit

5.225 KK/Unit

5.159 KK/Unit

5.327 KK/ Unit

5.303 KK/ Unit

Staf Logistik,
Direktorat
Zeni

1480 Penyelenggaraaan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal

4,621.7

2,352.5

6,664.0

6,492.9

7,302.5

27,433.6

dan dukungan bekal Matra Darat.

- Meningkatnya dukungan administrasi perbekalan

4,621.7

2,352.5

6,664.0

6,492.9

7,302.5

27,433.6

£

1. Persentase pemakaian BMP sesuai pagu.

28%

30%

30%

30%

30%

Staf Logistik,
Direktorat
Pembekalan
Angkutan

v

2. Presentasi pemakaian LTGA sesuai pagu

60%

60%

60%

60%

60%

¥

norma

3. Persentase pengadaan Kaporlap sesuai dengan

16.6%

20%

20%

20%

20%
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1481 Penyelenggaraan Penpas dan Penum

27.9

41.6

47.9

57.9

74.0

249.3

Meningkatnya dukungan penerangan pasukan dan
penerangan umum.

27.9

41.6

47.9

57.9

74.0

249.3

- Jumlah produk penerangan.

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

Dinas
Penerangan

1482 Penyelenggaraan Administrasi Umum

601.1

787.9

783.3

1,574.3

797.9

4,544.5

Meningkatnya dukungan administrasi umum Matra
Darat.

601.1

787.9

783.3

1,574.3

797.9

4,544.5

Seluruh Satker

- Jumlah kegiatan dukungan adminstasi umum
meliputi kegiatan pendidikan dan latihan
fungsional, pembinaan mental, rapat
koordinasi/kerja/dinas/pimpinan/kelompok
kerja/konsultasi, pembinaan olah raga dan
kesenian, kegiatan anggaran rutin dan

30 paket

30 paket

30 paket

30 paket

30 paket

1483 Penyelenggaraan administrasi pembinaan, perencanaan, penganggaran

dan keuangan

16.5

17.0

17.5

18.0

18.6

87.6

Terwujudnya validitas organisasi di jajaran TNI AD
sesuai perkembangan lingkungan strategis dan ilmu
pengetahuan teknologi dengan didukung
tersusunnya piranti lunak yang berkaitan dengan
kebijakan, peraturan serta petunjuk yang
berhubungan dengan tata cara pembinaan TNI AD

16.5

17.0

17.5

18.0

18.6

87.6

Staf
Perencana,
Direktorat
Keuangan,
Staf Operasi,
Kodiklat

1. Persentase penyusunan dokumen pembentukan
organisasi baru sesuai Renstra

0.00%

0.00%

100.00%

0.00%

0.00%

2. Persentase pemenuhan Doktrin dan petunjuk
dalam rangka mendukung operasional Matra

14.66%

27.03%

36.44%

45.59%

56.18%

1484 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan

2.9

3.6

5.5

6.5

8.0

26.5

Meningkatnya kinerja dan tertib administrasi
perbendaharaan Satker Matra Darat .

2.9

3.6

5.5

6.5

8.0

26.5

- Jumlah satuan yang menjadi obyek
pemeriksaan.

51 Satuan

51 Satuan

51 Satuan

51 Satuan

51 Satuan

Inspektorat
Jenderal

IV TNI AL

24,442.0

32,184.1

36,615.6

30,751.9

30,357.4

154,351.0

17 Dukungan Kesiapan Matra Laut

17%

19%

20%

22%

22%

2,332.5

2,550.4

2,703.0

2,933.3

3,049.3

13,568.5

UO TNI AL

Terwujudnya kemampuan dan kekuatan TNI AL yang
siap operasional dalam menghadapi setiap ancaman.

- Persentase satuan TNI AL yang siap
melaksanakan operasi.

1485 Penyelenggaraan Surta Hidros

15.0

16.5

18.1

20.0

22.0

91.6

Meningkatnya penyelenggaraan Surta Hidros Matra
Laut.

v:

1. Jumlah data Peta Laut yang dibuat/revisi,
meliputi Peta Kertas dan Peta Elektonik
(Electronic Navigational Charts/ENC)

20 data

20 data

20 data

20 data

20 data

Dinas
Hidrografi dan
Oceanografi

Jumlah pelaksanaan survei

20 giat

20 giat

20 giat

20 giat

20 giat

DS

Jumlah layanan pemeliharaan alat surta.

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket
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1486 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Laut

15.0

16.5

18.1

20.0

22.0

91.6

Meningkatnya Sistem dan Metodologi Evaluasi
Kinerja TNI AL.

v

Dinas
Informasi dan
Pengolahan

1. Jumlah sistem aplikasi dan metode kinerja TNI
AL

14 Sistem
Aplikasi

14 Sistem
Aplikasi

14 Sistem
Aplikasi

14 Sistem
Aplikasi

14 Sistem
Aplikasi

Data

2. Jumlah layanan pembinaan Infolahta

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1487 Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Laut

10.0

11.0

12.1

13.3

18.9

65.3

Meningkatnya kualitas dan kuantitas uji kelaikanTNI
AL.

v,

Dinas
Kelaikan

1. Jumlah sertifikat uji kelaikan

v

584 unit

706 unit

710 unit

712 unit

714 unit

Materiil

2. Jumlah layanan pembinaan material

¥

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

3. Jumlah peningkatan dan pemeliharaan alat uji
kelaikan

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

1488 Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komlek

50.0

55.0

60.5

66.5

73.2

305.2

Menigkatnya kesiapan sarana prasarana komunikasi,
persandian dan pernika komunikasi TNI AL.
v

Dinas
Komunikasi

1. Jumlah peralatan komunikasi, persandian dan
pernika komunikasi yang dibeli/dipelihara

v,

425 set

425 set

425 set

425 set

425 set

dan
Elektronika

2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan
perkantoran

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

1489 Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senlek dan Amonisi

50.0

55.0

60.5

66.5

73.2

305.2

Dinas Materiil

Menigkatnya kesiapan peralatan senjata, elektronika
dan amunisi TNI AL.

¥

Senjata dan
Elektronika

1. Jumlah peralatan senjata elektronika dan
amunisi yang dipelihara

1/

432 set

432 set

432 set

432 set

432 set

2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan
perkantoran

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1490 Pemeliharaan/perawatan KRI/Alpung dan Ranpur/Rantis

1,980.0

2,079.0

2,182.9

2,281.2

2,383.9

10,907.0

Meningkatnya kesiapan KRI, KAL, Alpung, Ranpur
dan Rantis Matra Laut.

Dinas Materiil

- Jumlah pemeliharaan dan perawatan KRI, KAL,
Alpung, Ranpur dan Rantis Matra Laut.

310 paket

310 paket

310 paket

310 paket

310 paket

1491

Penyelenggaraan OMSP Matla, Gakkum dan Jaga Kamla di wilayah laut

Yurnas

57.5

132.7

150.0

247.7

219.00

806.9

Terwujudnya keamanan laut di perairan yurisdiksi
nasional Indonesia.

V.

1. Persentase penyelesaian pelanggaran hukum di
laut.

100%

100%

100%

100%

100%

Staf Operasi

2. Jumlah penyelenggaraan OMSP

80 giat

78 giat

80 giat

78 giat

80 giat

3. Jumlah penyelenggaraan International Maritime
Security Sympossium (IMSS)

1 giat

1 giat

1 giat

4. Jumlah penyelenggaraan Multilateral Naval
Exercise Komodo (MNEK)

1 giat

1 giat

5. Jumlah penyelenggaraan Sail Bahari

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

6  Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan
perkantoran

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket




1492 Litbanghan Matra Laut

20.0

22.0

24.2

26.6

29.3

122.1

Meningkatnyakualitas dan kuantitas Litbanghan TNI
AL,

V.

1. Jumlah laporan kajian dan produk Litbang TNI
AL

11 paket

11 paket

11 paket

11 paket

11 paket

Dinas
Penelitian dan
Pengembangan

v

2. Jumlah layanan operasional dan pemeliharaan
perkantoran

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1493 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Laut

30.0

47.2

49.5

51.7

54.1

232.5

Tersedianya produk intelijen yang dapat mendukung
tugas-tugas TNI AL.

Dinas
Pengamanan

1. Jumlah kegiatan dan produk intelijen matra
B laut

4 giat

4 giat

4 giat

4 giat

4 giat

2. Jumlah pengadaan material khusus satlak intelif

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

1494 Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut.

5.0

5.5

6.1

6.7

7.3

30.6

Terwujudnya dukungan masyarakat dan industri
jasa maritim untuk kepentingan pertahanan laut.

1. Jumlah kegiatan pembinaan potensi maritim.

2 giat

2 giat

2 giat

2 giat

2 giat

Dinas
Pembinaan
Potensi
Maritim

£

2. Jumlah pembangunan fasilitas dan pengadaan
peralatan potensi maritim.

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

1495 Pemeliharaan/Perawatan Pesud

100.0

110.0

121.0

133.1

146.4

610.5

Terwujudnya kesiapan penerbangan TNI AL dalam
mendukung tugas operasi.

¥,

1. Jumlah layanan pemeliharaan dan perawatan
pesawat udara TNI AL.

171 giat

184 giat

189 giat

205 giat

210 giat

1/

2. Jumlah pemeliharaan lanjutan dan pengadaan
suku cadang pesawat udara TNI AL.

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

Pusat
Penerbangan

-166-

18

Modernisasi Alutsista dan non Alutsista serta Pengembangan
Fasilitas dan Sarpras Pertahanan Negara Matra Laut

15%

24%

25%

18%

19%

12,686.9

20,213.3

21,163.6

15,285.8

16,043.5

85,393.1

UO TNI AL

Terwujudnya Alutsista, Non Alutsista dan Sarpras
TNI AL yang memenubhi kebutuhan, standar mutu
sesuai kemajuan Iptek serta dapat dikembangkan
secara madiri.

sas 3a

- Persentase Alutsista dan non Alutsista siap
operasional.

1496 Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut

1,060.0

7,730.8

6,053.5

6,206.8

6,760.2

27,811.3

Peningkatan kesiapan dan penambahan jumlah
fasilitas serta sarana prasarana Pangkalan TNI AL.

¥

1. Jumlah dermaga yang dibangun dan di

10 dermaga

12 dermaga

10 dermaga

10 dermaga

10 dermaga

Dinas Fasilitas

2018, No.1094

rehabilitasi Pangkalan
2. Jumlah pos pulau terluar dan wilayah 15 pos 14 pos 14 pos 14 pos 14 pos
perbatasan yang diperbaiki
'3, Jumlah pembangunan dan peningkatan fasilitas 253 paket 253 paket 253 paket 253 paket 253 paket
dan sarpras pangkalan TNI AL
"4, Pembangunan dalam rangka mendukung - 13 paket 13 paket 13 paket 13 paket
pembentukan Kogabwilhan
5  Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Lanudal - 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
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6. Jumlah pembangunan fasilitas dan sarpras

naval cyber command (NCC)

1 paket

¥

7. Jumlah pembangunan rumah dinas prajurit
(Quick Wins/On-top)

1.500 unit

1.500 unit

1.500 unit

1.500 unit

1.500 unit

1497 Peningkatan/pengadaan Peralatan Surta Hidros

17.5

19.2

21.2

23.3

25.6

106.8

Peningkatan kemampuan dan penambahan Peralatan
Surta Hidros

- Jumlah pengadaan alat survey hidro oceano
grafi.

9 paket

9 paket

9 paket

9 paket

9 paket

Dinas
Hidrografi dan
Oceanografi

1498 Peningkatan/pengadaan Peralatan Komlek

70.8

25.6

28.1

30.9

34.0

189.4

Peningkatan kesiapan dan penambahan peralatan
serta sarana prasarana Komlek TNI AL.

1. Jumlah pengadaan alat komunikasi dan

elektronika.

141 paket

85 paket

85 paket

85 paket

85 paket

Dinas
Komunikasi
dan
Elektronika

¥,

2. Jumlah pengadaan alkom BTP Kormar

1 Paket

1499 Peningkatan/pengadaan Senlek dan Amonisi

135.1

2,426.2

2,579.2

2,014.4

1,794.3

8,949.2

Peningkatan kemampuan dan penambahan Senlek
dan Amonisi.

"I. Jumlah pengadaan senjata dan amunisi.

7 paket

26 paket

26 paket

8 paket

8 paket

Dinas Materiil
Senjata dan
Elektronika

¥

2. Jumlah perbaikan senjata elektronika

9 paket

9 paket

9 paket

9 paket

9 paket

1500 Peningkatan/pengadaan KRI/Alpung dan Ranpur/Rantis

1,213.9

3,676.6

4,130.3

4,579.8

5,362.7

18,963.3

Peningkatan kemampuan dan kekuatan KRI, KAL,
Alpung, Ranpur dan Rantis
.

1. Jumlah pengadaan KRI, KAL, Alpung, Ranpur

157 unit

184 unit

85 unit

85 unit

85 unit

Dinas Materiil

dan Rantis
2. Jumlah pengadaan peralatan pendukung dan
sucad KRI, KAL, Alpung, Ranpur dan Rantis

37 paket

48 paket

37 paket

37 paket

37 paket

v,

3. Jumlah pengadaan amunisi KRI, KAL, Alpung,
Ranpur dan Rantis

6 paket

6 paket

6 paket

6 paket

6 paket

1501

Peningkatan/pengadaan Peralatan Passusla dan Materiil non Alutsista

Matra Laut

939.7

1,155.5

1,130.3

1,131.4

1,171.3

5,528.2

Penambahan jumlah peralatan passusla dan materiil
non Alutsista Matra Laut.

1. Jumlah pengadaan peralatan Pasussla

16 paket

15 paket

15 paket

15 paket

15 paket

Dinas
Pembekalan

17

2. Jumlah pengadaan peralatan Pasukan khusus
laut dan materiil non Alutsista Matra Laut.

207 paket

211 paket

201 paket

201 paket

201 paket

1502 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut

9,159.9

3,680.7

5,159.9

18,000.5

Percepatan pengadaan Alutsista Strategis Matra

Dinas
Pengadaan

- Jumlah pengadaan Alat utama sistem senjata
Strategis Matra Laut.
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1503 Peningkatan/pengadaan Pesud dan sarana prasarana penerbangan

Matra Laut

90.0

1,498.7

2,061.1

1,299.2

895.4

5,844.4

- Peningkatan kemampuan dan penambahan Pesud
beserta sarpras penerbangan TNI AL.

¥

1. Jumlah pengadaan suku cadang pesawat udara
TNI AL.

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

¥

2. Jumlah pengadaan pesawat udara TNI AL.

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

4 unit

Pusat
Penerbangan

19 Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut

7%

20%

20%

35%

17%

342.5

960.3

982.0

1,686.0

820.5

4,791.3

- Kinerja organisasi semakin meningkat dan diawaki
oleh personel yang berkualitas, sesuai SKP dan
dengan jumlah yang mencukupi sesuai DSP.

UO TNI AL

- Persentase personel yang kompeten.

1504 Werving dan S

eleksi

9.0

9.9

10.9

12.0

13.3

55.1

- Terlaksananya kegiatan pendaftaran dan seleksi
personel untuk mengikuti pendidikan sesuai

"I. Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikan
pertama

1.781 orang

1.489 orang

1.496 orang

2.021 orang

2.027 orang

Dinas
Administrasi
Personil

2. Jumlah personel militer yang lulus seleksi
pendidikan pembentukan

1.332 orang

837 orang

881 orang

1.279 orang

1.243 orang

3. Jumlah alih golongan PNS

145 orang

133 orang

139 orang

173 orang

184 orang

1505 Pembangunan
Laut

Fasilitas dan Sarana prasarana Profesionalisme Matra

120.0

540.8

423.8

1,086.5

175.7

2,346.8

- Tercukupinya fasilitas dan sarpras profesionalisme
Matra Laut.

Dinas fasilitas
pangkalan

v

1. Jumlah pembangunan fasilitas pendidikan dan
latihan matra laut

56 paket

56 paket

56 paket

56 paket

56 paket

2. Jumlah pembangunan sarana dan prasarana
pendidikan dan latihan matra laut

28 paket

28 paket

28 paket

28 paket

28 paket

1506 Penyelenggaraan Latihan Operasi Matra Laut

80.5

247.5

260.0

271.6

283.9

1,143.5

- Peningkatan kemampuan personel dan satuan TNI AL
dalam melaksanakan tugas operasi TNI AL.

V.

1. Jumlah latihan matra laut

22 giat

22 giat

22 giat

22 giat

22 giat

¥

2. Jumlah geladi Tugas Tempur tingkat IV TNI AL

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

v,

3. Jumlah latihan bersama dengan negara sahabat

46 paket

48 paket

46 paket

48 paket

46 paket

Staf Operasi

dan muhibah KRI
"4, Jumlah meeting dalam rangka penyiapan
Latihan bersama, seminar, simposium dan

58 paket

58 paket

58 paket

58 paket

58 paket

1507 Dikma, Dikbangum, Spesialisasi, Profesi dan Ketrampilan serta Diktuk

Matra Laut

129.0

157.8

282.5

310.7

341.8

1,221.8

- Terselenggaranya pendidikan TNI AL pada semua
strata yang sesuai standar.

"I. Jumlah pendidikan pertama

4 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

Dinas
Pendidikan

¥

2. Jumlah pendidikan pembentukan

3 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

¥

3. Jumlah pendidikan pengembangan umum

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket
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4. Jumlah pendidikan spesialisasi/khusus 10 paket 5 paket 5 paket 5 paket 5 paket
’s.  Jumlah pendidikan/kursus lainnya 3 paket 28 paket 28 paket 28 paket 28 paket
1508 Penyelenggaraan Psychologi Matra Laut 4.0 4.3 4.8 5.2 5.8 24.1
- Meningkatnya kondisi psikologi personel dan satuan Dinas
TNI AL sesuai standar serta kesiapan operasi Pendidik
psikologi TNI AL. endidian
- Jumlah pelayanan psikologi Matra Laut 6 paket 9 paket 9 paket 9 paket 9 paket
25 Penyelenggaraan manajemen dan operasional Matra Laut 18% 17% 23% 21% 21% 9,080.1 8,460.1 11,767.0 10,846.8 10,444.1 50,598.1
- Terwujudnya manajemen dan operasional Matra Laut UO TNI AL
yang terintegrasi dan akuntabel berdasarkan data
yang terkini dan akurat di lingkungan TNI AL.
- Persentase Satker yang menerapkan 100% 100% 100% 100% 100%
manajemen yang terintegrasi dan akuntabel
berdasarkan data yang terkini dan akurat di
1509 Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Laut 11.5 20.0 15.2 17.4 13.1 77.2
- Meningkatnya dukungan administrasi personel TNI U.ﬁmw .
AL Administrasi
— - Personil
1. Persentase data personel yang memenuhi 100% 100% 100% 100% 100%
syarat sesuai dengan klasifikasi.
2. Jumlah penyelenggaraan administrasi 4 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
pengelolaan personel
'3, Jumlah pembinaan personel terprogram matra 23 paket 23 paket 23 paket 23 paket 23 paket
laut
1510 Pemeliharaan/Perawatan peralatan Fungsional, Fasilitas, Sarana 983.8 474.6 1,029.9 1,231.4 950.8 4,670.5
Prasarana dan pengelolaan LTGA
- Meningkatnya dukungan Perawatan Peralatan Dinas fasilitas
Fungsional, Fasilitas, dan Sarpras Pengelolaan pangkalan
LTGA.
"1, Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu. 100% 100% 100% 100% 100%
Jumlah satker yang menerima pemeliharaan 88 satker 88 satker 88 satker 88 satker 88 satker
dan perawatan bangunan
'3, Jumlah pemeliharaan dan perawatan 9.719 unit 9.719 unit 9.719 unit 9.719 unit 9.719 unit
kendaraan bermotor dan kendaraan khusus
4. Jumlah pemeliharaan lainnya 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket
1511 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan 71.9 73.5 95.1 253.7 791.2 1,285.4
- Meningkatnya dukungan Pelayanan Kesehatan Matra
Laut. Dinas
Kesehatan
1. Persentase personel beserta keluarga yang 100% 100% 100% 100% 100%
mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Jumlah layanan tertentu, meliputi dukungan 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket
operasi, pemeriksaan kesehatan organik dan
'3, Jumlah pengadaan bekal kesehatan 3 paket 2 paket 2 paket 2 paket 2 paket
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1512 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum

3.7

2.6

11.2

11.2

13.1

41.8

Meningkatnya Pembinaan hukum Matra Laut.

Persentase penyelesaian perkara hukum.

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas
Pembinaan
Hukum

Jumlah penyelenggaraan pembinaan hukum.

10 satker

10 satker

10 satker

10 satker

10 satker

Jumlah penyelenggaraan bantuan hukum

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

Jumlah pelatihan bidang hukum

2 giat

2 giat

2 giat

2 giat

2 giat

DS RO RS Fa

Jumlah perundingan batas-batas wilayah

5 negara

5 negara

5 negara

5 negara

5 negara

1513

Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan

Keuangan

34.5

26.3

45.6

50.2

15.9

172.5

Meningkatnya dukungan administrasi perencanaan,
penganggaran, dan keuangan TNI AL.

"l.  Persentase pelaporan keuangan sesuai dengan

SAI dan SAKPA

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas
Keuangan

2.7 Jumlah penyelenggaraan administrasi

perencanaan, penganggaran dan keuangan
matra laut

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

1514

Penyelenggaraan Adiministrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal Matra

Laut

45.0

49.5

54.5

59.9

65.9

274.7

Meningkatnya dukungan administrasi perbekalan
dan dukungan bekal Matra Laut.

v

1. Persentase penyelesaian administrasi
perbekalan sesuai ketentuan

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas
Pembekalan

2. Jumlah pengadaan perlengkapan perbekalan

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

3. Jumlah pengadaan makanan/minuman untuk
tugas dinas dalam dan konserven untuk operasi

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

4. Jumlah pengadaan dan pemeliharaan kapor dan
kapsat

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5. Jumlah pengelolaan simak BMN dan pembinaan
logistik

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

6. Jumlah satker yang menerima dukungan
pergudangan dan jasa angkutan

37 satker

37 satker

37 satker

37 satker

37 satker

7. Persentase pemakaian BMP sesuai pagu

100%

100%

100%

100%

100%

1515

Penyelenggaraan Penpas dan Penum

6.4

7.1

7.8

8.6

9.4

39.3

Meningkatnya kesiapan dan kemampuan Penpas dan
Penum TNI AL dalam rangka penyampaian informasi.

(o

1. Jumlah produk penerangan

10 paket

10 paket

10 paket

10 paket

10 paket

Dinas
Penerangan

17

2. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan
penerangan

14 paket

14 paket

14 paket

14 paket

14 paket

1516

Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Matra Laut

7,812.9

7,708.6

10,332.5

9,016.3

8,443.2

43,313.5

Meningkatnya dukungan administrasi perawatan
personel Matra Laut.

v

1. Persentase personel yang mendapatkan hak
perawatan personel.

100%

100%

100%

100%

100%

Dinas
Perawatan
Personel

2. Jumlah tunjangan brevet

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket
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3. Jumlah tunjangan keahlian

7 paket

7 paket

7 paket

7 paket

7 paket

4. Jumlah tunjangan khusus/kegiatan

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

4 paket

5. Jumlah belanja penyaluran tenaga kerja dan
perawatan jenazah

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

6. Jumlah honor pengajar dan pembantu pengajar,
tunjangan pengawak SAI

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

7. Jumlah belanja perjalanan dinas

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

1517 Penyelenggaraan Pengawasan Dan Pemeriksaan

11.5

8.4

15.2

14.3

11.3

60.7

Meningkatnya kinerja dan tertib administrasi
perbendaharaan TNI AL.

Inspektorat
Jenderal

¥

1. Jumlah kegiatan pembinaan pengawasan dan

pemeriksaan rutin
,

15 giat

15 giat

15 giat

15 giat

15 giat

2. Jumlah kegiatan revieu laporan keuangan/RKA

3 giat

3 giat

3 giat

3 giat

3 giat

1/

3. Jumlah kegiatan pemutakhiran data

12 giat

12 giat

12 giat

12 giat

12 giat

1518 Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Laut

6.9

5.5

10.0

11.3

9.0

42.7

Meningkatnya penyelesaian hukum dan disiplin
Jersonel TNI AL

1. Jumlah penegakan hukum, ketertiban dan
disiplin yang dilaksanakan.

v

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

Pusat Polisi
Militer

2. Jumlah pemenuhan uang makan tahanan

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

1519 Penyelenggaraan Adiministrasi Umum Matra Laut

92.0

84.0

150.0

172.5

121.2

619.7

Meningkatnya dukungan administrasi umum TNI AL.

¥,

1. Persentase penyelesaian administrasi yang
sesuai dengan ketentuan.
v,

100%

100%

100%

100%

100%

Sekretariat
Umum

2. Jumlah kegiatan administasi umum meliputi
pembinaan administrasi umum, fungsi satuan,
dan Kodal giat pimpinan

4 giat

4 giat

4 giat

4 giat

4 giat

V TNIAU

11,472.2

17,174.7

28,803.0

32,265.8

28,761.7

118,477.3

20 Dukungan Kesiapan Matra Udara

12%

19%

21%

23%

25%

3,075.9

5,056.0

5,515.9

6,013.5

6,474.7

26,136.1

UO TNI AU

Terwujudnya kekuatan TNI AU yang siap
melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan
Renkon, Rentinkon, Latihan Kesiapsiagaan operasi,
dan Latihan Gabungan Tahun Berjalan.

Persentase alutsistaTNI AU yang siap
melaksanakan operasi sesuai dengan

- kebutuhan Renkon, Rentinkon, Rencana
Latihan Kesiapsiagaan operasi dan Rencana
Latihan Gabungan Tahun Berjalan

1520 Penyelenggaraan OMSP Matra Udara

2.1

5.3

7.9

9.9

10.4

35.6

Staf Operasi

Terwujudnya kesiapan alutsista TNI AU sesuai
dengan kebutuhan Rentinkon TNI
4

Persentase kesiapan alutsista TNI AU sesuai

L dengan kebutuhan Rentinkon TNI.
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2. Jumlah penyelenggaraan OMSP Matra Udara.

14 Paket

14 Paket

14 Paket

14 Paket

14 Paket

Persentase jam terbang operasi yang sesuai
dengan alokasi jam terbang

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase operasional radar perhari yang
sesuai standar

60%

60%

60%

60%

60%

1521 Pemeliharaan/Perawatan Pswt Udara, Senjata & Almatsus lainnya

2,078.5

3,182.4

3,541.6

3,906.1

4,240.9

16,949.6

Terwujudnya kesiapan pesawat udara, senjata dan
Almatsus lainnya untuk mendukung operasi, latihan
dan pendidikan

Persentase kesiapan pesawat udara, senjata
- dan Almatsus lainnya untuk mendukung
operasi, latihan dan pendidikan.

12% (PSWT)

19%

21%

23%

25%

Dinas
Aeronautika

1522 Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan

14.7

242.1

266.4

293.0

322.3

1,138.4

Terwujudnya kesiapan sarpras dukungan operasi
penerbangan untuk kegiatan operasi, latihan dan
pendidikan

Jumlah Alpalsus yang dipelihara, dirawat dan
diperbaiki

9 Paket

9 Paket

10 Paket

10 Paket

10 Paket

Dinas
Pengembangan
Operasi

1523 Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara

16.2

92.8

69.6

71.6

73.7

323.9

Terwujudnya integrasi sistem informasi dan
komunikasi yang siap digunakan untuk mendukung
tugas

v

1. Persentase perangkat keras yang tergelar.

Persentase perangkat keras yang tergelar yang
siap digunakan

Tingkat kepuasan pengguna aplikasi yang telah
dibangun.

Persentase perangkat keras dan aplikasi yang
dapat diintegrasikan menjadi satu sistem

Dinas
Informasi dan
Pengolahan
Data

1524 Pemeliharaan/Perawatan Radar, PSU & Altmatsus Komlek Lainnya

900.0

1,369.5

1,460.7

1,557.9

1,646.7

6,934.8

Terwujudnya kesiapan radar, PSU, dan Almatsus
Komlek lainnya untuk mendukung operasi, latihan
dan pendidikan

Persentase kesiapan radar, PSU, dan Almatsus
- Komlek lainnya untuk mendukung operasi,
latihan dan pendidikan

60% (RADAR)

70%

75%

75%

75%

Dinas
Komunikasi
dan
Elektronika

1525 Penyelenggaraan Uji Kelaikan Materiil dan Fasilitas Matra Udara

19.0

28.9

33.0

36.3

39.7

156.9

Terwujudnya materiil dan fasilitas Matra Udara yang
laik operasional

Persentase materiil dan fasilitas Matra Udara
yang mendapat sertifikasi laik operasi.

Jumlah penyelenggaraan uji kelaikan Matra
Udara.

84 giat

84 giat

84 giat

84 giat

84 giat

Dinas
Keselamatan
Terbang dan

Kerja
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1526 Litbanghan Matra Udara

0.6

0.7

0.7

0.8

0.9

3.7

Terwujudnya hasil Litbang (prototipe) yang mendapat
sertifikasi kelaikan udara

v

Persentase hasil Litbang (prototipe) yang

1.
mendapat sertifikasi kelaikan udara

Tingkat kepuasan calon pengguna materiil
terhadap prototype yang telah dibuat

Dinas
Penelitian dan
Pengembangan

3. Jumlah produk Litbanghan Matra Udara

1527 Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara

29.0

116.9

116.9

116.9

116.9

496.7

Terwujudnya materiil, kegiatan, dokumen, informasi
dan personel yang aman dan intelijen yang up date
di TNI AU

v

Persentase materiil, kegiatan, dokumen,
informasi dan personel yang dapat diamankan

2. Persentase dokumen intelijen yang up date

Jumlah produk intelijen yang dihasilkan untuk
kegiatan pengamanan Matra Udara

13 paket

13 paket

13 paket

13 paket

13 paket

Dinas
Pengamanan
dan Sandi

Jumlah kegiatan penyelidikan, pengamanan dan
penggalangan

3 giat

3 giat

3 giat

3 giat

3 giat

5. Jumlah kegiatan pembinaan intelijen

2 giat

2 giat

2 giat

2 giat

2 giat

1528 Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Udara

7.8

8.6

9.4

10.4

11.4

47.6

Terwujudnya ruang alat dan kondisi juang dirgantara
serta dukungan rakyat terhadap TNI AU

4
Persentase Tingkat minat dan keikutsertaan
masyarakat pada kegiatan kedirgantaraan.

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap
kegiatan kedirgantaraan.

3. Jumlah kegiatan pembinaan potensi dirgantara.

12 giat

12 giat

12 giat

12 giat

12 giat

Dinas Potensi
Kedirgantaraa
n

1529 Penyelenggaraan Surta

8.0

8.8

9.7

10.7

11.7

48.8

Tersedianya informasi tentang situasi udara dan
topografi kawasan lanud serta seluruhwilayah
indonesia yang lengkap dan update.

r PETSENTASE KETersediaan miormasi tentang
situasi udara dan topografi kawasan lanud serta

seluruh wilayah indonesia yang lengkap dan
aandat,

Dinas Survey
dan Pemetaan
Udara

Jumlah peta yang direvisi.

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

Jumlah pembuatan peta

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

Jumlah peta yang dire produksi

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

3 paket

S I IS

Jumlah pemotretan

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket
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21.

Modernisasi Alutsista/Non Alutsista, Pengembangan Fasilitas dan
Sarpras Matra Udara

5%

14%

27%

30%

24%

4,195.1

10,356.5

20,769.4

22,689.8

18,370.3

76,381.1

UO TNI AU

Terpenuhinya kebutuhan alutsista, non-alutsista,
fasilitas, dan sarpras TNI AU untuk siap
melaksanakan operasi sesuai dengan kebutuhan
yang tertuang dalam dokumen MEF

Persentase alutsista, non-alutsista, fasilitas,
dan sarpras TNI AU yang siap melaksanakan
operasi sesuai dengan kebutuhan yang tertuang
dalam dokumen MEF.

1530 Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara

392.2

660.0

11,294.0

12,388.0

9,978.0

34,712.2

Terpenuhinya kebutuhan Alutsista sesuai dengan
kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEF.

4
Persentase kebutuhan Alutsista sesuai dengan

1. kebutuhan yang tertuang dalam dokumen MEF
yang dapat terpenuhi

Lanjutan pembayaran F-16 EDA dan C-130 eks
RAAF

1 paket

1 paket

Dinas
Pengadaan/
Pusada
Kemhan

3. Pembayaran 5 pesawat C-130 H & simulator

1 paket

1531 Peningkatan/pengadaan Pesawat udara dan dukungan lainnya

1,780.0

4,349.0

4,420.5

4,709.1

2,817.3

18,075.8

Tercapainya kesiapan dan kemampuan pesawat
udara TNI AU.

4

Persentase kesiapan pesawat udara

1.
-N PETSETTAase waumgs daukungan pemelinaraan

t.aadara.di.lLanud. Qoerasi

3.
"4, Jumlah pesawat yang siap operasional.

150 pswt

150 pswt

150 pswt

150 pswt

150 pswt

Dinas
Aeronautika

1532 Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara

455.8

1,763.5

1,373.0

1,438.3

1,534.6

6,565.1

Terjaganya kesiapan dan fasilitas dan sarpras udara
TNI AU.

Persentase fasilitas dan sarpras udara yang siap

L digunakan TNI AU

Dinas Fasilitas
dan Kontruksi

Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU
yang dibangun.

1.082.182 M?

1.190.400 M?

1.309.440 M?

1.440.384 M?

1.584.423 M?

Jumlah sarpras dan fasilitas pangkalan TNI AU
yang dipelihara.

103.312 M?

113.463 M

125.008 M*

137.508 M?

151.258 M?

1533 Peningkatan/pengadaan Radar, PSU dan Alat Komlek Lainnya

890.0

2,035.5

2,200.8

2,374.3

2,572.4

10,073.0

Terjaganya kesiapan dan kemampuan Radar, PSU,
dan Alat Komlek Lainnya

4

1 Persentase kesiapan Radar, PSU, dan Alat

Komlek Lainnya

2. Jumlah Radar yang siap operasional.

20 unit

20 unit

20 unit

20 unit

20 unit

Dinas
Komunikasi
dan
Elektronika

3. Jumlah PSU & Alkomlek yang siap operasional.

139 Paket

153 Paket

172 Paket

190 Paket

210Paket
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1534 1/pengadaan Senri/Senrat

341.4

1,042.8

1,245.1

1,442.3

1,199.6

5,271.2

Terjaganya kesiapan dan terpenuhinya kebutuhan
kemampuan Senri/Senrat TNI AU.

Persentase ketersediaan senri/senrat

Persentase ketersediaan amunisi.

Dinas
Aeronautika

Jumlah pengadaan senjata ringan/berat

23 Paket

27 Paket

28 Paket

29 Paket

29 Paket

27 wint —Y

Jumlah pengadaan amunisi

17 Paket

19 Paket

20 Paket

21 Paket

23 Paket

1535 Pengadaan peralatan Non Alutsista

335.8

505.8

236.0

337.7

268.5

1,683.9

Dinas Materiil

- erpenuhinya kebutuhan peralatan non-alutsista TNI Al

¥

1 Persentase tersedianya peralatan non-alutsista

TNI AU

v

5 Jumlah pengadaan non alutsista meliputi

Ranmor, peralatan pendukung penerbangan.

41 paket

44 paket

47 paket

49 paket

52 paket

22. Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara

13%

15%

19%

23%

30%

405.0

480.7

583.0

724.7

931.4

3,124.7

UO TNI AU

Terwujudnya profesionalisme personel TNI AU sesuai
- Daftar Susunan Personel (DSP) untuk melaksanakan
OMSP dan OMP

4
Persentase capaian profesionalisme personel

1. TNI AU sesuai Daftar Susunan Personel (DSP)
untuk melaksanakan OMSP dan OMP

Persentase personel yang berkualitas sesuai
dengan tuntutan tugas.

1536 Latihan Matra

Udara

80.0

123.2

189.7

292.2

455.6

1,140.7

Staf Operasi

Terjaganya kemampuan dasar yang diperlukan
personel/penerbang untuk pengoperasian pesawat.

v
Persentase dari jumlah personel yang terbukti

1. kemampuannya meningkat dalam enam bulan
terakhir sebagai hasil dari latihan simulator.

2. Jumlah kegiatan latihan operasi

30 giat

30 giat

30 giat

30 giat

30 giat

3. Jumlah kegiatan latihan angkasa yudha

1 giat

1 giat

1 giat

1 giat

1 giat

Jumlah kegiatan latihan bersama dengan
negara sahabat.

15 giat

15 giat

15 giat

15 giat

15 giat

1537 Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara

77.6

85.3

93.9

103.2

113.6

473.6

Terpenuhinya personel yang memenuhi prasyarat

L. pendidikan di lingkungan TNI AU.

b

Terpenuhinya kebutuhan minimal dari masing-

2 masing sepuluh komponen pendidikan

v

Persentase personel yang lulus tes seleksi
mengikuti pendidikan

" Persentase dari alokasi anggaran untuk
2. pembinaan masing-masing komponen
pendidikan.

Tingkat kepuasan peserta seleksi dan peserta
pendidikan.

N —

w

Dinas
Pendidikan

Jumlah pendidikan pertama

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

5 paket

Jumlah pendidikan pembentukan

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

2 paket

Jumlah pendidikan sarcab

9 paket

9 paket

9 paket

9 paket

9 paket

Jumlah pendidikan pengembangan umum

35 paket

35 paket

35 paket

35 paket

35 paket

AR A RS

Jumlah pendidikan pengembangan spesialisasi

180 paket

180 paket

180 paket

180 paket

180 paket
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v

9. Jumlah pendidikan iptek

130 paket

130 paket

130 paket

130 paket

130 paket

1538 Pembangunan Sarpras Kesejahteraan Personel Matra Udara

236.0

259.6

285.5

314.1

345.5

1,440.7

Terpenuhinya kebutuhan Sarpras kesejahteraan
personel matra udara

v

Persentasi sarpras kesejahteraan personel

1.
matra udara yang telah dibangun.

Tingkat kepuasan personel TNI AU terhadap
2. sarpraskesejahteraan personel matra udara
yang ada

Persentase prajurit yang menerima fasilitas
perumahan/asrama

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

100.00%

Dinas Fasilitas
dan Kontruksi

1539 Werving

7.9

8.7

9.6

10.5

11.6

48.4

Terpenuhinya kebutuhan jumlah personel dari
masyarakat sipil yang memenuhi prasyarat
Pendidikan Pertama di lingkungan TNI AU.

Dinas
Administrasi
Personel

v

1 Persentase personel yang lulus tes seleksi

mengikuti pendidikan

2 Sebaran dari jumlah masyarakat sipil yang lulus

seleksi berdasarkan daerah asal.

Eﬁo‘f
Tingkat kepuasan peserta seleksi dan peserta
pendidikan

Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikan
pertama

1.166 orang

1.166 orang

1.166 orang

1.166 orang

1.166 orang

Jumlah personel yang lulus seleksi pendidikan
pembentukan

480 orang

480 orang

480 orang

480 orang

480 orang

6. Jumlah alih golongan PNS

1.374 orang

1.374 orang

1.374 orang

1.374 orang

1.374 orang

1540 Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara

3.5

3.9

4.2

4.7

5.1

21.4

Dinas Psikologi

TEITWUJUUILyd PETSOIET aWdK PpESawdl Uall pasSUuKarr

- khas TNI AU yang memenuhi standar kondisi
ool

1.
A —
2.
S

Persentase awak pesawat/paskhas yang
dinyatakan sehat akibat tindakan klinis
Persentase personel yang layak memegang
senpi

Persentase personel yang tidak layak memegang
3. senpi yang dimutasikan ke tugas/jabatan yang

tidak bersenjata

I

4 Persentase perseonel yang layak mengikuti
" pendidikan

I S—

Persentase personel yang tidak layak mengikuti
pendidikan yang mengikuti konseling

5.

E———

6 Tingkat kepuasan personel yang mengikuti test

psikologi
—
Persentase personel awak pesawat dan pasukan

7. khas TNI AU yang memenuhi standar kondisi

psikologi
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Persentase personel yang mendapatkan

8. pelayanan psikologi matra udara.

100%

100%

100%

100%

100%

26. Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara

30%

10%

15%

22%

23%

3,796.2

1,281.5

1,934.7

2,837.8

2,985.3

12,835.5

UO TNI AU

Terwujudnya tatakelola sumber daya TNI AU secara
- efektif dan efisien agar siap melaksanakan OMSP
dan OMP

Persentase sumber daya yang dapat dihemat

1.
dalam suatu kegiatan

v

2 Persentase personel TNI AU yang disiplin dan

profesional.

1541 Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara

10.7

11.7

48.8

Terwujudnya ketaatan terhadap hukum dan disiplin
militer di TNI AU.

v
Persentase pelanggaran hukum dan disiplin

L. militer yang dilaporkan kepada POM AU.

o

Persentase personel TNI AU yang taat hukum

2. dan disiplin militer

100%

100%

100%

100%

100%

Pusat Polisi
Militer

1542 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan

5.3

6.6

6.9

26.5

Terwujudnya tatakelola keuangan dan kinerja TNI
AU yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien

o

v
Persentase personel Itjen dengan fungsi

1. pemeriksa yang mempunyai kompetensi dan
kualifikasi auditor.

.<.if: . .
Persentase temuan pelaksanaan wasrik Itjenau

2. yang tervalidasi untuk diteruskan kepada
pimpinan
Opini auditor ekternal terhadap laporan
keuangan (LK) Kemhan dan TNI (termasuk
3. didalamnya bahan laporan keuangan yang telah
mendapat pemeriksaan dan bimbingan teknis
secara berkala dari Itjen TNI AU)
Hasil penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja
(LAKIP) Kemhan dan TNI (termasuk didalamnya
4.  bahan laporan kinerja yang telah mendapat
pemeriksaan dan bimbingan teknis dari Itjen
TNI AU)

I

Jumlah satuan yang menjadi obyek
pemeriksaan.

83 Satker

83 Satker

83 Satker

83 Satker

83 Satker

Inspektorat
Jenderal

6. Jumlah kegiatan revieu laporan keuangan

2 giat

2 giat

2 giat

2 giat

2 giat

7. Jumlah kegiatan pemutakhiran data

25 giat

25 giat

25 giat

25 giat

25 giat

1543 Har/Perawata

n peralatan Fungsional, Fas & Sarpras serta LTGA

946.6

162.5

284.8

356.0

373.8

2,123.7

Terjaganya kesiapan peralatan fungsional, fasilitas
1. dan sarpras untuk mendukung pelaksanaan tugas
TNI AU secara efektif.

Terlaksananya efisiensi penggunaan LTGA.

Persentase dari penurunan jumlah kerusakan
1. peralatan fungsional, fasilitas dan sarpras
dalam kurun waktu 5 tahun.

Persentase kesiapan peralatan fungsional,
2. fasilitas dan sarpras untuk mendukung
pelaksanaan tugas TNI AU secara efektif
I
3 Persentase efisiensi pembiayaan LTGA dalam

kurun waktu 5 tahun.

v

4. Persentase pemakaian LTGA sesuai pagu.

78%

78%

78%

78%

78%

Dinas Fasilitas
dan Kontruksi




17.5 19.3 21.2 23.3 25.6 106.8 Dinas

1544 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan
Kesehatan

Tercapainya ketersediaan obat dan alat kesehatan

Terwujudnya pelaksanaan standar pelayanan
kesehatan bagi personel TNI AU

e

L.

!01&

Terwujudnya pelayanan kesehatan yang layak
bagi personel TNI AU dan keluarganya
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I Persentase ketersediaan obat dan perlatan

2.
lavanan kecahatan

Persentase rumkit dan satkes yang telah
3. melaksanakan standar layanan kesehatan
personel
Tingkat kepuasan personel yang menggunakan
fasilitas dan layanan dalam melakukan rikes di
Rumkit TNI AU.

Persentase personel TNI AU beserta keluarga
yang mendapatkan pelayanan kesehatan

|<|
4
¥
5

100% 100% 100% 100% 100%

50.5 48.9 73.9 924 97.0 362.7 Dinas

1545 Penyelenggaraan Adm Perencanaan, Penganggaran & Keuangan
Keuangan

Tercapainya laporan keuangan TNI AU yang tertib,
tepat waktu, akurat dan akuntabel.

Terwujudnya tatakelola keuangan TNI AU yang
tertib, tepat waktu, akurat dan akuntabel

14

vmwmwsﬁ.mmm laporan keuangan yang tidak 100% 100% 100% 100% 100%
menjadi temuan APIP.

Persentase  jumlah dokumen pengelolaan

0, )0, 0, 0, 0,
keuangan yang tidak menjadi temuan APIP 100% 100% 100% 100% 100%

1546 Penyelenggaraan Pembinaan Hukum 2.3 2.3 3.7 4.6 7.7 20.6 | Dinas Hukum

Terselesaikannya permasalahan hukum yang
melibatkan institusi maupun personel TNI AU.

14

L.

Persentase penyelesaian perkara hukum yang 5 o . 5 )
melibatkan institusi atau personel TNI AU. 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase perkara hukum yang menyangkut
2. institusi atau personel TNI AU dimana pihak 100% 100% 100% 100% 100%
institusi atau personel TNI AU dinyatakan

1547 Penyelenggaraan Adm Kal Umum & Har perawatan perkantoran 2,737.8 997.1 1,493.4 2,293.9 2,408.6 9,930.8 Dinas Materiil

Terjaganya kesiapan dukungan operasional

L kendaraan dan sarana bantuan TNI AU.

‘ii
2. Tersedianya bekal dan kesiapan fasilitas perkantoran
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1. Persentase ketersediaan BMP.

100%

100%

100%

100%

100%

———

2 Persentasi kesiapan kendaraan dan sarana

bantuan.

100%

100%

100%

100%

100%

—

3 Persentase peralatan perkantoran yang masih

berfungsi dan dapat digunakan.

100%

100%

100%

100%

100%

S—

4 Tingkat kepuasan personel yang menggunakan

kendaraan dan fasilitas perkantoran.

100%

100%

100%

100%

100%

1548 Penyelenggaran Administrasi Personel Matra Udara

1.5

1.5

1.9

2.4

2.5

9.8

1. Tercapainya tertib administrasi personel yang baik.

Dinas
Administrasi
Personel

Terwujudnya dukungan administrasi bagi personel
2. Matra Udara yang tepat waktu, tepat jumlah dan

‘nmcmﬁ sasaran.
Persentase kesalahan dalam melaksanakan

1. X . ;
kegiatan administrasi personel.

Tingkat kepuasan personel terhadap
pelaksanaan administrasi personel TNI AU.

Persentase dokumen administrasi personel TNI
AU yang diselesaiakan tepat waktu.

100%

100%

100%

100%

100%

1549 Penyelenggaraan Penpas dan Penum Matra Udara

6.5

7.2

7.9

8.7

9.5

39.7

Tercapainya penyebaran informasi TNI AU kepada
seluruh personel TNI AU

Dinas
Penerangan

Tersedianya informasi tentang TNI AU bagi
masyarakat umum

3. Terciptanya citra positif TNI AU di mata masyarakat.

d

1 Tingkat kepuasan personel terhadap perolehan

informasi tentang TNI AU

Tingkat  kepuasan masyarakat terhadap
perolehan informasi tentang TNI AU

3. Opini TNI AU di masyarakat umum

4. Jumlah produk penerangan

8 paket

8 paket

8 paket

8 paket

8 paket

5. Jumlah kegiatan pameran penerangan

1 giat

1 giat

1 giat

1 giat

1 giat

1550 Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara

11.0

12.1

13.3

14.6

16.1

67.0

Dinas
Perawatan

- Terwujudnya kesejahteraan prajurit dan ASN TNI AU

4

1 Persentase keterlambatan pembayaran gaji dan

tunjangan ASN dan prajurit TNI AU

r Persentase Jumlah ASN "dan” prajurit "TNI"AU
2. yang menerima gaji dan hak dengan tepat
waktn

100%

100%

100%

100%

100%

Tingkat kepuasan personel TNI AU terhadap
pemenuhan hak-hak prajurit TNI AU

2.5

2.6

2.8

2.9
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1551 Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Udara 116 17.1 19.7 4.7 2.9 99.0 .
Sekretaris
Terwujudnya kelancaran pengambilan keputusan Umum
Persentase pending matters yang ditemukan dari
seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam 100% 100% 100% 100% 100%
kurun waktu 5 tahun.
TOTAL 110,765.5 | 147405.1| 1734574 | 182406.6| 167,152.2| 781,187.0

Menteri Pertahanan,

ttd

Ryamizard Ryacudu






